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ABSTRAK

Nama :  Ricky Purnama Kertapati

Program Studi: Pasca Sarjana Kajian llmu Kepaolis

Judul . Fenomena Tindak Pidana Kejahatakekesan menggunakan
Senjata Api di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe dan

Upaya Penanggulanganya Pasca MoU Helsinki.

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambarangenai fenomena
kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yajagli tei wilayah hukum
Polres Lhokseumawe yang meliputi wilayah Kota Llekeawe dan sebagian
wilayah Kabupaten Aceh Utara yang terjadi pasca Mdelsinki sepanjang
periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 segamirbana upaya
penaggulanganya.

Data di lapangan menunjukan bahwa masih terjadibegan kekerasan
menggunkan senjata api di Aceh pasca MoU Helsiegedi penculikan dengan
meminta tebusan, pemerasan, perampokan, hingga upeimén yang dikaji
dengan menggunakanRoutine Activities Theory. Kejahatan kekerasan
menggunakan senjata api pasca MoU ini dilakukah olenum mantan GAM
(Gerakan Aceh Merdeka) yang berasal dari kalangd@skbawah yang terbiasa
hidup dalam suasana penuh kekerasan sdsmmér Class Culture Theory.
Mereka melakukan kejahatan tersebut karena didoatasgn kebutuhan ekonomi
disamping memiliki sarana senjata api illegal &isaflik bersenjata di Aceh yang
masih banyak beredar di tangan para oknum mantaM @&sebut sebagai
bentukinovativ dalamAnomie Theory dengan mempertimbangkan untung ruginya
kejahatan tersebut dilakukan sesuai deriRgironal Choice Theory.

Kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yehkgikiin oleh oknum
mantan GAM tersebut pada akhirnya menimbulkan kdér@s dan gangguan
keamanan serta ketertiban bagi masyarakat sehidiggalukan adanya upaya
penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegaheam(if danpreventif) dan
penindakan represif) oleh Polres Lhokseumawe selaku aparat kepoligéang

mengacu pada konsep penanggulangan POLRI maupweikgenanggulangan
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O.W Wilson yang secara garis besar digunakan adglolisian diseluruh dunia.
Data yang ada menunjukan bahwa upaya penanggulamgantelah dilakukan
dapat dikatakan cukup berhasil menurunkan angkaah&&gn kekerasan
menggunakan senjata api di wilayah hukum Polreskédamawe. Namun
demikian, mengacu pada data yang ada, keberhaspaya penaggulangan
tersebut bukan hanya merupakan kerja dari pihabklistgn semata akan tetapi
juga karena adanya dukungan dan faktor-faktor &iyang mempengaruhi
keberhasilan tersebut sebagaimana konsep dari MZalReckless, termasuk juga
adanya dukungan dari berbagai instansi lain dikepolisian seperti aparat
pemerintahan, TNI, unsur-unsur penegak hukum d&aminal Justice System,

pihak swasta, serta masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci : oknum mantan GAM, kejahatan kekerasan menggunakajata

api pasca MoU, peredaran senjata api illegal sisdlik, upaya penanggulangan,
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ABSTRACT

Name . Ricky Purnama Kertapati
Programme : Police Sciences
Title . Phenomenon of armed violenoene at Lhokseumawe's Police

jurisdiction territory and the prevention effortdtea MoU

Helsinki

This research is aimed to description about phenomef violence crime
uses fire arm that happened at jurisdiction of ldskmawe's Police territory
which cover Lhokseumawe's city area and North Asjency area after MoU
Helsinki since 2005 until 2010 and how to prevemiito

Field data confirmed and found that the crimes tiggipened in Aceh’s
after MoU, such as kidnapping, blackmail, robberagsd murder may learned by
using Activities Rootine Theory’s. The Violencemg uses fire arm does by ex
GAM (Aceh Freedom Movement) from lower class comityuand usually lived
in violence atmosphere basic on Lower Class Cuiureeory. They doing that
crime because pushed by economy needs, besidestilidyave illegal fire arm
from Aceh leavings conflict as forms inovative nomie Theories after they
decided about lost and benefit doing crimes adogrdo Rational Choices
Theories

That crime must  fight with prevention efforts byrdkseumawe’s Police
with preventive and repressive action accordingP®LRI concept and O.W.
Wilson concept that used by police throughout woHgisting data has demoed
that crime prevention efforts has success to desnoei@ence crime number at
Lhokseumawe's Polres' territory of jurisdiction.tBuch, according to existing
data, that success not only because of police wauk,also caused by other
factors that influence success as concept from @ltaN/ Reckless, including
existence support from government, TNI, Law enforeeements in Criminal

Justice System's , private, and society itself.

Keyword: ex GAM members, armed violence crime after Mdlggal fire arm

from conflict leavings, crime prevention efforts,
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Menurut penelusuran sejarah, awal kekerasan bataepang terjadi di
Aceh dalam era Pemerintahan Indonesia pasca kekaamlel945 dimulai dari
adanya pertentangan antara para tokoh Aceh yanguptok mendukung
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan meskabh bergabung
menjadi bagian dari Republik Indonesia yang umumteydiri dari golongan
ulama dan pejuang Aceh dengan para tokoh Aceh yarentang hal tersebut
dan menginginkan untuk memimpin Aceh, vyaitu golongaulubalang.
Pertentangan antara golongan yang pro dan kontsabigt berlanjut menjadi
pertempuran saudara yang dikenal dengan Perang dkug@mg akhirnya bisa
diatasi serta berakhir menjelang akhir tahun 19d6gen korban sekitar 1.500
orang tewas. Peristiwma Cumbok ini dapat dikatakelagai salah satu tonggak
atau awal sejarah bagi perlawanan panjang sebagiayat Aceh terhadap
Republik Indonesia dimana kemudian menjelma menjeinberontakan yang
berlanjut menjadi gerakan separatis Aceh Merdelea[$.Pane, 2001 : 1-4).

Pemberontakan dan gerakan separatis yang dilalalgarsebagian rakyat
Aceh tersebut terjadi akibat adanya ketidakpuaspara tokoh-tokoh Aceh
terhadap pemerintahan Soekarno pada saat itu.aketidsaan rakyat Aceh pada
sikap pemerintahan Soekarno salah satunya dipi@n&adibubarkanya Provinsi
Aceh dan dilikuidasikan ke Provinsi Sumatra Utaehisgga keinginan rakyat
Aceh untuk melaksanakan syariat Islam didaerahaygdmenjadi isapan jempol
semata. Para tokoh-tokoh Aceh, termasuk yang sepralakemerdekaan R.I,
dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Beureuh kemudiambentuk Kongres
Rakyat Aceh yang pada akhirnya menyatakan Acehgseltiagian dari NIl dan
bergabung dengan perjuangan DI/TIl yang dimpinté&wiryo di Jawa Barat.
Pada perkembangan selanjutnya, DI/TII Aceh dibapiafpinan Daud Beureuh
tersebut kemudian memproklamirkan Negara Repuldieml Aceh pada 15
Agustus 1961 yang kemudian dilanjutkan oleh keloknpauda DI/TII Aceh

dimana salah satunya adalah Hasan Tiro yang kemude&ahirkan Gerakan
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Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 1976 saat emsepetahan Soerharto
(orde baru).

Kemunculan GAM ini pada akhirnya memicu terjadirk@nflik antara
masyarakat di daerah Aceh (diwakili oleh GAM) demgaemerintah pusat.
Tuntutan untuk merdeka yang ditopang dengan persggusenjata, jelas tidak
dapat ditangani menurut cara-cara penyelesaian likobfasa. Pendekatan
keamanan oleh Pemerintah Pusat dalam menyelesadkdlik ini mutlak perlu.
Penggunaan senjata secara terencana dan sistamails melakukan konflik
dengan pemerintah pusat, merupakan simbol bahwgelesaian secara damai
sengaja ditiadakan, kecuali kalau senjata-senfatdiletakan kembali dan tidak
diarahkan ke Pemerintah Pusat (Nitibaskara, 2005:106)

Guna mencegah meluasnya konflik melalui pemberantakersenjata
yang dilakukan oleh GAM, maka pemerintah pusat kdiemumelakukan tindakan
represif untuk menindak pemberontakan tersebut lmgi@mberlakuan Operasi
Jaring Merah dan menetapkan Aceh sebagi DaerahsOdidter (DOM) pada
tahun 1989-1998 yang kemudian dilanjutkan dengama€®emulihan Keamanan
sejak tahun 2001. Tindakan Represif yang dilakukéeh pemerintah dalam
menindak pemberontakan GAM tersebut, terutama padsa diberlakukanya
DOM, secara disadari maupun tidak disadari padarm@dn telah membuat
sebagian masyarakat Aceh sakit hati karena adamyakan-tindakan sewenang-
wenang yang dilakukan oleh oknum aparat TNI-POL&hadap rakyat Aceh
baik yang terlibat GAM maupun yang diduga pendukuBgM. Beberapa
tindakan sewenang-wenang tersebut diantaranya hadataupa pembunuhan
terhadap mereka yang terlibat GAM maupun didugétgrGAM dimana hal ini
belakangan baru terungkap dan diketahui secarakizrdengan diketemukanya
beberapa kuburan massal para pemberontak GAM maoiaung yang dituduh
sebagai pendukung GAM tersebut.

Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia mengatakan audhkasi kuat
bahwa warga sipil dengan sengaja dibunuh saatlidwkerasan baru-baru ini di
propinsi Aceh. Komisi tidak berhasil mengidentifkagoelaku tetapi saksi mata
menyebut tentara Indonesia. Serangan militer teqhadarga sipil dilaporkan

beberapa kali terjadi sejak operasi dijalankan. isatalu penemuan kuburan
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massal di Nisam, Aceh Utara diumumkan. DiperkiraRafluhan mayat tersebut
merupakan warga sipil dan GAM yang tewas dibunatata Indonesia.

Sebetulnya, soal kuburan massal di Aceh bukanackatu. Ketika status
Daerah Operasi Militer buat Aceh dicabut, 7 Agus2080--diberlakukan selama
10 tahun sejak 1989-1998--sedikit demi sedikit korlkekerasan selama DOM
terkuak. Komnas HAM berhasil menemukan puluhan ngka dalam satu
lubang--dan yang ditemukan tak cuma satu lubangi Pembunuhan! Ini
pembunuhan! Catat! Ini bukan fitnah dari LSM ataedi massa. Ini Baharudin
Lopa yang bilang!" seru Baharudin Lopa, Sekretdeisderal Komnas HAM, tiga
tahun sebelum dia wafat, ketika melihat potongdanty manusia berserakan di
dalam lubang yang digali di bukit Ujong Salam, Dé&suntang, Aceh Utara.
Buntutnya, pihak Angkatan Bersenjata Republik Irefoa (ABRI) pun minta
maaf dan mulai menarik pasukaniya.

Dari kelompok yang sakit hati akibat tindakan dapiarat TNI-POLRI
serta pemuda yatim piatu yang kehilangan orangyauaarta keluarganya sebagai
korban DOM maka kemudian oleh GAM dijadikan sasatamuk direkrut
menjadi anggota GAM. Mereka diajak masuk hutargtitildengan doktrin kuat
untuk melakukan pembalasan terhadap TNI-POLRI dpersenjatai pula meski
dengan jumlah yang terbatas. Dalam perkembangaanjselya, akibat
banyaknya anggota rekrutan GAM yang tewas dalanilikdbersenjata antara
GAM dan aparat Pemerintah, maka lambat laun dakrekputan anggota GAM
yang dilakukan selanjutnya tidak sebatas pada §alaryang sakit hati akibat
DOM tapi juga adalah dari residivist serta bekapi maaupun para pelaku
kejahatan. Oleh karena itu, maka perbuatan yangldnyak dilakukan oleh
GAM lebih menjurus kearah perampokan-perampokani deemperoleh uang
untuk memenuhi kepentinganya sendiri dan kembagli dakyat Aceh kini yang
menjadi sasaran untuk dirampas harta bendanya {@UKas=minto, 2003 : 17-28).

Disamping melakukan perekrutan personil, GAM kerandnemperkuat

gerakan perjuanganya melalui dua tahap pergeradiam pelalui diplomasi luar

“Ada Indikasi Kuat Warga Sipil Dibunuh di Aéeh (14/06/2003) diunduh melalui
http://groups.yahoo.com/group/indo-marxist/messzgjel ?var=1
“Nisan Tak Bertuan di Palagan Kurusetra (30/06/2003) diunduh  melalui
http://berita.liputan6.com/progsus/200306/57478ssk'vidico'
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negri dan melalui perlawanan bersenjata denganiimeéaperkuat persenjataan
baik melalui cara merampas senjata anggota TNI/Po&upun membeli dan
memasukan senjata-senjata api berikut amunisirgaradlegal ke wilayah Aceh
baik dari dalam negri maupun dari luar negri. S@ngenjata api yang masuk dari
luar negri secara illegal untuk digunakan oleh G#eléebut pada dasarnya adalah
merupakan akses dari panglima perang GAM Tengkuuldid Syafei yang
menjalin hubungan dengan para pejuang separatiardiegri. Senjata-senjata
tersebut mulai memasuki Aceh sekitar tahun 1996 skmakin deras setelah
kejatuhan Soeharto. Senjata-senjata tersebut digatan dari Libia, Philiphina,
Thailand, dan Malaysia. Disamping itu, sejak akt899 GAM mulai aktif pula
membuat senjata sejenis AK-47 melalui rakitan ser@énjata-senjata itu mereka
buat di pusat-pusat bengkel senjata GAM yang adzeblerapa tempat, di Aceh
Barat dan Aceh Utara (Neta S. Pane, 2001 : 142-147)

Selain itu, senjata yang beredar dikalangan GAMapathsa konflik
tersebut ternyata juga ada yang berasal dari okamggota TNI/POLRI yang
bermental dan bermoral rendah yang menjual ses@imta standar TNI/POLRI
kepada GAM secara illegal. Upaya memperoleh semjpiastandar TNI/POLRI
ini dilakukan melalui makelar yang sangat rahasia disa bebas kesana kemari
untuk melakukan lobby secara rahasia dengan oknudWPOLRI yang
mempunyai tugas jaga di gudang-gudang senjatangggdnisecara diam-diam
senjata standar TNI/POLRI tersebut dapat dibayaP@®Rita per pucuk. Jual beli
senjata api illegal yang dilakukan oleh para okmnayurit TNI/POLRI dengan
makelar GAM ini akhirnya dapat terbongkar setelatakunya, guru dan oknum
Polri yang ada pada sebuah kesatuan di Banduranggwp. Ternyata dalam
jaringan pemasokan senjata tersebut telah melibgtkemjaga gudang kesatuan
TNI yang lain, seperti 4 oknum prajurit TNI / POLRerta beberapa oknum
prajurit TNI AD yang berkesatuan di Bandung danadtk (Usman Kasminto,
2003 : 78-80)

Untuk mendapatkan senjata-senjata yang memenummdastauntuk
digunakan dalam perang, selain melakukan pembelaan okum TNI/POLRI,
GAM juga melakukan pembelian senjata-senjata exargerVietham yang

diperoleh melalui jaringan penjualan senjata gelagawasan Asia. Upaya ini
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pada akhirnya membuat GAM memiliki banyak senjasamdar perang sehingga
GAM pada akhirnya berani melawan dan menantangaafayl/POLRI untuk
melakukan peperangan. Adanya pembelian senjataxaperang Vietnam yang
memiliki standar perang dari perdagangan gelaptedj wilayah kawasan Asia
tersebut terbukti dengan adanya penangkapan oled pbailand terhadap para
pelaku penyeludupan yang melakukan transaksi dengiayan Aceh yang sudah
menetap di Batu Putih, Thailand. Polisi Thailandjgumenyita satu kapal
bermotor dari warga Idi Rayeuk (Aceh) yang oletokgbok GAM dilarikan ke
Thailand untuk membawa senjata yang telah ditrasiisak tersebut (Usman
Kasminto, 2003 : 80 — 81)

Dengan cukup banyak dan cukup lengkapnya senjatyaaqy dimiliki
oleh GAM yang telah sesuai dengan standar untukndigan dalam peperangan,
maka terjadi peningkatan skala intensitas maupurlugsan area konflik
bersenjata antara TNI/POLRI dengan GAM di Aceh. ajah konflik yang
semula berada di sekitar Pidie, Lhokseumawe-Acefird)tdan Aceh Timur
kemudian meluas ke seluruh wilayah Aceh.

Konflik bersenjata yang terjadi di Aceh tersebeikidian mereda secara
signifikan akibat adanya faktor yang tidak terdygatu bencana alam Tsunami
yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004caBa alam Tsunami
yang tidak terduga dan tidak pernah diperhitungkaik oleh pemerintah R.I
maupun GAM tersebut pada akhirnya mampu menjadahsdbktor yang
meredakan konflik bersenjata di Aceh. Kejadian Bsoin di Aceh sebagai
bencana alam yang merengut lebih dari 130 ribudmwijiwa dan mendapatkan
perhatian baik secara nasional mapun dari duni@rnasional tersebut pada
akhirnya mampu mengetuk hati nurani pihak-pihakgyhertikai untuk berdamai
demi kemanusiaan dan kembali membangun Aceh yanguhakibat konflik
berkepanjangan serta Tsunami sehingga pada akhiralghirkan MoU Helsinki
pada tanggal 15 Agustus 2005.

Secara keseluruhan perundingan damai antara peatedimdonesia dan
GAM pasca bencana Tsunami berlangsung selama Eapu#v-29 Januari, 21-23
Februari, 12-16 April, 26-31 Mei, dan 12-17 Juli080 Dalam laporanya

International Crisis Group, sebuah lembaga indepertthlam usaha pencegahan
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konflik di seluruh dunia, menyebutkan ada tiga dakuutama bergulirnya
perundingan-perundingan tersebut. Ketiga faktoseteut adalah : inisiatif dari
Wakil Presiden Yusuf Kalla, dampak oprerasi militerhadap GAM, dan
perubahan dinamika konflik sebagai akibat bencaswmdmi (Samsul Hadi, dkk,
2007 : 82)

Kelima putaran perundingan diatas menghasilkan rasepahaman
bersama (MoU). Adapun isi ringkas Mou tersebut @uaebagai berikut; MoU
meliputi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh,igdeaisi politik, ekonomi,
pengaturan perundang-undangan, HAM, amnesti danteggasi kedalam
masyarakat, pengaturan keamanan, pembentukan mmstanng Aceh (AMM),
dan penyelesaian perselisitfan.

Terkait dengan berakhirnya konflik kekerasan bgesandi Aceh, maka
salah satu point penting dari MoU adalah mengeeagaturan keamanan dimana
dalam butir keamanan perjanjian ini menyebutkanuseaksi kekerasan antara
pihak-pihak akan berakhir selambat-lambatnya pa@d genandatanganan nota
kesepahaman ini. Kewajiban yang harus dilakukanalkpilGAM adalah
melakukan demobilisasi atas semua 3.000 pasukatermya, anggota GAM
tidak akan memakai seragam maupun menunjukan eméiam simbol militer
setelah penandatanganan. Kemudian GAM juga haruslakokan
decommissioningemua senjata, amunisi dan alat peledak yangikiimi€h para
anggota dalam kegiatan GAM dengan bantuan Misi kong Aceh (AMM).
GAM sepakat untuk menyerahkan 840 buah senjatayelPaman senjata GAM
akan dimulai pada tanggal 15 September 2005, y&ag dilaksanakan dalam
empat tahap, dan diselesaikan pada tanggal 31 DeseR®05. Dilain pihak
Pemerintah Rl akan menarik semua elemen tentargodlési non-organik dari
Aceh (Samsul Hadi, dkk, 2007 : 85)

Namun pada kenyataannya kekerasan bersenjata yafigatkan para
mantan GAM sebagai pelakunya tetap saja terjadiceéh pasca MoU Helsinki.
Adapun kekerasan bersenjata yang terjadi pasca telabl mengalami pergeseran
dari kekerasan bersenjata masa konflik menjadi rfeslem bersenjata dalam
konteks pidana dalam masa damai di berbagai wiladiaAceh, terutama di

%Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Indonesia daakae Aceh MerdeKRadiunduh melalui
http://www.cmi.fi/files/Aceh_Mou_indonesia.pdf
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wilayah-wilayah pergolakan semasa konflik bersenjaeperti wilayah Kota
Lhokseumawe dan sebagian wilayah Kabupaten AcelaUyang berada di
bawah wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Hal inati dikarenakan masih
banyak beredaranya senjata api illegal sisa konflikg tidak diserahkan oleh
sebagian oknum anggota GAM untuk dimusnakahkanasdéssepakatan MoU
tersebut. Senjata-senjata api tersebut ternyatdnrada yang disembunyikan atau
ditanam dalam tanah pada saat proses tahapan pbhagetan kemudian setelah
MoU kembali digunakan untuk melakukan kejahatarn @knum mantan GAM
untuk kepentingan pribadinya sendiri terutama untakmenuhi kebutuhan
ekonomi para oknum mantan GAM tersebut.

Masih maraknya kejahatan terkait dengan penggurtian peredaran
senjata api illegal di Aceh pasca MoU Helsinki énst juga selaras dengan hasil
penelitian dan penulisan disertasi yang telah lelilu dilakukan oleh Bambang
Wahyudi (2009 : 56-57) yang mengatakan bahwa :

Kenyamanan hidup di Aceh pada masa DOM dan pasdd Bdta pasca
MoU Helsinki sama-sama bermasalah meski intensitaslakan
kekerasanya berbeda. Pada masa DOM orang dibunablikdatau
ditangkap atau ditahan, seakan merupakan tindaleambgnaran yang
dilindungi hukum. Pasca DOM, situasinya nyaris kideda perbedaan
orang yang diculik dirumahnya, ditembaki didepaalaistrinya, dipasar
bahkan pada saat hendak ke mesjid dan pulang sadgementara tak ada
yang berani bertanya apalagi mengusut pelakunyscaP®loU Helsinki
tetap marak adanya intimidasi perampokan bersenjpnculikan,
pembunuhan dan pemerasan. Dinamika tersebut meé@mnpahwa masih
banyaknya senjata illegal yang beredar di Acehgalsarana kekerasan.

Maraknya tindak kejahatan kekerasan yang dilakuieh para mantan
kombatan GAM / KPA di wilayah Aceh pasca MoU dagidihat pada lembaran
gambar peta yang peneliti sadur dari penulisanrtdisie Bambang Wahyudi
(2009) sebagai berikut :
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Sumber : Gambar diambil dari dalam Disertasi Bargb&fahyudi (2009)

Gambar 1.1

Peta Kekerasan Yang Dilakukan Mantan GAM/KPA
Periode Januari s/d November 2008

Fenomena tindak...
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Dari gambaran peta kekerasan tersebut, maka tediahwa wilayah
hukum Polres Lhokseumawe memiliki tingkat kejahatakerasan yang cukup
tinggi dimana sepanjang tahun 2008 saja terjadiakibis kejahatan kekerasan di
wilayah Lhokseumawe dan 71 kasus di wilayah Acelar&tdimana kedua
wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Polreskseumawe. Adapun
kejahatan kekerasan baik yang menggunakan senpatanaupun tidak yang
dilakukan oleh para oknum mantan kombatan GAM hersepada umumnya
dilakukan oleh oknum mantan kombatan GAM yang l@rdari kalangan bawah
dan serta terbiasa hidup dalam situasi penuh kekerasemasa konflik.
Perbedaanya adalah tindakan yang dilakukan saatuihah lebih berorientasi
pada motif ekonomi dan merupakan suatu tindak pid&ejahatan murni
(kriminalitas) dan bukan lagi merupakan bagian #akerasan bersenjata dalam
lingkup pemberontakan/perjuangan GAM.

Maraknya fenomena tindak pidana kejahatan kekertasatama kejahatan
kekerasan dengan menggunakan senjata api di wilayakum Polres
Lhokseumawe pasca MoU Helsinki tersebut telah penalami dan rasakan
sendiri berdasarkan pengalaman penulis selamanasrdiebagai Kasat Reserse
Kriminal (Kasat Reskrim) di Polres Lhokseumawe selal tahun 7 bulan
(periode Januari 2008 s/d Juli 2009). Hal ini dapihat pada banyaknya jumlah
kasus kejahatan menggunakan senjata api yang k#dakoleh sebagian oknum
mantan GAM maupun banyaknya penyitaan senjata amg yligunakan sebagai
alat kejahatan dari tangan oknum mantan GAM tetsebu

Adapun data senjata api berikut amunisi yang bdrdatata dan disita
oleh jajaran Polres Lhokseumawe baik didalam whayhAukum Polres
Lhokseumawe ataupun diluar wilayah hukum Polreskkkamawe dalam tahap
pengembangan kasus sepanjang periode tahun 20@&hsital 2010 pasca MoU
Helsinki adalah sebanyak 19 pucuk senjata api yardiri dari 9 pucuk senjata
api laras pendek dan 10 pucuk senjata api largamgberbagai jenis serta 1.356
butir amunisi berbagai kaliber. Dari hasil penyitai@rsebut diketahui bahwa
sebanyak 16 pucuk senjata api dari 19 pucuk senjatgang telah disita oleh
Polres Lhokseumawe telah digunakan oleh para paeky yang sebagian besar

merupakan oknum mantan kombatan GAM untuk melakub@rmagam tindak
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10

pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjatenapi dari perampokan,
penculikan dengan meminta tebusan, pembunuhametgualan senjata api pada

masa damai pasca MoU Helsinki sebagaimana datendalzel berikut :

Tabel 1.1
Data Sitaan Senpi Pasca MoU
Tahun 2006 s/d 2010 Polres Lhokseumawe

TEMPAT / TANGGAL
NO PENYITAAN JENIS SENPI KETERANGAN

1 Desa Asan Kareung Kec. Blangl (satu) pucuk senpi laras Terkait Tindak Pidana
Mangat Kab.Aceh Utara padapendek rakitan
tanggal 04 mei 2006

2 Desa Puloh Bluek Kec. Meurahl (satu) pucuk senpi laras Temuan
Muliah Kab. Aceh Utara padapendek jenis Cold 28 S7W
tanggal 16 Nopember 2007. tanpa nomor Register.

3 Desa Cot Baroh Blang Jratl(satu) Pucuk senpi pistol Terkait Tindak Pidana
Kec.Sawang Kab. Aceh Utararakitan,1(satu) buah
pada tanggal 6 Januari 2008 = magazen pistol jenis FN,
3(tiga) butir peluru aktif
kaliber 45 mm
Auto,7(tujuh) butir peluru
aktif kaliber 5,56 mm

4 Desa Paloh Raya Kec. Muard (satu) pucuk senpi jenis Temuan
Batu Kab. Aceh Utara padaSS1-V2, No. 94000514,
tanggal 19 Maret 2008 (tiga) buah magazen SS1,

1 (satu) buah magazen FN,
88 (delapan puluh delapan)
butir amunisi kaliber 5,56

mm dan 9 (sembilan) butir
amunisi kaliber 9 mm.

5 Desa Meunasah Arun Kec.l (satu) pucuk senpi jenis Terkait Tindak Pidana
Muara Batu Kab. Aceh UtaraFN, berikut 10
pada tanggal 28 Maret 2008  (sepuluh)butir amunisi dan
6 (enam) butir amunisi
AK-47.

6 Jalan Medan Banda Acehl (satu) pucuk senpi jenis Terkait Tindak Pidana
tepatnya di depan Polsek Baktyé-16, berikut 2 (dua) buah
pada tanggal 11 April 2008. magazen yang berisikat
amunisi  sebanyak 46
(empat puluh enam) butir
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10

11

12

13

14.

Desa Aramia Kec. Birem Bayenl (satu) pucuk senpi jenisTerkait Tindak Pidana /
Kab. Aceh Timur pada tanggalAK-47, 2 (dua) buah Kontak Senjata
19 Mei 2008 magazen 35 (tiga puluh

lima) butir amunisi

Depan Mns. Keude geudongdl (satu) pucuk senpi jenis Terkait Tindak Pidana
Kec. Samudera Kab. AcehAK-56 berikut 1 (satu)
Utara pada tanggal 26buah magasen  yang
November 2008 berisikan 17 (tujuh belas)
amunisi

Kab.Bireun pada hari tanggal 02 ( dua ) Pucuk senpi jenis Terkait Tindak Pidana
Maret 2009 AK 56 ( popor lipat )

berikut dua buah magazen

dan 19 (sembilan belas)

butir amunisi AK 47.

Desa Tupei Raya Kec.1 (satu) Pucuk senpi larasTerkait Tindak Pidana

Geulumpang Minyeuk Kab. panjang jenis AK 56 Tersangka
Pidie pada tanggal 15 Maret(popor lipat) No Senpi
2009 125033563 beserta

Magazen dan amunisi.

Desa Meuria Paloh Kec.Muaral (satu ) pucuk senjata api Serahan Masyarakat
Satu Pemko Lhoksweumawedaras pendek rakitan.
2009

JI.  Line pipa - Jeulikat, 1 (satu) pucuk senpi AK  Terkait Tindak Pidana
Kec. Muara dua Pemkob56 laras panjang beserta

Lhokseumawe pada tanggal O6nagazen dan 5 (lima) butir

Desember 2009 amunisi

Kec. Muara Batu Kab. Acehl (satu) pucuk Senpi M16,Terkait Tindak pidana/
Utara pada tanggal 16 Maretl (satu) pucuk Revolvertersangka menyerahkan
2010 sekitar pukul 19.00 Wib. Cobra rusak, 2 (dua) pucukdiri dan dilimpahkan ke

revolver S&W, 248 (dua POLDA

ratus empat puluh delapan)

butir peluru AK47, 291

(dua ratus sembilan puluh

satu) butir peluru M16,

100 (seratus) butir peluru

FN, 394 (tiga ratus

sembilan puluh empat)

butir peluru revolver

Kec.JulokKab.Aceh Timur padal (satu ) pucuk AK 56 , 1 Terkait Tindak Pidana /
tanggal 24 Maret 2010 sekira(satu) Buah Magazin AK Kontak Senjata
Pukul 15.30 Wib. 56, 75 (Tujuh Puluh Lima)

Amunisi AK 56
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15 Desa Meunasah Kumbangdl (satu) Pucuk Senjata apiTerkait Tindak Pidana
Kec.TanahPasir,Kab.Aceh laras Pendek Jenis
Utara. Pada Tanggal 29 MareRevolver kaliber 38 dan 3
2010 Sekira Pukul 05.30 Wib  (butir) amunisi.

Sumber : Data Sat Reskrim Polres Lhokseumawe

Mengacu pada latar belakang permasalahan dan degabutit diatas,
tergambar bahwasanya masih banyak beredar sepjatacara illegal pasca MoU
berdasarkan banyaknya jumlah senjata api yangadidiususnya oleh Polres
Lhokseumawe. Banyaknya senjata api yang masih aenedsebut kemudian
mengakibatkan maraknya kejahatan kekerasan menkguisanjata api terjadi di
wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Kekerasan merai@m senjata api
tersebut telah mengalami pergeseran dari bentukrés&n senjata api semasa
konflik bergeser menjadi tindak pidana kejahatangd@ motif ekonomi di masa
damai pasca MoU dalam beragam bentuk kejahatanrtsepenculikan,
perampokan, pembunuhan, bahkan sampai jual be&taespi sebagaimana yang
terdapat dalam tabel data berikut :

Tabel 1.2
Jenis Kejahatan Menggunakan Senjata Api
Pasca Mou Tahun 2005 — 2010 Polres Lhokseumawe

JENIS JUMLAH

KASUS KASUS
PEMBUNUHAN 2
PENCULIKAN 4
PERAMPOKAN 9
KEPEMILIKANSENJATA/ 5

JUAL BELI SENJATA
JUMLAH 20
Sumber :Data Sat Reskrin Polres Lhokseumawe

Maraknya tindak pidana kejahatan kekerasan menggunnaenjata api
yang dilakukan oleh oknum mantan GAM tersebut pddsarnya diakibatkan
karena masih tingginya angka kemiskinan di Acehcpasonflik. Kondisi ini
akhirnya menyebabkan para mantan GAM yang masihillkesenjata api sisa
konflik tersebut pada akhirnya melakukan berbagajatkatan dengan

menggunakan senjata api sebagai sarana untuk mbntentutan ekonomi dan
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kebutuhan hidupnya. Hal ini pada akhirnya meniménlkkeresahan bagi
masyarakat secara umum dan mengganggu keamanan ke¢etrtiban dalam
kehidupan sosial masyarakat di wilayah hukum Pdlhegkseumawe.

Untuk mengatasi hal tersebut maka kepolisian daleh ini Polres
Lhokseumawe dan jajaranya memerlukan adanya upeganggulangan yang
meliputi tindakan kepolisian berupa tindakan peabem preemtifdanpreventij
serta tindakan kepolisian berupa penindakaprési) berdasarkan hukum yang
berlaku untuk menjamin keamanan dan ketertibara segaknya hukum dalam
kehidupan masyarakat.

Mengacu pada pokok pikiran di atas yang menjelaskasih terjadinya
kekerasan menggunakan senjata api dalam bentulaktimidana kejahatan
kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukoines Lhokseumawe serta
untuk mengetahui bagaimana proses penanggulangdaktipidana kejahatan
kekerasan menggunakan senjata api tesebut olehatapapolisian Polres
Lhokseumawe maka penulis tertarik untuk melakukaneptian dengan judul
"Fenomena Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Menggur&n Senjata Api
di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe dan Upaya Penaggulanganya
Pasca MoU Helsinkf

1.2  Permasalahan Penelitian

Peneliti mengangkat permasalahan penelitian mengdmgahatan
kekerasan menggunakan senjata api di wilayah huRaines Lhokseumawe
berdasarkan berbagai literatur serta pengalamaelipeselama berdinas sebagai
Kasat Reskrim di Polres Lhokseumawe dimana bangéklisterjadi kejahatan
kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi ildiyaln hukum Polres
Lhokseumawe yang dilakukan oleh para mantan kombeata Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) setelah diberlakukanya M.o0.U Helsingktara pemerintah R.I
dan GAM.

Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan pokakgsatahan dalam
penelitian ini adalah " Apa yang menyebabkan temygal fenomena tindak pidana
kejahatan kekerasan menggunakan senjata api diyakilahukum Polres

Lhokseumawe dan bagaimana upaya penanggulangasya [daU Helsinki ?”
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Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, makatgogman dalam

penelitian ini selanjutnya sebagai berikut :

1.3
13.1

1.

Apa yang memicu terjadinya tindak pidana kejamakekerasan
menggunakan senjata api diwilayah hukum Polres &bokawe pasca
MoU Helsinki ?

Bagaimanakah praktik terjadinya tindak pidangalkatan kekerasan
menggunakan senjata api di wilayah hukum Polrekédamawe ?
Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan rakeke
menggunakan senjata api yang telah dilakukan olebire®

Lhokseumawe dan faktor-faktor apa saja yang mengehgqya ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1.

Untuk menjelaskan apa yang memicu terjadinya tingakana
kejahatan kekerasan menggunakan senjata api dialilaukum Polres
Lhokseumawe pasca Mou Helsinki.

Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimansegprterjadinya
praktik tindak pidana kejahatan kekerasan menggunaknjata api di
wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

Untuk menjelaskan upaya apa saja yang telah ditakudeh Polres
Lhokseumawe dan faktor-faktor apa yang mempengauybaya
penanggulangan tindak pidana kejahatan kekerasanggueakan
senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawsetart.

1.3.2 Manfaat Penelitian
1.3.2.1Manfaat Akademis
Manfaat akademis dari penelitian ini adalah untukngembangkan

wawasan dan pengetahuan terutama ilmu kepolisiedabarkan hasil penelitian

serta memberikan sumbangan konseptual dan pemikeatang fenomena

maraknya tindak pidana kejahatan kekerasan menggarsenjata api di wilayah

hukum Polres Lhokseumwe dan upaya penanggulangassiangga dapat

dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam melakuridakan-tindakan hukum
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oleh Polres Lhokseumawe pada khususnya dan Potta pamumnya yang
berkaitan dengan penanggulang tindak pidana kejahagkerasan menggunakan

senjata api dan permasalahannya.

1.3.2.2Manfaat Praktis

Memberikan  rekomendasi dan  kontribusi  pemikiran ukint
menyempurnakan kebijakan yang tepat kepada selosthnsi yang berwenang
terutama Kepolisian dalam penanggulangan tindaknaidkejahatan kekerasan
menggunakan senjata api guna meningkatkan pelaksakaordinasi antar
instansi yang berwenang sehingga dapat lebih iEfekélakukan upaya
penanggulangan tindak pidana kejahatan kekerasaggueakan senjata api di
wilayah hukum Polres Lhokseumawe yang meliputi kbteokseumawe dan

Kabupaten Aceh Utara.

1.4  Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan Tesis ini adalah selegikut :

Bab pertama merupakan pendahulugrang menguraikan secara umum
latar belakang permasalahan yang melatarbelakamgiulis melakukan
penelitian ini. Pada bagian ini juga dikemukakanngemai permasalahan
penelitian yang jawabannya dianalisis dalam peaslitini. Bab ini juga
mencantumkan tujuan dan manfaat penulisan yangitéadi manfaat akademis
dan manfaat praktis serta diakhiri dengan sisté@agtenulisan.

Bab kedua berupa tinjauan kepustakaan yang mencakup kem@astak
penelitian yang berisi tentang penelitian terdahyéung memiliki relevansi
dengan penelitian saat ini yang dilakukan penelitiencakup kerangka
konseptual yang berisi konsep-konsep yang relevamgah penelitian ini,
mencakup kerangka teoritis yang berisi teori-tegang relevan dengan
penelitian ini, serta mencakup kerangka berpikingyamerupakan hasil
kolaborasi pemikiran penulis, kepustakaan konsémlal kepustakaan teoritis
tentang permasalahan yang diteliti.

Bab ketiga berisi metodelogi penelitian yang mencakup pendekat

penelitian, metode penelitian, sumber data danikgbengumpulan data, serta
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analisa data sehingga penulisan ini dapat merigurgpermasalahan yang
terjadi dan dapat digunakan sebagai bahan pemepehaasalahan.

Bab keempat, merupakan bagian dari laporan hasil temuan pereldi
lapangan yang merupakan gambaran situasi dan komi#s/ah hukum Polres
Lhokseumawe yang meliputi gambaran wilayah hukunireBoLhokseumawe,
gambaran umum Polres Lhokseumawe, situasi dan $iondayah hukum Polres
Lhokseumawe saat konflik, serta situasi dan kondigayah hukum Polres
Lhokseumawe Pasca MoU Helsinki yang didapat melalservasi, wawancara
dan studi dokumen sehingga didapatkan gambaranenangituasi dan kondisi
wilayah yang menjadi objek penelitian.

Bab Kelima, merupakan bagian dari laporan hasil temuan pereli
dilapangan yang telah menyentuh permasalahan yteidi dnengenai fenomena
kejahatan kekerasan menggunakan senjata api diyakilahukum Polres
Lhokseumawe pasca MoU Helsinki yang mencakup tentitar belakang
pemicu munculnya kejahatan kekerasan menggunakajataeapi di wilayah
hukum Polres Lhokseumawe, proses atau praktikdiesja kejahatan kekerasan
menggunakan senjata api di wilayah hukum Polreskédamawe, sertapaya
penanggulangan kejahatan kekerasan menggunakaatasapj yang dilakukan
oleh Polres Lhokseumawe dan faktor-faktor yang neergpruhinya baik internal
maupun ekternal yang didapat melalui observasi,amaara serta studi dokumen
yang berkaitan dengan permasalahan penelitian gggitemuan tersebut akan
dipakai oleh penulis sebagai bahan utama dalam amatgis permasalahan
penelitian.

Untuk Bab keenam, pada bagian ini penulis melakukan pembahasan,
yang menguraikan mengenai proses analisis dariyadat@ berhasil dikumpulkan
baik data primer maupun data sekunder yang menggmada permasalahan yang
dihadapi pada penelitian ini. Data yang telah dinaédan kemudian dianalisis
dengan mengacu kepada konsep dan teori yang reldaanberfokus kepada
permasalahan yang dihadapi pada penelitian ini.

Pada bagian akhir penelitian adalBab ketujuh, merupakan penutup
yang memuat hasil kesimpulan penulis tentang p&oelini sekaligus saran

penulis terhadap permasalahan yang ada.
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BAB 2
TINJAUAN KEPUSTAKAAN

21 Kepustakaan Penelitian

Pada dasarnya kepustakaan penelitian merupakdan pagelitian yang
pernah dilakukan sebelumnya yang relevan dengamgsalahan yang akan
diteliti dan dapat memberikan kepustakaan dalanelgim ini. Pada bagian ini
meliputi pengidentifikasian secara sistematis, par@n dan analisis dokumen-
dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengasalah penelitian serta
penyediaan kerangka konsepsi atau teori untuk pi@nel yang telah
direncanakan. Dari hasil pengkajian tersebut diarnéberapa hasil penelitian
yang ada kaitannya dengan permasalahan yang iditBléda bagian ini
dikemukakan sebuah hasil penelitian yang sedikityaknya dapat dikatakan
hampir memiliki kesamaan atau kemiripan dengan lahsgang diteliti dalam
penelitian ini.

Tujuan penulis menggunakan kepustakaan peneéiiatah sesuai dengan
pendapat yang diajukan oleh John W. Creswell (20@), yaitu :

(1) Memberitahukan pembaca tentang hasil-hasilelgeam lain yang
berhubungan dengan penelitan yang sedang dilapprké2)

Menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yasiah | luas dan
berkesinambungan tentang suatu topik dalam pustadagisi kekurangan
dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnyg; N&mberikan

kerangka untuk menentukan siginifikasi penelitiaam guga acuan untuk
membandingkan hasil suatu penelitian dengan terteranan lain.

Tujuan mengemukakan hasil penelitian terdahuliardapenelitian ini
adalah tidak untuk membandingkan dan atau melitietkelemahan dari hasil
penelitian tersebut, tetapi untuk melihat dan menggarkan kepada pembaca
bahwa masalah yang diteliti dalam penelitian ininmi&i kesamaan atau
kemiripan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitiamule adalah
penelitian Disertasi S-3 oleh Bambang Wahyudi, Ma&vea Fakultas Ilmu Sosial
dan limu Politik Universitas Indonesia (FISIP-Uiada tahun 2009 mengenai
“Resolusi Konflik Pasca MoU Helsinki : Studi Kaduesngsa Propinsi Aceh”
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Hasil penelitian Bambang Wahyudi (2009) secarasdagsar menjelaskan
mengapa dalam konflik Aceh khususnya di Langsa mlukelompok-kelompok
Aceh R.lI yang anti GAM; menjelaskan dan memahasrsgpsi masyarakat
Langsa menjalani masa damai serta termasuk pemalgaratas perdamaian dan
potensi konflik yang akan datang, serta menemu#tan mengembangkan
formulasi resolusi konflik menuju perdamaian pdstdigar dapat mencegah
timbulnya konflik baru di Aceh, khususnya LangsagaaMoU Helsinki.

Bambang Wahtudi menggambarkan MoU Helsinki mas#nyisakan
permasalahan integrasi sosial di Aceh, khusunyleadgsa dari beberapa pihak
yang terlibat didalamnya, khususnya mereka yandcondéiik. Dalam konflik
Aceh, selain GAM juga muncul kelompok anti GAM. Munya kelompok pro
pada R.I (anti GAM) menunjukan adanya resistensiabaintuk mengadakan
perlawanan terhadap GAM, sehingga secara sosiologispun teoritis perlu
pemahaman akar masalah konflik di Aceh dan usaimgepesaianya.

Dalam penenelitian Bambang diutarakan bahwa pesgele konflik yang
komprehensif masih memerlukan waktu karena adargmbhtan-hambatan
sentimen etnis, perbedaan kepentingan, serta isitunesni. Langkah-langkah
yang diperlukan untuk menuju perdamaian positifadéokus ke rekonsiliasi dan
transformasi konflik yang dalam hal ini adalah sf@nmasi konteks, transformasi
struktural, transformasi aktor, transformasi pel@oatransformasi kelompok dan
personal.

Sedikit persamaan atau kemiripan antara penellBambang Wahyudi
dengan penelitian penulis adalah sama-sama mdbket belakang penyebab
terjadinya konflik di Aceh yang kemudian berpendgpada kondisi dan situasi di
Aceh pasca MoU Helsinki yang ternyata masih rateamadap potensi terjadinya
konflik maupun kejahatan.

Sedangkan perbedaan mendasar antara penelitian aBgmW/ahyudi
dengan penelitian penulis adalah terletak padakopggnbahasanya yaitu pada
penelitian terdahulu lebih menekankan analisa tEppapotensi konflik antara
Kelompok RI anti GAM dengan mantan GAM yang masibngkin terjadi di
Aceh, khususnya Langsa pasca MoU Helsinki sehinggaerlukan dan

dikembangkanya formulasi resolusi konflik untuk regah timbulnya konflik
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baru di Aceh, khususnya Langsa. Sedangkan pesahti ini ingin menekankan
pada fenomena kejahatan kekerasan menggunakamasapjayang terjadi pasca
MoU Helsinki di Aceh, khususnya di wilayah hukumli@e Lhokseumawe yang
meliputi Kota Lhokseumawe dan sebagian wilayah Kalben Aceh Utara yang
masih dilakukan oleh oknum mantan GAM sehingga rtligan adanya upaya-
upaya penanggulangan baik yang bersifat pencegalapun penindakan yang

dilakukan oleh Kepolisian dalam hal ini Polres Leekmawe.

2.2. Kepustakaan Konseptual
2.2.1 Konsep Tindak Pidana

Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang ditulis olehnfamarminta
(1976), dinyatakan bahwa “tindak pidana adalah ymgdn pidana atau perbuatan
kejahatan sebagai perilaku yang bertentangan demgamilai dan norma-norma
yang berlaku dimana yang telah ditetapkan dalanuimuang mengaturnya”.

Dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/120&000 tanggal 11
September 2000 tentang himpunan Juklak, JuknismidulProses Penyidikan
Tindak Pidana, yang dimaksud dengan tindak pidargalah setiap
perbuatan/peristiwa yang diancam hukuman sebagah&t@n atau pelanggaran
baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan giemgan lainya.

Tindak pidana menurut Abdussalam (1997:11) memuagumnunsur
sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia

2. Melanggar peraturan pidana

3. Diancam dengan hukuman

4. Dilakukan oleh orang-orang yang dapat dipertangyaggbkan

Projodikuro (1969 : 445) menyebutkan bahwa tinda#tapa berarti
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukumngidAlasanya, bahwa
terhadap pelaku dari suatu perbuatan tindak pidanarus dapat
mempertanggungjawabkan perbuatanya. Seseorang Yyéadgk dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbugang dilakukanya,
maka perbuatan itu tidak dapat dianggap sebaghuptan tindak pidana. Hal ini
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juga ditegaskan dalam pasal 1 KUHP yang menyatdl@mwva tiada suatu
perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekua&entian pidana dalam
perundang-undangan yang telah ada sebelum perbitataerjadi. Sehingga
dengan telah ditetapkanya suatu undang-undang pexkaiatan-perbuatan yang
dilarang oleh undang-undang tersebut harus mendapatanki sebagaimana
ketentuanya.

2.2.2 Konsep Kegahatan Kekerasan
Pemahaman mengenai kejahatan menurut beberapa pdépat
didefinisikan dalam pengertian sebagai berikut :
R. Soesilonembedakan pengertian kejahatan secara juridipeiagertian
kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segdisy pengertian kejahatan
adalah suatu perbuatan tingkah laku yang berteatexdgngan undang-
undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yangnaksud dengan
kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yatainsmerugikan si
penderita, juga sangat merugikan masyarakat ya@mupa hilangnya
keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai sud@akén anti sosial
yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalamyarakat, sehingga
dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untukemramkan

masyarakat, Negara harus menjatuhkan hukuman kgesgkhat.

M.A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah symtiblem dalam
masyarakat modem atau tingkah laku yang gagal dalanggar hukum
dapat dijatuhi hukurnan penjara, hukuman mati dakuiman denda dan

seterusnya.

Menurut Paul Moedikdo Moelionokejahatan adalah perbuatan

pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau palitfsirkan

4 Syahruddin Husein, diunduh dari http://www.librarsu.ac.id
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masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, ngkekkan sehingga
tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).

Mengenai pemahaman tentang kekerasan, NitibasRaG® (: 121 - 124)
menjelaskan bahwa akibat adanya persinggungan auddgwasa ini dan
kemungkinanya yang akan datang, paling tidak texddplapan jenis kekerasan
(violence) yang secara dominan dapat mengancam kekerasarydini :

1. Kekerasan terhadap alam

Kekerasan yang dimaksud adalah mencedrai alam. édeaicalam,
pada akhirnya mencedrai manusia. Akibat hutan ygiggnduli atau
eksplorasi  dalam bidang pertambangan, beberapa ritasu
masyarakat hukum adat kehilangan mata pencaharéwokpdan

tersingkir dari tempat tinggalnya yang asli. Kesamya itu akhirnya
dapat berujung pada konflik yang bernuansa kekeragatinya

kekerasan lahir sebagai reaksi terhadap kondisiabktang didorong
oleh persinggungan dengan budaya lain, dalam haugaya industri
yang disemangati kapitalisme

2. Kekerasan terhadap diri sendiri

Kekerasan ini tanpa kita sadari telah begitu banyekanda anggota
masyarakat, khususnya di kota-kota besar, sepertgkonsumsi obat-
obatan terlarang, minuman keras sampai bunuh diri.

3. Kekerasan terhadap anggota keluarga

Kekerasan ini yang terbanyak berupa kekerasandaphanak child
abuse) dan kekerasan terhadap wanitavorfian abuse). Dapat
dimasukan kedalam kekerasan ini adalah kekerasgaadgp pembantu
rumah tangga.

4. Kekerasan terhadap individu yang tidak mengenalsbgnis kelamin,

umur, status ataupun etnis

Kekerasan ini hampir sepanjang masa mudah ditersaperti
perampokan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaasetfagainya.
Dalam penelitian ini, konsep pemahaman kekeras&adap individu
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ini adalah yang relevan untuk digunakan oleh pé&neebagai
pemahaman konteks kekerasan terkait dengan panehii

5. Kekerasan terhadap kelompok
Kekerasan ini dengan mudah dapat kita jumpai adktir ini, seperti
terorisme, konflik kekerasan antar etnis, antar fuamg, antar agama,
bahkan antar partai.

6. Kekerasan negara
Monopoli sarana dan penggunaan kekerasan oleh anegatuk
menegakan hukum, sekali waktu dalam kondisi teutdrgelewengkan
untuk menindas rakyatnya sendiri, sehingga kekardsani kekerasan
mendera sebagian warga negara. Kekerasan negagiaagarnni masuk
kedalam kejahatan politikpglitical crime) tetapi pada tahap tertentu
dapat digolongkan sebagai kejahatan negaate( crime), yang
mengandung makna negara sebagai pelaku kejahatata Rhap
tertentu dapat terjadi apa yang dise®ate Terrorism.

7. Kekerasan terhadap negara
Aksi terorisme yang pada akhir-akhir ini marak atlabebagian besar
termasuk dalam kategori kekerasan ini, negara ygintgn menjadi
korban.

8. Kekerasan satu atau beberapa negara terhadam he&gga
Banyak contoh yang dapat kita saksikan mengend fexkerasan ini.
Kita dapat melihat bagaimana sepak terjang Ame8kaikat yang
dominan dalam politik internasional, sehingga takanpg negara
Adikuasa ini melakukan kekerasan terhadap negajaraeyang

menentang kebijakan luar negrinygiafe Terorrism)

Adapun istilah kekerasan menurut Jack D. Dougkas lBrances Chaput
WaksleP digunakan untuk menggambarkan prilaku, baik yterguka @vert)
atau tertutupdovert), dan baik yang bersifat menyeramffé¢nsive) atau bertahan
(deffensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada oeang®leh karena
itu, ada empat jenis kekerasan yang dapat di itkati : (1) kekerasan terbuka,

® Jack D.Doglas dan Frances Chaput Wakdekerasan dalambuku Teori-Teori Kekerasan
(Editor : Thomas Santoso) . PT.Ghalia Indonesia. 2002. Hal 11
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kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahi@); kekerasan tertutup,
kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsseerti prilaku mengancam;
(3) kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukak tihtuk perlindungan, tetapi
untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; (dlarkekerasan defensif,
kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlgaurdiri. Baik kekerasan
agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka sggutup.

Hukum kita tidak secara jelas memberikan arti teapa kekerasan.
Didalam KUHP hanya disebut jenis perilaku yang ngemgkan kekerasan seperti
misalnya pada pasal 351 KUHP yang dikenal dengamggeayaan. Dalam
penjelasan pasal ini penganiayaan diartikan peragjunkekerasan yang
menimbulkan rasa sakit dan lukgijfi en letsel). Konsepsi kekerasan menurut
KUHP, sebagaimana tertuang dalam pasal 89 KUHRtikdia membuat orang
pingsan atau tidak berdaya (Koesparmono Irsan, 286

Mengacu pada Kamus Istilah Polri, maka pengertian #ejahatan
kekerasan dapat diartikan sebagai kejahatan yalaku#lean dengan tenaga
dan/atau alat yang sifatnya sedemikian kuat/besamgah maksud untuk
menundukan perlawanan sehingga dapat mengakibaikamgnya harta benda,
jiwa atau cederanya seseorang

Nitibaskara (1997) menjelaskan beberapa perspekitiik menjelaskan
timbulnya kejahatan kekerasan. Dalam perspektificdh didalam masyarakat
terdapat sejumlah orang yang tidak takut terhadapkss, baik sanksi sosial
maupun sanksi hukum. Dalam keadaan frustasi, meaddesmn menggunakan
kekerasan untuk mencapai tujuan dan kepentingag lparmacam-macam. Bagi
mereka berlaku motto : bunuh dulu, urusan belakanggesar kemungkinan
perilaku seperti itu akan tumbuh subur dalam pdatspstruktur sosialnya, yaitu
ketegangan dan frustasi yang dialami seseorang tyagggl atau hidup didaerah
kumuh kelas bawah yang menyebabkan seseorang miumbaperilaku
menyimpang. Maka nilai-nilai kelas bawah akan men&kn pada kekerasan
(violence) dan kekuatanppwer) yang mengakibatkan mereka sering berurusan
dengan penegak hukum. Perspektif lainya mengacea pesses sosial. Mereka
yang tidak mempunyai kesempatan menikmati instik@mivensional seperti

® Kamus Istilah Polri, Markas Besar Kepolisian NegRepublik Indonesia Dinas Penelitian dan
Pengembangan. Jakarta.1987 hal 84
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sekolah, pekerjaan dan keluarga pada umumnya Istreatas terhadap tekanan
hidup sehari-hari. Contohnya adalah orang yand trdamiliki keterampilan atau
kepandaian seperti dimiliki oleh orang lain. Dalanmengekspresikan dirinya
secara verbval mereka menempuh cara-cara kekemdsanmenjurus pada
ancaman fisik. Ini termasuk perspekfigycological behaviorist yang melihat

tindakan kekerasan mungkin meningkatkan derajgiéih penggerak agresi
(Nitibaskara, 2004 : 281 — 283).

2.2.3 Konsep Penanggulangan

Penanggulangan menurut WJS Poerwadarminta (1978md&amus
Umum Bahasa Indonesia memiliki makna sebagai “mmmadari sesuatu”
Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia aterliiepartemen
Pendidikan dan Kebudayaan bersama Balai Pustakanggulangan bermakna
“cara untuk menghadapi atau mengatasi dari sesuatu”

Penjelasan kedua definisi di atas mengartikan basti@h penanggulangan
menekankan pada kata menahan, menghadapi dan amrg&tu permasalahan.
Dengan demikian pembatasan istilah penanggulangmdpenulisan tesis ini
adalah suatu cara yang ditempuh guna menghadaipi germasalahan.

Dalam sudut pandang kepolisian (POLRI), penanggalarmeliputi upaya
kepolisian untuk mencegah dan menindak suatu bemhkejkhatan. Upaya
pencegahana kejahatan tersebut dilakukan melalayaippaya dalam bentuk
upaya preemtif atau pencegahan kejahatan secaek fi@ngsung seperti
pembinaan masyarakat dan upaya preventif atau upagaegahan kejahatan
secara langsung seperti patroli. Sedangkan daldnmeakukan penindakan
dilakukan melalui upaya represif atau upaya palsgaoksian setelah kejahatan
terjadi melalui penyelidikan dan penyidikan kepialms

Penanggulangan kejahatarcrifne prevention) yang dilakukan oleh
kepolisian menurut O.W. Wilson dalam bukunyrotice Administration” (1960)
sebagaimana yang dikutip Soedjono (1976 : 126-12&)a dasarnya tindakan
polisi dalam mengatasi kejahatan terdiri atas kiggiatan pokok yakni :
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1) Services Called For, tindakan ini dilakukan apabila kejahatan telah
terjadi fepresive). Pelayanan-pelayanan (tindakan) polisi diperlukan
dalam tiap hal yang bersifat pelanggaran dalankilingan kepolisian,
dengan memberi peringatan, teguran, atau apabila penahanan.
Dalam hal pemeriksaan, polisi melakukan pemerikgaendahuluan,
berusaha menemukan barang bukti, mencari (mengeajahat),
memeriksa tersangka dan saksi, menahan penjahatgachekan
penggerebekan terhadap persembunyian penjahat etitkkiysarang-
sarang kejahatan dan mengadakan pemeriksaan seeasf.

2) Inspectional Services, suatu pemeriksaan atau pengontrolan yang
ditujukan untuk mengurangi resiko terhadap kemumakitimbulnya
kejahatan. Pemeriksaan atau pengawasan ini termkshlasaan
memeriksa pintu-pintu rumah-rumah pemukiman yarighgalkan
dan mungkin akan dirampok, pemeriksaan terhadagkeéibengkel
umum dimana mobil curian mungkin disimpan, dan p&rasan
terhadap tempat-tempat hiburan.

3) Routine Patrol, pengawasan sehari-hari (terus menerus) termasuk
semua pengawasan yang tidak termasuk kedua habterdiatas dan
bertujuan terutama untuk mengurangi resiko yanaktityata dan tidak
mudah diketahui. Degan patroli rutin, maka polikara mengurangi
kesempatan dilakukanya kejahatan bila dilakukamgaerkewaspadaan
yang tinggi terhadap orang-orang dan hal-hal deldeignya selama
melakukan perondaan/patroli, terutama sekali kdkgpat memberikan
perhatian yang istimewa ditempat-tempat dimanauasmnpolisi sangat

dibutuhkan di daerah yang sering mengalami ganggegmatan.

Menurut Walter C. Reckless dalam bukunya “The Critngblem” (1961),
konsepsi umum dalam penanggulangan kriminalitasu dtajahatan yang
berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana pddisipasi masyarakat
secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berkkatiyp dari Soedjono
Dirdjosisworo : 1984) sebagaimana diutarakan olbtduAsyani (1987 : 135) :
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1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukughputi
pemantapan organisasi, personel dan sarana-saranak u
menyelesaikan perkara pidana.

2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganatiaa
membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan kz cepsin.

3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memiesydrat-syarat
cepat, tepat, murah, dan sederhana.

4. Koordinasi antara aparatur penegak hukum dan apap&merintah
lainya yang berhubungan, untuk meningkatkan dayaagdalam
penanggulangan kriminalitas/kejahatan.

5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaralakgsnaan

penanggulangan kriminalitas.

23  Kerangka Teoritis
2.3.1 Lower Class Culture Theory (Teori Budaya K elas Bawah)

Lower Class Culture Theory pertama kali diperkenalkan oleh Walter B
Miller pada tahun 1983, yang menemukan fakta bahimdak kejahatan
merupakan produk dari budaya kelas bawah. Tradiglibangun atas 6 (enam)
premis sebagaimana dikutip oleh Nitibaskara (20286: — 258) yaitu :

Trouble, wujud dari nilai ini adalah melakukan kejahatamkdmn
merupakan perbuatan tabu, malah dianggap sebagaijikan sosial, sekaligus
upaya yang wajar untuk memperoleh pengakuan prestag dianggap penentu
status mereka dalam kelompoknya.

Toughness, nilai budaya ini merupakan mitos ketangguhan dan
keberanian. Di kalangan penjahat nilai ketanggulsaseorang dilihat dari
kehebatan fisiknya yang ditandai oleh kekuatan-&&ku olah kanuragan,
kekuatan menanggung derita saat diintrogasi potisin tidak pernah jera.
Sedangkan keberanian diukur dari seringnya melakikgahatan yang tinggi
resikonya dan kenekatannya dalam melawan polisipata melarikan diri dari
penjara.

Smartness, nilai kecerdasan sfartness) meliputi kemampuan untuk

mengakali dan untuk tidak pernah tertipu. Untuk cagainya, para pelaku
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kriminal harus berlatih secara kontinyu untuk menimengakali satu sama lain
dengan media remi, domino, maupun permainan juthya.

Excitement, nilai ini mempunyai arti sikap kegembiraan. Kejmsm
anggota kelompok kriminal mempunyai ritme kehidugang sangat rutin, turun
naik dengan stimuli emosi yang sangat tinggi, kdgegman didapat dari minum
alkohol, taruhan main kartu dan sebagainya.

Autonomy, Konsep otonomi ini tampak sangat menojol dalam degban
kriminal, serta menolak terhadap segala macam d&ondan pembatasan-
pembatasan dari luar kelompoknya.

Fate, vyaitu nilai tentang nasib. Konsep ini menyiratkdbahwa
kehidupannya dikuasai oleh kekuatan sangat besay lyarada di luar jangkauan
mereka, dan konsep ini menyiratkan kepercayaan &®akehidupan memang

ditakdirkan untuk bergelut dengan dunia kejahatan.

2.3.2 Anomie Theory (Teori anomi)

Anomie Theory oleh Robert K.Merton sebagaimana yang dikutip Topo
Santoso (2004 : 64-65)| merupakan bagian @eain Theory yang menjelaskan
bahwa untuk memecahkan/mengatasi strain (ketegdaganan) yang dihasilkan
dari ketidakmampuan mencapai sukses maka orang t dégeadaptasi
menyesuaikan diri tanpa melakukan penyimpanganf@rmity) atau melakukan
penyimpangan. Menurut Merton jika seseorang yanignuakondisi tertekan
maka orang tersebut dapat saja melakukan penyimpasgperti melakukan
tindak pidana atau pelanggaran.

Merton kemudian menggambarkan empat mode adaptasig y
menyimpang tersebut dimana kebanyakan tingkahKekuinal, menurut Merton,
dapat dikategorisasikan sebagaiovation, karena adaptasi ini mencakup mereka
yang tetap meyakini sukses yang dianggap berharaganamun beralih
menggunakanillegitimate means atau sarana-sarana yang tidak sah jika mereka
menemui dinding atau halangan terhadap saranasangntuk menemui sukses
ekonomi tersebut.

Pada sisi yang berlawanan, orang-orang yang beesiagcaraitualism

terlihat menyesuaikan diri dengan norma-norma yaeggatur, meski demikian
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mereka meredakan ketegangan/tekanan mereka dengaggumakan skala

aspirasi-aspirasi mereka sampai dititik yang merelapat capai dengan mudah.
Dibandingkan dengan mengejar tujuan budaya terikasgksesan, mereka justru
berusaha menghindari resiko dan hidup dalam batts utinitas hidup sehari-

hari.

Retreatism, pada sisi lain membuat respons yang lebih dram&értekan
oleh harapan-harapan sosial yang ditujukkan oleya daidup konvensional,
mereka melepaskan kesetiaan baik kepadiaral succes goal maupun kepada
legitimate means. Mereka melarikan diri dari syarat-syarat masyaradengan
berbagai cara yang menyimpang.

Akhirnya Merton menamai adaptasi terakhir denga&bellion yaitu
adaptasi orang-orang yang tidak hanya menolak jtaja berkeinginan untuk
mengubah sistem yang ada. Terasing dari tujuan arlgku dan ukuran-ukuran
normatif, mereka mengajukan pergantian dengan spetangkat tujuan-tujuan

dan sarana-sarana baru.

2.3.3 Rational Choice Theory (Teori Pilihan Rasional)

Teori pilihan rasional, juga dikenal sebagai tetindakan rasional,
terinspirasi awalnya pada 1700-an oleh Cesare BaccBeccaria percaya bahwa
semua individu memiliki kehendak bebas. Orang rgangkan kehendak bebas
untuk membuat keputusan rasional, seperti apakammtiiegan pribadi yang
didapat layak dengan risiko melanggar hukum atalakokan tindak pidana.
Teori ini berusaha menjelaskan penyebab kejahaagah asumsi bahwa setelah
pertimbangan dan evaluasi faktor pribadi dan situe tertentu, seorang
individu menggunakan kehendak bebas dan pilihanorrak dalam proses
pengambilan keputusan yang menentukan dilakukantiakaknya kejahatah.

Teori pilihan rasional kemudian dikembangkan olamds S. Colemé&n
dengan memusatkan perhatian pada aktor dimana akpandang sebagai
manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai makastithya aktor

mempunyai tujuan dan tindakan tertuju pada upaymkumencapai tujuan

" Diunduh dari http://criminology.wikia.com/wiki/Ratmal _Choice_Theory
8 Dikutip dari tulisan George Ritzer dan Dougla§dodman dalam bukteori Sosiologi Modern.
Edisi Keenam. Kencana.Jakarta. 2004 hal 357
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tersebut, aktorpun dipandang mempunyai pilihan atii serta keperluan. Teori
pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menpahan atau apa yang
menjadi sumber pilihan aktor, yang penting adalehylktaan bahwa tindakan
dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai detiggkatan pilihan aktor.

Teori pilihan rasional Coleman tanpak jelas dalaagagan dasarnya
bahwa “tindakan perseorangan mengarah pada syaantdan tujuan itu (dan
juga tindakan) ditetentukan oleh nilai atau pilingmefensi)”. Ada dua unsur
utama dalam teori Coleman, yakni aktor dan sumbgadSumber daya adalah
sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat tddtooleh aktor (Ritzer
2004:394-395).

Teori pilihan rasional pada dasarnya berdasarkda parinsip “kegunaan
yang diharapkan” dalam teori ekonomi. Prinsip kegumyang diharapkan hanya
menyebutkan bahwa orang akan membuat keputusardsapu rasional
berdasarkan tingkat pilihan yang mereka harapkatukui€memaksimalkan
keuntungan atau manfaat dan meminimalkan kerudian lkehilangan. Pilihan
rasional baru-baru ini saja diperkenalkan dalanmiainologi melalui analisis
kejahatan oleh para ekonom (lihat Becker, 1968néte2, 1978; Crouch,1979).
Teori ini diusulkan sebagai sebuah penjelasan umuokiysif atas keputusan
tersebut untuk melakukan kejahatan spesifik dakeoebbangan, atau berhenti
dari karier kriminal. Keputusan-keputusan tersatidasarkan pada upaya-upaya
yang diharapkan para pelaku dan penghargaan yadmandingkan terhadap
kemungkinan dan beratnya hukuman dan kerugiandarn kejahatan (Cornish
dan Clarke, 1988)

2.3.4 Routine Activities Theory (Teori Kegiatan Rutin)

Routine Activities Theory yang dikemukan Lawrence Cohen dan Marcus
Felson (1979) sebagaimana dikutip oleh Ronald L.er8R menerangkan
terjadinya sebuah tindakan kriminal dipengaruhiholeeberapa faktor, yaitu
waktu, tempat, obyek dan individu. Keempat faktor sangat dominan dalam

mempengaruhi munculnya sebuah kejahatan dalamansksyt. Untuk menjadi

° Dikutip dari tulisan Ronald L. Akers, dalam buRwiminological Theories: Introduction and
Evaluation (Teori-Teori Kriminologis. Pengantar dan Evaluasi). PTIK. Jakarta. 2006, hal 78-79
ibid, hal 82
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seorang penjahat, tidak cukup hanya sekadar meliedttu, kapan harus
melakukan kejahatan. Tempat merupakan sasaran gkag didatangi atau
dijadikan sebagai target, setelah seorang penjaleaancang waktu yang tepat.
Setelah waktu dan tempat, harus ada obyek yangickian, yaitu harta/benda
dan kemudian sasaran individu atau orang sebagaaiko

Selain empat faktor tersebut, Cohen dan Folsenmaayebutkan 3 faktor
yang menjadi variabel pendorong terjadinya sebumlak kriminal. Tiga variabel
itu dikenal dengan Teori Segitiga Cohen, yaitu :

Motivated offenders (calon pelaku yang terangsang) menurut Cohen
bisa diartikan sebagai suatu tindakan yang mendoiseseorang melakukan
kejahatan dengan melihat adanya satu peluang yaaglizapai. Peluang itu bisa
muncul dimana dan kapan saja. Mengacu pada emktr fpang dikemukan
Cohen dan Felson, peluang muncul karena ada wakiik melakukan, kemudian
faktor tempat untuk melakukan, dan ada obyek yarpafidlan sasaran untuk
melakukan kejahatan.

Setelah rangsangan muncul, seorang calon atauupledg&hatan biasanya
akan melihat sasaran yang ingin dicapai. CohenFadsen melihatnya sebagai
suitable target (sasaran yang empuk). Untuk mencapai sasaran atau tujuan itu,
pelaku kejahatan akan kembali melihat peluang ybrsg digunakan untuk
melakukan kejahatan. Peluang bisa berbentuk macarasm seperti kemudahan
melakukan kejahatan, faktor lemahnya perangkat mukang memungkinkan
kejahatan bisa dilakukan dengan aman, dan fakt&urgyan. Dukungan bisa
datang dari mana saja, bisa dari lingkungan sogahan (individu maupun
kelompok), peraturan yang lemah dan aparat hukum.

Capable Guardians (K etiadaan Penjagaan/ Pengamanan), berhasil atau
tidaknya seorang pelaku kejahatan mencapi targaesafan) yang dituju
tergantung sistem penjagaan/pengamanan dan pemegekam yang ada. Jika
capable guadians-nya lemah dalam melindungi target yang ingin dicagiéender
(calon pelaku kejahatan), maka akan memudahkam qadtaku melaksanakan
kejahatannya. Banyak orang melakukan kejahatan atralih fungsi dari
pekerjaan yang sebelumnya ditekuni, karena meldggnya satu kelemahan

dalam penjagaan/pengamanan dan penegakan hukunolpgela yang vital dan
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menarik. Lemahnya penjagaan/pengamanan akan mekardalapa pun pelaku

kejahatan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai

24  Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dimaksudkan untuk menjadi pedomadalam
pelaksanaan penelitian. Kerangka berpikir ini disusgar dapat mengkaji dan
menjawab permasalahan yang ada didalam peneliKarangka berpikir pada
dasarnya merujuk pada konsep dan teori yang tedahlig jelaskan pada bagian
kerangka konsep dan teori. Selain itu kerangka ikserdigunakan untuk
memberikan definisi atau pengertian-pengertian ydagat digunakan dalam
penelitian dan pengertian kata-kata dalam judulgydianggap penting sesuai
dengan kebutuhan. Kerangka berfikir digunakan sabdghan acuan untuk
menyamakan persepsi antara penulis dan pembacan saéanahami pemikiran
dalam penulisan sehingga tidak terjadi pemahamag parbeda.

Penulis memulai penulisan ini dengan melihat marakienomena tindak
pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjatgaapi terjadi di Wilayah
Hukum Polres Lhokseumawe. Praktik tindak pidanaalkajan kekerasan
menggunakan senjata api tersebut terjadi melahedagpa tahapan dan proses. Hal
ini merupakan permasalahan yang secara hukum kigamsygulangi (cegah dan
tindak) oleh jajaran aparat kepolisian Polres Lleoksawe sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang. Dexgamkian maka peneliti

akan menjabarkan kerangka pemikiran tersebut dgéanbar sebagai berikut :
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Latar belakang terjadinya Upaya U h
kekerasan menggunakan penanggulangan ‘ paya penceganan
- . - Preemtif
senpi di Lhokseumawe kejahatan . Preventi
(Teori Lower Class kekerasan
Culture, Anomie, dan menggunakan
Rational Choice) senpi oleh Polres
Lhokseumawe
1 (Konsep Upaya penindakar
Penanggulangan ‘ - Represif
Proses / praktik terjadinya Kejahatan oleh
kekerasan menggunakan POLRI, dan O.W
senpi di Lhokseumawe Wilson)
(Teori Rountine
Activities)
Timbulkan gangguan Faktor-Faktor yang
terhadap rasa aman dam mempengaruhi upaya
keteraturan dalam penanggulangan kejahatan
kehidupan sosial (Konsep penanggulangary
masyarakat Walter C.Reckless)
Gambar 2.1

Konsep Kerangka Berfikir
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BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian kagiatang sistematik
dilakukan dengan cara-cara tertentu dan terencalaandmengkaji, mempelajari,
atau menyelidiki suatu permasalahan untuk mempgerplengetahuan teoritik
yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuamtdandapat digunakan
untuk pemecahan permasalahan yang sedang dih&tagjetahuan teoritik hasil
penelitian memiliki kebenaran ilmiah karena diduguoleh justifikasi teoritik
yang logis dan data empiris yang sahih. Oleh karengenelitian dapat juga
dikatakan sebagai cara mencari atau menemukan &etrermelalui metode
ilmiah, yaitu melalui rangkaian kegiatan teoritiardempirik (Farouk dan Djaali,
2003)

Berangkat dari hal tersebut maka dalam pelaksapesmelitian perlu
adanya pendekatan dan metode penelitian yang digarserta didukung dengan

sumber data, tehnik pengumpulan dan analisa data.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitaggitu pendekatan
melalui analisis terhadap gejala-gejala sosial dammlaya masyarakat yang
bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenaipptd yang berlaku
umum dianalisis dengan menggunakan teori-teori yatyektif (Parsudi
Suparlan, 1994 : 6)

Creswell mendefinisikan bahwa pendekatan penelikiaalitatif adalah
merupakan sebuah proses penyelidikan untuk memah@msalah sosial atau
masalah manusia berdasarkan penciptaan gambarstikhwhenyeluruh’ yang
dibentuk dengan kata-kata, laporan pandangan i@fsirreecara terperinci dan
disusun dalam sebuah latar alaniah.

Tentang pendekatan kualitatif, Parsudi Suparlangemkakan bahwa
sasaran kajiannya adalah pola-pola yang berlakg yaerupakan prinsip-prinsip
yang secara umum dan mendasar berlaku dan menymdottasarkan atas

1john W. CreswellResearch Design Qualitative and Quantitative Aggh, (Edisi Terjemahan)
Mahasiswa PTIK angk IV & V, KIK Ul Jakarta, 200&Im. 1
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perwujudan dari gejala-gejala yang ada dalam k@adumanusia. Pendekatan
kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsipgyp umum yang mendasari
perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalandlqgm manusia atau pola-
polanya ( Parsudi Suparlan, 1997 : 6)

Farouk Muhammad dan Djaali (2003 : 100) mengemukakahwa
penelitian kualitatif adalah penelitian eksploratdng mempunyai proses yang
lain daripada penelitian kuantitatif. Dalam penatit kualitatif data merupakan
sumber teori atau teori berdasarkan data. Katd@begori dan konsep-konsep
dikembangkan oleh peneliti di lapangan. Data lapargppat dimanfaatkan untuk
verifikasi teori yang timbul di lapangan, dan temsnerus disempurnakan selama
proses penelitian berlangsung yang dilakukan sdmatdang-ulang.

Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Tjetjep Rdh&ohidi (1992)
menyebutkan keunggulan data kualitatif, yaRertama dapat mengikuti alur
peristiwva secara kronologis, menilai sebab akil@dard lingkup pikiran orang-
orang setempat.Kedug dapat membimbing kita memperolen penemuan-
penemuan yang tak terduga sebelumrdetiga kata-kata yang disusun dalam
bentuk cerita atau peristiwa dapat memberikan kgaag lebih hidup, nyata dan
penuh makna, jauh lebih meyakinkan daripada hasiélitian yang penuh dengan
angka-angka.

Dalam penelitian kualitatif, kita tidak memulai d@m sebuah teori untuk
menguji atau membuktikan. Sebaliknya, sesuai dengastel induktif pemikiran,
sebuah teori dapat muncul selama pengumpulan datatahap-tahap analisis
penelitian atau akan digunakan dalam proses pamelisebagai dasar
perbandingan dengan teori laif®.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan tmsen pokok.
Keandalan dan kesahihan datanya akan banyak dieentleh hubungan antara
peneliti dengan sasaran penelitinya. Penelitiarabigaja dituntut menguasai alat-
alat konseptual dan teoretik yang relevan dengajalageyang ditelitinya,
melainkan perlu pula mengetahui keragaman parancali@mrmannya menurut
kedudukan mereka masing-masing dalam struktur Isdsia struktur interaksi
yang ada dalam kehidupan yang nyata. Kesahihamydatmga perlu di jaga

12 John W. CreswelQp.cit, hal. 91
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dengan penggabungan berbagai sumber informasi setade pengumpulan
data®
Penulis menyadari bahwa penggunaan dan pemilihandegatan

penelitian sangat tergantung dari permasalahanipane/ang akan diangkat dan
menjadi pokok bahasan. Peneliti kemudian menggump&adekatan kualitatif ini
dengan pertimbangan bahwa untuk mengungkap fenokegahatan kekerasan
menggunakan senjata api yang terjadi di wilayakuhuPolres Lhokseumawe
serta upaya penanggulanganya diperlukan ketenfibpéeliti dalam interaksi
dengan realitas yang diteliti sehingga dapat dipardata-data berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaingydapat diamati sehingga akan
diperoleh pemahaman serta dapat memandang objeditizen sebagai satu
kesatuan yang utuh dalam menjelaskan terjadinyu gurases dengan didukung

data-data dokumen sebagai penguat data-data yemguiian di lapangan.

3.2 Metode Pendlitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode lifianelapangan
(field research dan bersifat deskriptif analisis. Metode ini dicang untuk
mengumpulkan informasi tentang suatu peristiwa \lagrdangsung secara nyata
agar dapat diketahui secara jelas dan benar untjaklikhn dasar dalam
menganalisis permasalahan penelitian.

Untuk membuktikan kebenaran suatu penelitian digent data baik data
kepustakaan maupun data lapangan. Dalam mendapatkangumpulkan,
mengolah, dan menganalisis data-data tersebutlalper metode penelitian yang
tepat dalam membuktikan kebenaran penelitian. ®é&shna itu, metode analisis
penelitian yang digunakan adalah dengan metode lip@meyang bersifat
deskriptif analisis.

Sifat penelitian deskriptif analitis yaitu peneiti yang menghasilkan
gambaran deskritif. Artinya penelitian ini mencab@mberikan gambaran suatu
permasalahan secara obyektif berdasarkan dataydaig berhasil didapatkan
terkait dengan fenomena kejahatan kekerasan mekagursznjata api di wilyah
hukum Polres Lhokseumawe dan upaya penanggulagasga MoU Helsinki.

¥Selly Riwanti. ‘Aspek Manusia Dalam penelitian  kualitatif’ diunduh  dari
http://www.anthronet.s5.com/about.html.
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Data-data itu kemudian dianalisis dan diinter@®stsehingga gambaran
nyata kondisi yang ada dapat diketahui dengan .jdiad ini sesuai dengan
pendapat Manasse Malo (1986 : 23) yang melihat Ipi@ane dengan sifat
deskriptif adalah “merupakan penelitian yang menggarkan secara jelas gejala-

gejala dan seputar permasalahan yang diangkapelaeiitian”

3.3  Sumber Data dan Tehik Pengumpulan Data
3.3.1 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1948) sebagaimana tiikoleh Lexy J.
Moloeng (2001 : 112) sumber data yang utama dakanelgian kualitatif adalah
“Kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data ahan seperti dokumen, dan
lain-lain”

Kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diaatatl diwawancarai
merupakan sumber data yang utama yang diperolesddunkegiatan wawancara,
perekaman, atau pengambilan foto.

Sumber data primer dalam penelitian ini, diperatielni hasil penelitian
lapangan secara langsung dan melakukan pengaa@sung dan wawancara
mendalam dengan informan. Sedangkan data sekwadtr,data yang diperoleh
dengan mempelajari buku-bukul/literatur, referensajalah, dokumen, artikel,
internet dan tulisan para sarjana yang berhubudgagan penelitian ini. Dalam
penelitian ini yang dijadikan informan adala

1) Polres Lhokseumawe

2) Kodim 103 Aceh Utara

3) Pemkot Lhokseumawe

4) Pemkab Aceh Utara

5) Kejaksaan Negri Lhokseumawe

6) Pengadilan Negri Lhokseumawe

7) Lembaga Pemasyarakatan Lhokseumawe

8) Mantan Kombatan GAM

9) Pembela Tanah Air (PETA) Lhokseumawe — Aceh Utara

10)Pelaku kejahatan kekerasan menggunakan senpi

11)Korban kejahatan kekerasan menggunakan senpi
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13)Masyarakat
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Informan-informan yang ada tersebut kemudian diddéa diperoleh

sebanyak 33 orang informan yang terdiri dari Pos®lsanyak 11 orang, Kodim

sebanyak 1 orang, Pemkot Lhokseumawe sebanyaknf),dP@mkab Aceh Utara

1 orang, Kejaksaan Negri Lhokseumawe 1 orang, RilagaNegri 2 orang,

Lapas Lhokseumawe 1 orang, mantan kombatan GAMaagorPETA 3 orang,

pelaku kejahatan 4 orang, korban 1 orang, tokohyamakat 3 orang, dan

masyarakat 3 orang. Para informan tersebut kemudigadikan sebagai

narasumber dalam melakukan wawancara sebagaintaid&ikut :

Tabe 3.1
Daftar Narasumber
NO NAMA STATUS WAWANCARA
NARASUMBER NARASUMBER NARASUMBER
1  AKBP zulkifli SSt.Mk, SH Mantan Kapolres Jakarta, 16 Febuari 2011
2 AKBP Kukuh Santoso, SH,S.ik Kapolres Lhokseumawe, 2 Maret 2011
3 AKP Ramlis Kasat Bimas Polres Lhokseumawe, 22 Febuari 2011
4  AKP Suharmadi Kasat Sabhara Polres Lhokseumawe, 22 Febuari 2011
5 AKP Ade Adriansyah, S.ik Kasat Intelkam Polres Lhokseumawe, 22 Febuari 2011
6  AKP Galih Indragiri, S.ik Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe, 28 Febuari 2011
7 IPTU Poeloeng Arsa Sidanu  Kapolsek Simpang Kramat Lhokseumawe, 24 Febuari 2011
8 AIPTU Yunus Damanik Anggota Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, 28 Febuari 2011
9 BRIPKA Boestani, SH Anggota Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, 28 Febuari 2011
10 BRIGADIR Azhari Anggota Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, 27 Febuari 2011
11 BRIPKA Hamdani Babinkamtibmas Polsek Lhokseumawe, 24 Febuari 2011
12 Letkol.Czi. Wahyono Dandim 103 AUT Lhokseumawe, 1 Maret 2011
13 Safwan, SE, M.Si SekdaPemkot Lhokseumawelhokseumawe, 25 Febuari 2011
14 drs. Iskandar Nasri, MM Asisten Pemkab Aceh Utara Lhokseumawe, 25 Febuari 2011
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Tomo, SH

Toni Irfan, SH

Sadri, SH

Eddy Taguh Widodo, SH

Ayah Sub

Satria

Buyung

Nurdin

AR (mantan GAM)

R (Mantan GAM)

S (Mantan GAM)

SH (Mantan GAM)
Heriyanto Bin M. Ali Makam
Muhibbullah

Muhibbuddin

Mabhidin

Sofyan
Sutiono

Harapan

Kajari Lhokseumawe
Hakim PN Lhokseumawe
Hakim PN Lhokseumawe
Kalapas Lhokseumawe

Mantan panglima GAM
wilayah Pase

Ketua PETA / Berantas
Anggota PETA / Berantas
Anggota PETA/ Berantas
Pelaku kejahatan senpi
Pelaku kejahatan senpi
Pelaku kejahatan senpi
Pelaku kejahatan senpi
Korban kejahatan

Tokoh Mayarakat / Keucik

Lhokseumawe, 24 Febuari 2011
Lhokseumawe, 23 Febuari 2011
Lhokseumawe, 23 Febuari 2011
Lhokseumawe, 23 Febuari 2011

Lhokseumawe, 23 Febuari 2011

Lhokseumawe, 25 Febuari 2011
Lhokseumawe, 25 Febuari 2011
Lhokseumawe, 25 Febuari 2011
Penyaduran BAP Tersangka
Penyaduran BAP Tersangka
Penyaduran BAP Tersangka
Penyaduran BAP Tersangka
Lhokseumawe, 23 Febuari 2011

Lhokseumawe, 24 Febuari 2011

Tokoh Masyarakat / Tokoh Lhokseumawe, 24 Febuari 2011

Pemuda

Tokoh Masyarakat / Tuhalhokseumawe, 24 Febuari 2011

Peut (Tokoh Adat)
Masyarakat
Masyarakat

Masyarakat

Lhokseumawe, 26 Febuari 2011
Lhokseumawe, 26 Febuari 2011

Lhokseumawe, 26 Febuari 2011

3.3.2 Tehnik Pengumpulan Data
Pengumpulan data menurut M. Igbal Hasan (2002 a88kah “pencatatan

peristiwa-peristiva atau hal-hal atau keterangaerk@gan atau karakteristik-

karakteristik sebagian atau seluruh elemen popwiasg akan menunjang dan

mendukung penelitian”.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan gleheliti adalah

dengan menggunakan tehnik pengumpulan data berupa&amncara secara

mendalam, pengamatan, dan penelitian telaah dakume
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a. Wawancara Mendalam

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggan
tehnik wawancara mendalam atau yang biasa dikesadjath istilah
wawancara tak berstruktur. Wawancara mendalam ladakrupakan
teknik wawancara yang didasarkan oleh rasa sketrsy tinggi,
sehingga wawancara mendalam banyak diwarnai oketkqndisi. Pra
kondisi dari wawancara mendalam adalah kedekatam keakraban
hubungan antara pewawancara dengan yang diwawaricgcaman)
serta tingkat pemahaman pewawancara terhadap kamgpersepsi,
prinsip, dan budaya informan (Farouk dan Djaal020104-106)

Wawancara mendalam yang dilakukan dalam penelitmin
adalah dengan menggunakan pedoman wawancara Yyala fi
berstruktur yang hanya memuat garis besar yang altanyakan,
sehingga diharapkan pertanyaaan dapat berkembanogi stuasi dan
kondisi saat melakukan wawancara hingga lebih dapenggali
informasi dari masalah yang diteliti. Hal ini dinsaklkan agar penulis
dapat menggali permasalahan dalam penelitian danber informasi
(informan) secara lebih akurat obyektif, dan detadengan
pengembangan jawaban dari pokok-pokok pertanyalEmdaedoman
wawancara.

Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertangaeaara
langsung atau tatap muka untuk menggali informasi gara sumber /
informan terutama untuk mengungkap fakta-fakta ategtfenomena
kejahatan kekerasan menggunakan senjata api ygaditdi wilayah
hukum Polres Lhokseumawe pasca MoU Helsinki yangpuore latar
belakang kejahatan kekerasan menggunakan senjafa@ges/ praktik

terjadinya kejahatan tersebut, dan upaya-upayangegoé&énganya.

b. Pengamatan
Pengamatan atau observasi adalah kegiatan pemelintuk
mengumpulkan data secara sistematis, wajar, dapataekayasa,

dengan menggunakan panca indera dan alat bantaydainntuk
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melihat, mendengar, dan merasakan, kemudian méncamuUa

fenomena sosial dan gejala-gejala lainnya tentamyek atau obyek
yang akan diteliti. Dalam hal ini pengamatan ditaiekan oleh peneliti
melalui pengalaman keterlibatan maupun pengansseara langsung
terhadap peristiwa-peristiwa kejahatan kekerasamggunakan senjata
api yang terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumgvasca MoU

Helsinki yang kemudian hasilnya direkam dan difsétagai penguat

dalam memperkaya data untuk membuat kesimpulan.

c. Telaah Dokumen

Dalam penelitian ini dilakukan pula penelitian doilen atau telaah
dokumen. Telaah dokumen adalah teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untukpelejari
pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti.

Telaah atau penelitian dokumen dilakukan dengan ngoedi,
menelusuri, menghimpun, meneliti, dan mempelagokumen-dokumen,
literatur-literatur, laporan-laporan, dan sumbembar tertulis lainnya
yang berkaitan dengan fenomena kejahatan kekerasamggunakan
senjata api di Aceh umumnya dan di wilayah hukurneBd_hokseumawe
pada khususnydata ini kemudian dituangkan dalam hasil penelitian
sehingga menggambarkan data empiris berkaitan dergayek
penelitian.

34  AnalisaData

Analisis data adalah suatu proses untuk mengom@sikean dan
meletakkan data menurut pola atau kategori darasaitaian dasar sehingga data
yang didapat merupakan datalid danreliable yang menentukan kualitas dari
hasil penelitian yang didapat dari pengamatan, wiaat@ dan telaah dokumen.
Dalam penelitian ini menggunakan analisis data itatd] yaitu data yang
dikumpulkan berupa catatan-catatan ataupun rekael@man peristiwa yang
terjadi di lapangan yang kemudian dialihkan dalaentbk kata-kata yang
tersusun rapi dan teratur, kemudian dikombinasigi@h peneliti agar menjadi
lebih akurat dan memiliki gambaran jelas tentangnaslahan yang diteliti.

Universitas Indonesia

Fenomena tindak..., Ricky Purnama Kertapati, Pascasarjana Ul, 2011.



41

Proses analisis data pada penelitian kualitatif ungn Miles dan
Hubermans adalah sebagai berikut :

“Reduksi data, penyajian data dan penarikan kedesnpwReduksi data
adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian padgegerhanaan,
pengabstrakan, dan transformasi data kasar yanguhwari catatan-
catatan tertulis dilapangan. Penyajian data, selssf@ampulan informan
tersusun, yang memberi kemungkinan adanya penaki&ampulan dan
pengambilan tindakan. (Miles dan Hubermans; 1982-18)

a. Reduks Data
Reduksi data adalah bagian dari proses analistsi ysntuk
analisis untuk mempertegas, memperpendek, membukus,f
membuang hal yang tidak penting, dan mengatur datangga dapat
dibuat kesimpulan.

Reduksi data merupakan proses seleksi, membuats,foku
menyederhanakan dan abstraksi dari data kasar gdagdalam
catatan lapangan. Proses ini berlangsung terusjsegapelaksanaan
penelitian, berupa singkatan, pembuatan kode, metkars tema,

membuat batas-batas persoalan, dan menulis memo.

b. Sajian Data

Sajian data adalah suatu susunan informasi yangumgimkan
dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Dangeelihat sajian
data, penulis akan memahami apa yang terjadi Segeberikan
peluang bagi peneliti untuk mengerjakan sesuatwa pathlisis atau
tindakan lain berdasarkan pemahamannya.

Penyajian data dalam bentuk matriks, gambar, skg@mriagan
kerja, dan tabel, mungkin akan banyak membantu amligis guna
mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan deenyusun
kesimpulan penelitian. Pada dasarnya sajian datanaing untuk
menggambarkan suatu informasi secara sistematikntatah dilihat

serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya.
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c. Penarikan Kesimpulan

Sejak awal pengumpulan data, peneliti harus sudafaim
memahami makna dari hal-hal yang ditemui dengan catah
keteraturan, pola-pola, pernyataan dari berbagaifiguarasi yang
mungkin, arah hubungan kausal, dan proposisi.

Kesimpulan akhir pada penelitian kualitatif, tidakan ditarik
kecuali setelah proses pengumpulan data berakleisinkpulan yang
dibuat perlu diverifikasi dengan cara melihat daemmpertanyakan
kembali, sambil meninjau secara sepintas padaacatdt lapangan
untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

Data-data yang telah diperoleh baik data primer puau skunder
kemudian dikumpulkan dan dianalisis dengan menggaméenkinik analisa data
sebagaimana yang telah disebutkan diatas untuk damudikelompokan dan
diseleksi berdasarkan relevansinya dengan pernmasalgenelitian. Data yang
berhubungan dengan masalah penelitian kemudiartukiésa dan dimasukan
sedangkan data yang tidak berhubungan dengan rhagaaelitian tidak
dimasukan agar memudahkan dalam mengelola maupuogamalisisnya.
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BAB 4
GAMBARAN SITUASI DAN KONDISI
WILAYAH HUKUM POLRES LHOKSEUMAWE

4.1  Gambaran Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe
4.1.1 Letak Geografis

Polres Lhokseumawe membawabhi 2 (dua) wilayah hugamg terdiri dari
Kota Lhokseumawe dan sebagian Kabupaten Aceh Ufaregan perincian
sebagai berikut :

a. Letak Kota Lhokseumawe berada pada garis 96.20 Bugar Timur
dan 04 54 — 05 18 Lintang Utara dengan sebelahaUtarbatasan
dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kava,Utebelah
Timur dengan Kab. Aceh Utara, sebelah Barat derigan Aceh
Utara yang terdiri dari 4 Kecamatan, 8 KemukimaB, Besa /
Gampong.

b. Letak Kabupaten Aceh Utara berada dalam pada §érs2 — 97.31
Bujur Timur dan 04.46 — 05.00 Lintang Utara dengabelah Utara
berbatasan dengan Kota Lhokseumawe dan Selat Masaheelah
Selatan berbatasan dengan Kab. Aceh Tengah, seliefain dengan
Kab. Aceh Timur dan sebelah Barat dengan Kab. Biretang terdiri
dari 850 Desa, 2 Kelurahan, 56 Kemukiman dan 22aKetan.

4.1.2 Luas Wilayah
Luas Kota Lhokseumawe adalah 18.106 Km2 dan Ludsipaen Aceh
Utara adalah 3.296,86 Km2, Polres Lhokseumawe memtiia2 (dua) wilayah
kerja dengan perincian sebagai berikut :
a. Kota Lhokseumawe

1. Kec. Banda Sakti : 1124 Rm
2. Kec. Muara Dua : 11.370 Km
3. Kec. Muara Satu ( Pemekaran Kec. Muara Dua)
4. Kec. Blang Mangat : 5612 Km
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b. Kabupaten Aceh Utara

1. Kec. Sawang : 384,65 Km

2. Kec. Muara Batu : 33,34 Km

3. Kec. Dewantara : 39,47 Km

4. Kec. Nisam ; 241,47 Km

5. Kec. Banda Baro (Pemekaran Kec. Nisam)

6. Kec. Nisam Antara (Pemekaran Kec. Nisam)

7. Kec. Kuta Makmur 151,32 Km

8. Kec. Sp. Keramat : 79,78 Km

9. Kec. Syamtalira Bayu : 346,81 Km
10. Kec. Samudera : 43,28 Km
11. Kec. Geurong Pasee (Pemekaran Kec. Samudera)
12. Kec. Meurah Mulia : 202,57 Km
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Sumber: gaé Ops Polres Lhokseumawe

Gambar 4.1
Peta Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe
(Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara)

Universitas Indonesia

Fenomena tindak..., Ricky Purnama Kertapati, Pascasarjana Ul, 2011.



45

4.1.3 Karateristik Wilayah

Sebagian wilayah Polres Lhokseumawe vyang terdirri ddota
Lhokseumawe dan Kab. Aceh Utara memiliki daerah gyaendah yang
mempunyai pantai dan pemukiman penduduk sedangkagiarb selatan
merupakan daerah pegunungan yang dimanfaatkan aela&ign perladangan/
pertanian.

Polres Lhokseumawe membawahi 16 Kecamatan dimakKac@matan
memiliki wilayah pantai dan kuala / sungai yangnmeara ke laut Selat Malaka
yang dipergunakan untuk jalur transportasi sertapt¢ bersandarnya kapal —
kapal penangkap ikan bagi bagi warga masyarakay yaata pencariannya
sebagai nelayan.

Daerah Kota Lhokseumawe dan Kab. Aceh Utara jugeupadan zona
Industri diwilayah Provinsi Nangroe Aceh Darusalaan Indonesia karena
memiliki beberapa Industri seperti PT. ARUN NGL @é&ng menghasilkan Gas
Alam Cair dan Condensate serta Elpiji, PTpukulskandar Muda (PT. PIM)
yang menghasilkan Pupuk Urea dan Amoniak, PT. Ageaeh Fertilizer (PT.
AAF) yang menghasilkan Pupuk Urea dan Amoniak, Réttas Kraff Aceh
(PT. KKA) yang menghasilkan kertas, serta PT. Satyang yang menghasilkan
karet. Beberapa perusahaan industri tersebut bangakhasilkan Devisa Negara
untuk Indonesia. Dengan demikian banyak Investasngh dan BUMN yang

ditanam didaerah ini.

4.1.4 Penduduk

Komposisi penduduk terdiri dari berbagai suku disemiya ada suku
Minang, Jawa, Batak, dan Melayu disamping oranghAite sendiri serta orang
Warga Negara Asing (WNA) juga terdapat baik yangdomisili maupun yang
bersifat sementara sebagai tenaga kerja di perasalyang ada di kota
Lhokseumawe maupun Kabupaten Aceh Utara.

Dalam kehidupan beragama sekitar 99 % merupakagapeh Agama

Islam dan sisanya merupakan penganut Agama KriBtgtha dan Hindu.

Universitas Indonesia

Fenomena tindak..., Ricky Purnama Kertapati, Pascasarjana Ul, 2011.



46

Mata pencaharian penduduk Kab. Aceh Utara dan Klotkseumawe 80
% bertani, 7 % bergerak dibidang swasta, 3 % sebsgayan, 10 % sebagai
pegawai Negeri, TNI / Polri.

Adapun jumlah penduduk serta jumlah angka kemiskida wilayah
hukum Polres Lhokseumawe yang meliputi kota Lhoksmue dan sebagian
kabupaten Aceh Utara dapat dikatakan masih cukugygitisebagaimana yang
dapat dilihat pada tabel data berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Rumah Tangga Penduduk Kategori Miskin Menuru Kecamatan
di Kota Lhokseumawe Provinsi Nanggroe Aceh Darussaim Tahun 2008

Kode Kecamatan Jumlah _ Kategqri Miskin
Desa RT Jiwa RT Jiwa % RTM
010 Blang Mangat 22 4,103 18,744 2,491 9,059 60.71
020 Muara Dua 17 7,559 36,881 3,336 13,275 44.13
021  Muara Satu 11 7,486 31,249 2,769 11,133 36.99
030 Banda Sakti 18 14,847 71,295 4,673 18,511 31.47
Lhokseumawe 68 33,995 158,169 13,269 51,978 39.30

Sumber data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kot&adomawe

Tabel 4.2

Pendataan Program Perlindungan Sosial Kabupaten A¢eUtara Tahun 2008

Persentase
Rumah Per_lduduk Rumah
No Kecamatan Tangga (Jiwa)* Rumah Tangga
oo Tangga* Miskin
Miskin
L p L+pP Aceh Utara
(%)
1 Sawang 5.271 16338 17138 33476 7514 4,29
2  Nisam 2.876 8497 8657 17154 3810 2,34
3 Nisam Antara 2.002 5995 6064 12059 2906 1,63
4  Banda Baro 1.236 3524 3842 7366 1812 1,01
5  Kuta Makmur 3.427 10784 11145 21929 4993 2,79
6  Sp. Keuramat 1.162 4420 4308 8728 1922 0,95
7  SyamtaliraBayu 2.762 9447 9504 18951 4521 2,25
8  Geuredong Pase 412 2239 2200 4439 1169 0,34
9  Meurah Mulia 3.779 8515 9061 17576 4289 3,08
10  Matang kuli 2.401 8140 8355 16495 3792 1,95
11 Paya Bakong 1.746 6430 6444 12874 3002 1,42
12 Pirak Timu 940 3627 3788 7415 1764 0,77
13 Cot Girek 2.188 9121 9173 18294 4827 1,78
14  TanahJambo Aye 5.317 19281 19744 39025 8753 4,33
15 Langkahan 2.874 10661 10369 21030 4805 2,34
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16  Seunuddon 4.548 11659 12012 23671 5721 3,70
17  Baktiya 4.856 15920 16529 32449 7175 3,95
18 Baktiya Barat 2.455 8422 8517 16939 3627 2,00
19  Lhoksukon 6.899 21796 22106 43902 10407 5,62
20 Tanah Luas 3.464 10957 11067 22024 5005 2,82
21 Nibong 1.757 4425 4641 9066 2044 1,43
22 Samudera 4.055 12096 12281 24377 5381 3,30
23  Syamtalira Aron 2.401 8088 8339 16427 3575 1,95
24  Tanah Pasir 1.651 4047 4348 8395 2236 1,34
25 Lapang 1.584 3913 3999 7912 2063 1,29
26 Muara Batu 3.018 12032 12332 24364 5387 2,46
27 Dewantara 4.046 21727 21682 43409 10325 3,29
TOTAL 79127 262001 267.645 oo ¢ 122825 64,42
Sumber . Badan Pusat Statistik (BPS)upaten Aceh Utara
Keterangan . *Hasil Sementara (Olaha@epP2010

Warna kuning = wilayah huk&wolres Lhokseumawe

Dari gambaran diatas masih terlihat bahwasanya aangkmiskinan
penduduk masih cukup tinggi di wilayah hukum Poltgsokseumawe yang
meliputi Kota Lhokseumawe dengan jumlah kemiskin@ncapai 39,30 % yang
mencakup 51.978 jiwa penduduk miskin serta 13.268lgh keluarga miskin.
Untuk wilayah Aceh Utara juga angka kemiskinan pehdk masih cukup
menonjol dengan jumlah kemiskinan secara keselarum@ncapai 64,42 %
sehingga hal ini dapat menjadi salah satu faktogyaerpotensi mengakibatkan

munculnya suatu kejahatan karena adanya desakatukeln ekonomi.

4.2  Gambaran Umum Polres Lhokseumawe

Polres Lhokseumawe sebagaimana Polres lainya [aekdas pasal 2
dalam Organisasi Tata Cara Kerja Kepolisian Negapublik Indonesia (Resor)
memiliki tugas untuk menyelenggarankan tugas pdkoki dalam pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hutam pemberian
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada ralaysserta tugas-tugas
Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentudmukum dan
peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisaisi.?

Berdasarkan perkembangan karakteristik situasi diayah Kota

Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara yang mempukgaawanan-

14 Lampiran “C” Keputusan Kepala Kepolisian Negara p&##ik Indonesia No.Pol
KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Orgesi Tata Cara Kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Polres)
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kerawanan tersendiri yang perlu mendapatkan parhdhusus, maka didalam
setiap penanggulanganya harus dilakukan seca@dieyang meliputi pemulihan
keamanan, penegakkan hukum, pemulihan pemerintpleamhangunan ekonomi
dan kemanusiaan. Sebagai Kesatuan Induk PenuhisaigaKepolisian ditingkat
wilayah/daerah, maka Polres Lhokseumawe bertanggjavgab terhadap
keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Lhokseumaar juga sebagian
wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Polres Lhokseumawe yang juga merupakan pelaksdah satu fungsi
pemerintah dibidang keamanan, bertanggung jawab k¢amanan individu,
keamanan umum dan keamanan dalam negeri, sebagaiyaany tercantum
dalam Tugas Pokok Polri sesuai dengan pasal 13 ngndadang Republik
Indonesia nomor 2 tahun 2002, sebagai berikut :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Menegakkan hukum, dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanapada

masyarakat.

Adapun subtansi tugas pokok “memelihara keamanam lddertiban
masyarakat” bersumber dari kewajiban umum Kepalisy@aitu memelihara
ketertiban dan menjamin keamanan umum. Subtansistpgkok “menegakan
hukum” bersumber dari ketentuan perundang-undangamg memuat tugas
pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalantakaya dengan peradilan
pidana, contoh KUHP, KUHAP dan berbagai undang-ongdeertentu lainya.
Subtansi tugas pokok “memberikan perlindungan, agmgnan dan pelayanan
kepada masyarakat” bersumber dari kedudukan fugegmilisian sebagai bagian
dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakikabeysifat pelayanan publik
(public service) dan termasuk kewajiban umum Kepolisian (Momo Kal|&2002 :
76 —77)

Untuk dapat menjalankan Tugas Pokok Polri di tingka
daerah/kewilayahan Polres Lhokseumawe, maka peajy@a kemudian

dituangkan kedalam visi dan misi Polres Lhokseuméermlasarkan Rencana
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Kerja Polres Lhokseumaweyaitu terwujudnya pelayanan kamtibmas yang prima
kepada masyarakat, tegaknya hukum dan terjaminegeméanan serta terjalinnya
sinergis polisional yang proaktif dilam wilayah humk Polres Lhokseumawe.
Dalam hal melaksanakan tugas-tugas tersebut, Pdlhe&kseumawe
didukung dengan personil yang ada kemudian mergeitianya berdasarkan
satuan-satuan yang ada sesuai dengan job disecreptasing-masing satuan
sesuai dengan struktur organisi yang ada di Palmegkseumawe. Mengacu pada
Lampiran “E” Keputusan Kapolri Nomor : Kep/366/MI20 Tanggal 14 Juni
2010, Struktur Organisasi Polres Lhokseumawe digakaim sebagai berikut :

KAPOLRES
WAKAPOLRES
QIR DIMDINAN
[ | | |
S| Sl S| Sl
WAS PROPAM KEU UM
[ I |
BAG BAG BAG
OPS REN SUMDA
] I
[ | | [ | |
SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG
BINOPS DALOPS HUMAS PROGAR DALGAR PERS SARPRAS KUM
LINIQIID DENMAWARQ NAN
[ | | |
SENTRA PELAYANAN SAT SAT SAT
KEPOLISIAN INTELKAM RESKRIM NARKOBA
TFRPATII
[ [ [ ——— [ I
SAT SAT SAT | ___sAaT____] SAT SAT
BINMAS SABHARA LANTAS r PAMOBVIT | POLAIR TAHTI
L 1
LINIQIID DEI AWQANIA TIHICCAQ
—
SITIPOL
FINIQILIR DENDNDIIKTINIC
POLSEK LINIQIID DEI AKQANA TIHICZAQ
Sumber : Bag Sumda Polres Lhokseuma j
Gambar. 4.2

Stuktur Organisasi Polres Lhokseumawe

!5 Keputusan Kepala Kepolisian Resor LhokseumaweKém / 15 / VI /2010 tentang Rencana
Kerja Polres Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011
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Kekuatan Kepolisian Resor Lhokseumawe terdiri d&iPolsek, 4 Pos
Polisi, 1 KPPP dan 1 Pos Airud yang tersebar @ikdcamatan yang ada di
wilayah Hukum Polres Lhokseumawe yang membawalté Khokseumawe dan
Kab. Aceh Utara. Adapan jumlah riil kekuatan peitsdnPolres Lhokseumawe
tersebut adalah 586 personil yang terdiri dariiteedas 4 Perwira Menegah, 36
Perwira Pertama, 522 Bintara ,dan 24 Pegawai 1&gil. Para personil tersebut
disebar sebanyak 338 pesonil di Polres dan 24®piedi jajaran Polsek.

Secara garis besar, jumlah personil Polres Lhokewmarsebut belumlah
dapat dikatakan cukup secara kuantitas atau jupdasonil untuk memback up
keseluruhan wilayah hukum Polres Lhokseumawe yangncakup Kota
Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara yang cukup Hbidalam upaya
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat daaigdr@r tindak kejahatan,
terutama tindak kejahatan kekerasan menggunakajataeapi. Jumlah riil
personil Polres Lhokseumawe tersebut masih cukuip giari DSP 1126 personil
dimana jika dibandingkan dengan jumlah persorilnasih terdapat kekurangan

sebanyak 540 Personil sesuai gambaran dalam tataebdrikut :

Tabel 4.3
Rekapitulasi Kuat Personil POLRI dan PNS Polres Livkseumawe
Menurut DSP/RIil Per Sat Fung/ Polsek tahun 2011

I. JUMLAH PERSONIL POLRES

NO SATUAN DSP RIIL

FUNGSI AKBP KP AKP IP BA PNS JLH AKBP KP AKP IP BA PNS JLH
1 PIMPINAN 1 1 - - - - 2 1 1 2
2 BAG OPS - 1 3 7 9 3 23 - - 3 - 4 2 9
3 BAG SUMDA 7 12 6 29 - 1 1 1 11 23
4 BAG REN - 1 2 3 4 2 12 - 1 - - 3 4
5 SIUM 1 6 4 11 - - - 1 4 5
6 SI KEU 1 4 4 9 - - - - 2 2
7 SI PROPAM 1 14 - 15 - - - 1 16 17
8 SI WAS 1 2 9 1 1
9 SPKT - 4 9 - 13 1 10 11
10 SAT INTELKAM 1 8 40 2 51 - - 1 - 34 - 35
11 SAT RESKRIM 1 7 52 6 66 1 36 1 39
12 SAT NARKOBA 1 4 18 2 25 1 13 - 14
13 SAT BINMAS 1 5 13 2 21 1 4 6
14 SAT SABHARA 1 8 114 2 125 2 75 78
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15  SAT LANTAS - - 1 6 64 2 73 - - 1 1 5 5 59

16 SAT PAM OBVIT - - - - 0 - - - 0

17 SATPOLAR - - - - - - 0 - 1 6 - 7

18 SAT TAHTI - - - 17 8 - 1 1

19 SITIPOL - - - 1 8 - -4 4

20 KPPP - - - 0 - -1 - o1

21 LAIN-LAIN - - - - - 0 -1 7 - 8

JUMLAH 1 4 14 65 379 37 500 1 3 10 13 288 23338
PERSONIL POLSEK

POLSEK BANDA

1 SAKTI - - 1 11 3 2 50 - - -1 2 - 23
POLSEK MUARA

2 SATU - - 1 11 36 2 50 - - - 1 17 - 18
POLSEK BLANG

3 MANGAT - - 1 11 36 2 50 - - -1 18 - 19
POLSEK

4  DEWANTARA - - 1 11 3% 2 50 - - -1 16 1 18
POLSEK MUARA

5 BATU - - 1 11 36 2 50 - - -1 18 - 19
POLSEK KUTA

6  MAKMUR - -1 11 3 2 50 - - - 1 17 - 18
POLSEK
SYAMTALIRA

7 BAYU - - 1 11 36 2 50 - - - 1 17 - 18
POLSEK

8  MEURAH MULIA - - 1 11 3 2 50 - - - 1 17 - 18
POLSEK

9  SAMUDERA - - 1 11 36 2 50 - - -1 15 - 16

10  POLSEK NISAM - -1 11 3 2 50 - - -1 17 - 18
POLSEK

11 SAWANG - - 1 11 36 2 50 - - - 1 17 - 18
POLSEK

12 SP.KEURAMAT - - - 7 23 - 30 - - - 1 17 - 18
SUBSEKTOR

13 MUARA DUA - - - 1 15 - 16 - - -1 7 - 8
POS POL NISAM

14  ANTARA - - - 1 9 - 10 - - S S
POS POL
GEURUDONG

15 PASE - - - 19 - 10 - - - - 6 - 6
POS POL BANDA

16 BARO - - - 1 9 - 10 - - - - 6 - 8

JUMLAH 0 0 11 132 461 22 626 0 0 0 13 234 1 482

JUMLAHTOTAL 1 4 25 197 840 59 1126 1 3 10 26 52224 586

Sumber : Bag Sumda Polres Lhokseumawe

4.3 Situasi dan Kondisi Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe saat

Konflik

Situasi dan kondisi di wilayah hukum Polres Lhokeawe pada masa
konflik dapat dikatakan memiliki intesitas yang apktinggi diawal masa konflik
hingga meredanya konflik. Terdapat tiga daerah yangmiliki tingkat
persinggungan dan dampak konflik paling menonjahthra daerah-daerah lain di
Aceh yang bergejolak saat itu, yaitu daerah Siflidie, daerah Aceh Timur, dan
daerah Aceh Utara - Lhokseumawe.
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Situasi dan kondisi wilayah jajaran hukum Polreskdeumawe pada saat
konflik digambarkan oleh AKBP Zulkifli SSt.Mk, SH(mantan Kasat Reserse
Kriminal Polres Lhokseumawe pada masa konflik piritahun 1999 s/d tahun
2001 dan mantan Kapolres Lhokseumawe pada masa phdd Helsinki periode
tahun 2008 s/d 2010) kepada peneliti melalui waaemsebagai berikut :

Pada masa konflik, situasi dan kondisi di jajaratayah hukum Polres
Lhokseumawe dapat dikatakan sebagai salah satatdpaling rawan dan
paling bergejolak akibat adanya gerakan pemberantalang dilakukan
oleh GAM yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Adepbentuk-bentuk
pemberontakan yang dilakukan oleh GAM di wilayahkdm Polres
Lhokseumawe pada masa itu awalnya adalah melalonodstrasi-
demonstrasi yang dilakukan oleh kalangan intelékBaM yang masuk
kedalam lingkungan pendidikan seperti kampus-kammisk menuntut
referendum kemudian pada akhirnya berkembang ddonamemenjadi
pergerakan bersenjata. Karena GAM juga memilikispejataan untuk
mendukung pergerakannya, maka banyak terjadi kejah&ekerasan
bersenjata pada masa itu yang dilakukan oleh GAMigzeteror seperti
penculikan dan pembunuhan terhadap aparat pentemtarmasuk TNI-
POLRI maupun masyarakat yang dianggap pro NKRIpataumasyarakat
yang tidak mau bekerja sama dengan GAM pada mas@#da masa
konflik tersebut juga terjadi kejahatan-kejahatarsbnjata yang dilakukan
oleh GAM seperti perampokan, penculikan dengan sabu dan
pemerasan terhadap masyarakat yang pada masautu dikenal sebagai
Pajak Nangroe dimana dana yang terkumpul digunakéamk membiayai
pergerakan GAM baik untuk logistik, persenjataargregutan dan
pelatihan anggota GAM, serta untuk mendukung ntelkilipergerakan.
Namun pada kenyataanya ada juga sebagian anggotsl @#ng
melakukan tindakan-tindakan tersebut untuk menglkapudana untuk
kepentingan pribadinya sendiri dengan memanfaatiasi yang ada.
Kejahatan-kejahatan kekerasan menggunakan serpgatpada saat itu
dilakukan oleh GAM untuk menunjukan eksistensi kadean mereka
untuk bisa diakui serta untuk menimbulkan rasa ttggada masyarakat
sehingga masyarakat takut dan mengikuti GAM. Paakt s€u pihak
kepolisian Polres Lhokseumawe tidak dapat menjalankugas-tugas
preemtif, preventif, dan represif sebagaimana mgstkarena situasi pada
saat itu sudah semi perarig.

Situasi dan kondisi wilayah hukum Polres Lhokseumaang jauh dari
rasa aman akibat konflik tersebut juga diperkuahgde keterangan yang

18 Wwawancara dengan AKBP Zulkifli di kediamanya darifigerang, pada hari Rabu tanggal
16- 02-2011 jam 20.00 Wib
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diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan &uofyHumas PT Satya Agung
yang bergerak di bidang karet sebagai berikut:

Pada masa konflik tersebut, masyarakat termasufakan yang bekerja
juga mengalami tekanan. Misalnya pada tahun 2001 yalu pernah

terjadi truk kita distop, dijarah, dan dibakar aeffia orang karyawan kita
hilang dan tidak diketahui lagi rimbanya sampatsai sehingga kita

sempat berhenti beroprasi dan saya keluar dari .Aeeda tahun 2002
setelah diketok darurat militer saya dikirim kembad PT. Satya Agung
dan mulai beroprasi kembali karena keadaan sudatdingan karena
sudah mulai ada BKO TNI-POLRI dimana mereka jugdammenjaga

keamanan termasuk menjaga di PT Satya Agung inmuxiademikian

tekanan masih juga kami rasakan dimana awal kerbkeatiprasi 4 orang
kawan kami kembali menjadi korban meninggal duKiamudian terjadi

lagi di bukit berondong, karyawan kami meninggabrang, luka-luka 8

orang, dan 2 orang anggota TNI yang mengawal pdgkavai tersebut

juga meninggal. Pemerasan juga kadangkala terjadia pwaktu itu

terhadap para karyawan pada saat mereka turun kebasmun mereka
rata-rata tidak mau mengaku dan kita juga menutapitersebut karena
terkait dengan keselamatan kita maupun keselankatgawan itu sendiri

pada saat itd’

Apa yang disampaikan oleh Sofyan juga selaras depaiag disampaikan
oleh karyawan PT Satya Agung yang bekerja sebpgaderes karet yaitu
Sutiono dan Harapan yang keduanya merupakan pekamnjgceh (bukan warga

suku Aceh, namun merupakan pendatang yang bekekgetl) sebagai berikut :

Pada saat konflik, situasi pada saat itu tidak disiaiga. Pernah terjadi
pada saat kami sedang bekerja pernah terjadi seranggeperti
penembakan-penembakan dan pelemparan granat kebpaeda karet ini
saat para karyawan sedang menderes karet, namunguagt tidak ada
korban jiwa pada saat itu. Begitulah situasinyaapadat kami bekerja
dimasa konflik, sehingga terkadang kerja kami jtigak maksimal karena
takut, namun mau bagaimana lagi karena kami hatap tbekerja untuk
mencari makan maka mau tidak mau kami tetap bekkyaan situasi
yang demikiart®

Situasi dan kondisi yang tidak aman tersebut jughkui oleh para tokoh
masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Lhaksewe. Para tokoh
masyarakat di salah satu wilayah rawan pada sadtikai wilayah hukum
Polres Lhokseumawe yaitu Desa Paya Lepah Kecam@tampang Keramat

" Wawancara dengan Humas PT. Satya Agung, SofydiTdBatya Agung pada hari Sabtu
tanggal 26- 02-2011 jam 16.00

8 Wawancara dengan Karyawan PT. Satya Agung, SutlandHarapan di PT Satya Agung pada
hari Sabtu tanggal 26- 02-2011 jam 16.00
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diantaranya Muhibbuddin yang merupakan tokoh pemudahidin yang
merupakan Tuha Peut (orang-orang yang dituakarkunanyelesaikan pekara di
kampung), serta Muhibbullah yang merupakan keugipdla desa) melalui
wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

Konflik saat itu mengakibatkan hampir semua kegiateasyarakat mulai
dari sisi keamanan hingga sisi perekonomian sescaram mengalami
kehancuran karena hukum tidak berjalan pada mas#ikoViasyarakat
pada saat itu mengalami ketakutan dan serba saleh&terjepit dari dua
pihak yang bertikai saat itu yaitu aparat baik FOLRI maupun pihak
gerilyawan GAM banyak yang merapat kepada masyarakhingga
masyarakat terbebani dan jika tidak mendukung atamberi bantuan
kepada salah satunya maka masyarakatlah yang mkojadn. Kejahatan
bersenjata api yang juga banyak terjadi dan menimgesyarakat pada saat
itu antara lain adalah pembunuhan, perampokan,séhagainya yang
dilakukan oleh OTK entah itu gerilyawan GAM atauaeg yang
mengl%unakan senjata api pada masa itu namun si$&loutkan sebagai
OTK.

Terkait mengenai para pelaku kejahatan bersenjatia pnasa konflik,
terutama yang dilakukan oleh GAM, maka penelitiihs¢lbahwa apa yang telah
diutarakan oleh Solahudin Wahid (Komnas HAM) selbagaa yang dikutip oleh
Bambang Wahyudi (2009) bahwa GAM itu terdiri dgolongan yang beragam
dimana ada golongan GAM ideologis yang ingin mehkaa diri dari NKRI,
adapula yang yang menjadi GAM karena operasi eniliada lagi GAM yang
preman dan residivis, serta ada GAM yang opurt(®isra Karya, 11 Oktober
2003) menurut peneliti turut mempengaruhi latarakahg terjadinya kejahatan
bersenjata semasa konflik tersebut. Menganai kigjah#ersenjata yang dilakukan
oleh GAM, Suradi menyebutkan,”ada yang disebut Griablikal, yaitu kelompok
GAM beraliran keras, mereka lebih senang melakyeambunuhan, perampokan,
pembakaran gedung sekolah dan rumah penduduk,kkésila dengan anggota
TNI/POLRI dan bagi siapa yang tidak mendukung @ergan GAM. Sedangkan
GAM gadungan adalah suatu kelompok yang memanfaatk@n mencari
keuntungan dengan adanya konflik, guna dapat meranmpror dan pemerasan
terhadap rakyat” (Suradi;2003 : 40-41) sebagaimema dikutip oleh Bambang
Wahyudi (2009 : 158)

9 Wawancara dengan tokoh masyarakat di Polsek Signiieramat pada hari Kamis tanggal 24-
02-2011 jam 14.00 Wib
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Senada dengan pendapat tersebut diatas, bebetagpa Rembela Tanah
Air (PETA) yang tergabung dalam Forum BERANTAS (Berg Rakyat Anti
Sparatis) melalui Satria yang menjabat ketua PEERBNTAS Kota
Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara beserta amd@@oTA/BERANTAS
Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara yaitwBgydan Nurdin dalam
wawancara dengan peneliti turut memperkuat gambartaria pelaku kejahatan
kekerasan menggunakan senjata api yang dilakuldmn@AM pada masa konflik
tersebut sebagai berikut :

Kejahatan bersenjata sangat banyak terjadi pada rkasflik. Untuk
kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh GAM dthigaat dari kategori
latar belakang motivasi mereka bergabung dengan GAklumnya GAM
terdiri dari tiga kategori kelompok yaitu kelomppkrtama mereka yang
bergabung dengan GAM karena memang memiliki paltauologi Aceh
Merdeka, kelompok kedua adalah mereka yang bergakarena sakit
hati pada pemerintah dimana orang tua atau kelogagmenjadi korban
pada saat DOM, dan kelompok ketiga adalah merekg y&benarnya
memang memiliki latar belakang kriminal dan memast@inya penjahat
yang kemudian bergabung dalam GAM dan kemudiannioerhg dibalik
GAM. Kelompok ketiga inilah yang umumnya melaksaralaksi-aksi
kejahatan seperti penculikan dengan meminta tebdsanperampokan
menggunakan senjata api di berbagai wilayah, terkngang terjadi di
wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara pada masa-nashki*

Sedangkan dari pihak mantan kombatan GAM vyaitu Agaltp Nisam
yang merupakan mantan Panglima Di Pase atau Panglerang GAM wilayah
Pase (Lhokseumawe dan Aceh Utara) menjelaskan &epaxheliti bahwa
kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yekgkian oleh anggota GAM
memang ada terjadi dan tidak dapat dipungkiri ategydilakukan oleh beberapa
anggota GAM, namun hal tersebut bukan berarti kadaersebut dilindungi dan
disetujui oleh GAM pada masa itu karena GAM pada kanflik telah memiliki
aturan tersendiri mengenai penggunaan senjat@geibiut. Namun memang pada
kenyataanya tidak semua perilaku anggota GAM teitsdhpat terkontrol pada
masa konflik, termasuk dalam hal penggunaan seajtaAdapun penjelasanya
adalah sebagai berikut :

Sejak tahun 1999-2000 senjata mulai banyak dimileh GAM baik
melalui pembelian maupun perampasan senjata daraiapAdapun dana

? Wawancara dengan tokoh PETA/BRANTAS di Kantin Bslthokseumawe pada hari Jumat
tanggal 25-02-2011 jam 14.00 Wib
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untuk pembelian senjata tersebut didapat dari sog@rasumbangan
masyarakat, uang-uang kilat, atau Pajak NanggroanaDtersebut
kemudian dibelikan senjata oleh apa yang dinam&eieng Pertahanan
Aceh melalui Teuku Zakaria Saman. Pada waktu énjaga-senjata yang
ada tidak digunakan untuk melakukan kejahtan teghallangsa Aceh
sendiri karena pada masa itu peraturan pengguregaia api oleh GAM
sangat ketat. Senjata api tersebut hanya digunakéumk menghadapi
musuh yaitu aparat pemerintahan Rl danTNI-POLRImMNa pada masa
itu setau saya memang ada satu kasus perampokan B@2A oleh
Almarhum Ahmad Kandang dan beberapa orang rekaydailni terjadi
pada waktu ekonomi GAM belum ada apa-apa, belunsacdangan dari
masyarakat. Ada juga perampokan gaji karyawan PA KKda waktu itu.
Ada juga beberapa hal lain dimana terjadi penygiamaan senjata oleh
beberapa anggota GAM, namun pada saat itu GAM tekmiliki aturan
bahwa siapapun anggota GAM yang menggunakan sepatalak sesuai
dengan aturan yang telah ditetapkan maka akanikbipetindakan dan
juga hukuman oleh GAM terhadap mereka ini. Merelaaka inilah yang
umumnya melakukan kejahatan tindakan kriminal denganjata api
untuk kepentingan pribadi mereka sendiri di masaflko seperti
misalnya yang pernah terjadi di komplek perumah#&® Klimana orang
dirampas kendaraanya di malam hari, dirampas eraasian lain-lain.
Namun kemudian barang-barang tersebut kita kendalitan anggota
GAM yang melakukan hal tersebut kemudian diberium&n. Hal seperti
ini pernah saya lakukan ketika saya masih menjadgima GAM Pase
pada masa konflik dultt:

Kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yalagukin oleh
anggota GAM pada masa konflik tersebut sangat mtetgdi di wilayah hukum
Polres Lhokseumawe karena pada masa itu hukum sidth dapat berjalan
dengan sempurna karena para aparat penegak hukwiama anggota POLRI,
juga berada dalam tekanan dan menjadi sasararabidi&njata GAM sehingga
sering kali anggota POLRI tidak mampu menjalankamgsinya untuk
memberikan rasa aman pada masyarakat karena arRf@bfl pada saat itu juga
sudah disibukan untuk mengamankan dirinya sendiri gerangan bersenjata
yang dilakukan oleh GAM akibatnya aparat penegakuimu dan hukum itu
sendiri tidak dapat memberikan rasa aman maupua kesmdilan kepada
masyarakat pada saat itu.

Akibat tidak berjalanya penegakan hukum tersebcarsesempurna, maka

upaya penegakan hukum maupun penerapan aturam-awkam terutama dalam

2l Wawancara dengan Mantan Panglima GAM wilayah PAseh Sub di kedai kopi Kota
Lhokseumwe pada hari Rabu tanggal 23-02-2011 ja®022/ib
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proses penyidikan terhadap tindak pidana kejah&tkerasan menggunakan
senjata api pada saat itu menjadi tidak maksimal. iHi didukung dengan
pernyataan dan pengalaman dari para penyidik peonbgang merupakan
anggota sat reskrim yang juga pernah terlibat dalgraya penyidikan dan
penegakan hukum pada masa konflik tersebut diantarAiptuYunus Damanik

dan Bripka Bustani, SH kepada peneliti. Adapun BaipBustani, SH

menerangkan sebagai berikut :

Penegakkan hukum yang berlaku di Aceh pada masdiikbarlangsung
dengan berbagai ancaman dan intimidasi terhadapatapapenegak
hukum baik itu JPU, penyidik POLRI, dan Hakim yangnangani perkara
sehingga hukum tidak dapat berjalan maksimal kangae aparatur
penegak hukum banyak yang ragu-ragu dan lebih m@amykan
keselamatan pribadi dari pada mengedepankan prati@si pekerjaannya
pada masa itu. Hal tersebut diakibatkan keadaaratéankondisi masa itu
yang yang lebih didomain oleh perkara kejahatasdmgata api oleh pok
GAM sebagai ekses dari gejolak politik yang terjddiAceh. Sulitnya
penegak hukum untuk memilah-milahkan perkara pidamam berupa
perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain-langate pidana luar
biasa atau undang-undang darurat kepemilikan semjgit sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.I®ital951 tentang
senjata api berujung pada sistim penerapan pasalatial pasal yang
dipersangkakan terhadap pelaku kriminal hanya aslafu bergerak pada
satu pasal yang tertera dalam KUH-Pidana yaitu dda 107 dan 108
KUH-Pidana tentang makar dan atau kejahatan melakeluasaan
pemerintah saj&.

Sedangkan Aiptu Yunus Daminik menambahkan :

Pada masa konflik semua kejahatan yang mempergurskgi disama
ratakan ke Undang-undang mengenai makar, sehihggam yang
diterapkan tidaklah maksimal dan nuansa penegakdmnimya lebih
kepada darurat militer dari pada penegakan hukwaragidana sehingga
hukum dapat dikatakan tidak berjalan sebagaimarstimya. Akibat tidak
berjalanya hukum secara maksimal, maka masyaralds paat itu tidak
mau memberitahukan setiap kejahatan yang terjadtidak mau bekerja
sama dengan penegak hukum karena takut keamandayateérlindungi
terutama dalam kasus-kasus yang terkait dengahdteja bersenjata yang
dilakukan oleh kelompok GAM pada saat4tu.

22 Wawancara dengan anggota Sat Reskrim Polres Lhoiaee di ruang kerja Unit Tipiter
Polres Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 28-02-0n 10.00 Wib
“ ibid
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Mengenai hukum yang tidak berjalan secara makspada masa konflik,
didukung pula oleh pernyataan Kajari Lhokseumawguy@omo, SH. sebagai
berikut :

Pada masa konflik memang hukum dapat tetap ditegakenun tidak
dapat berjalan secara maksimal karena situasi geatdtu tidak aman baik
terhadap masyarakat maupun terhadap aparat pehagakn itu sendiri.
Pada masa itu, dengan kurangnya personil apara&gpkrhukum, maka
berdasarkan pertimbangan para aparat penegak hykuag tergabung
dalam CJS dengan melihat kasus maupun situasi aatigk yang ada di
Aceh yang berpotensi menimbulkan kerawanan, malkeanldl suatu
kebijakan berdasarkan surat edaran Menteri Kehakirhahwasanya
proses persidangan di Lhokseumawe di pindahkarakeati Banda Aceh
yang relatif lebih kondusif tingkat keamananya. $empat berjalan pada
masa-masa memuncaknya konflik sekitar tahun 200@ipaa 2002.
Kemudian setelah situasi bisa dikatakan meredaupala masih terdapat
gejolak, maka agar hukum tetap dapat berjalan nailkeluarkan surat
edaran Mahkamah Agung tahun 2003 yang memerintah&gar
Pengadilan Negri dan Kejaksaan Negri kembali melakakan sistem
peradilan di wilayahnya masing-masingrgip Terlampir ), termasuk
Ihokseumawe setelah adanya pengiriman bantuan rpeiBKEO aparat
keamanan TNI-POLRI dimana pada saat itu para pé&nageum terutama
Jaksa dan Hakim telah mendapat pengawalan danpenga dari aparat
penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sehimgigan dapat
kembali berjalan meskipun belum maksirfial.

Pernyataan dari para hakim yang bertugas di PdagadNegri
Lhokseumawe diantaranya Sadri, SH dan Toni IrfaHl, juga memperkuat
gambaran situasi hukum yang tidak berjalan maksanatlayah hukum Polres
Lhokseumawe pada masa itu. Kedua Hakim Pengaddeseliut menjelaskan
bahwa :

Pada masa konflik di Aceh, hukum sulit untuk dipden namun tetap
dapat berjalan walau tidak semaksimal yang dihaaplika dilihat dari
segi penegakan hukum, maka upaya untuk mencapaikesnanan dan
keadilan bagi masyarakat pada saat itu bisa dikatddelum atau tidak
tercapai karena keadaan situasi dan kondisi padd ®a tengah
bergejolak. Pada masa itu senjata dengan bebadabedtangan orang-
orang yang tidak memiliki hak sehingga kejahatankekasan
menggunakan senjata banyak terjadi pada masa anla Phasa konflik
tersebut semua kejahatan tindak pidana menggursskgata api dipukul
rata dengan Undang-Undang mengenai makar karera rpada konflik
tersebut yang diutamakan adalah permasalahan mgmbohkan NKRI

24 Wawancara dengan Kajari Lhokseumawe, Tomo, SH padakamis tanggal 24-02-2011 jam
09.00 Wib
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dimana pergolakan yang terjadi membutuhkan saramalykung yang
beraneka ragam termasuk didalamnya penggunaantseapa dimana
tidak lagi dilihat sifat dari kejahatan itu, tapilildat sifat dari tujuan
pergerakan itu serta sarana yang digunakan yaitjataeapi sebagai
pendukung pergerakan maka dikenakanlah pasal D98ghtang tindakan
makar. Pada masa konflik tersebut juga dapat dikatdbahwa sistem
peradilan sempat tidak berjalan karena banyaknyar-teror serta
intimidasi pada aparat pengak hukum termasuk palarhyang dilakukan
oleh kelompok bersenjata GAM pada masa itu sehinggherapa
pengadilan menjadi vakum dan tidak beroprasi temkadi wilayah

Lhokseumawe ini, namun penegakan hukum tetap barjdéngan cara
dialihkan sistem persidanganya ke Banda Aceh yaigifr lebih aman.
Namun setelah adanya pasukan BKO TNI-POLRI makasigemngan

kembali dilakukan di Lhokseumaive

4.4  Situasi dan Kondisi Wilayah Hukum Polres Lhokseumave pasca

MoU Helsinki

Situasi dan Kondisi Wilayah Hukum Polres Lhokseumawng meliputi
Kota Lhokseumawe dan sebagian Kabupaten Aceh Uetelah MoU secara
umum dapat dikatakan telah banyak mengalami peawbdan perbedaan yang
cukup jauh dengan masa situasi konflik dalam halnanan dan ketertiban
masyarakat sehingga telah mampu memulihkan kerbeedagai sendi kehidupan
masyarakat walaupun masih terdapat beberapa pdamasaeperti permasalahan
perekonomian yang belum merata serta jumlah angkaiskinan yang masih
cukup tinggi akibat konflik berkepanjangan sehinbpgadampak pada timbulnya
gejolak-gejolak yang meresahkan masyarakat sepersin adanya kejahatan-
kejahatan kekerasan menggunakan senjata api ydakukhin oleh beberapa
oknum mantan GAM pasca MoU.

Gambaran situasi secara umum tersebut senada deragaauan dan
telaah intelijen mengenai situasi dan kondisi walaysebagaimana yang
diutarakan oleh Kepala Satuan Intelijen dan Keamgkasat Intelkam) Polres
Lhokseumawe, AKP Ade Adriansyah Saputra, S.Ik kapaeéneliti melalui
wawancara sebagai berikut:

Situasi Kamtibmas khususnya di jajaran wilayah mukuPolres
Lhokseumawe pasca ditandatanganinya MoU Helsinldalsusangat
kondusif bila dibandingkan pada masa konflik dimbaakini sudah sangat

% Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negri Lhaksave pada hari Rabu tanggal 23-02-
2011 jam 10.30 Wib
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dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dentgdah berjalannya roda
pemerintahan maupun perekonomian masyarakat sbeai@hap baik di
pedesaan maupun pekotaan. Masyarakat juga suddhattemulai
disibukkan dengan kegiatan sehari-hari tanpa adeasatakut, walaupun
masih adanya beberapa kejahatan dengan menggursshgata api.
Kejahatan-kejahatan menggunakan senjata api tdrdepadi dengan
motif untuk kepentingan pribadi dengan motif ekonaan bukan untuk
kepentingan politik sebagaimana masa konflik dAldapun para mantan
GAM secara umum pada saat ini telah berbaur dengasyarakat dan
telah memperoleh kehidupan yang layak sedangkababar bentuk
kejahatan kekerasan dengan menggunakan senjayarapimasih terjadi
dan dilakukan oleh beberapa oknum mantan kombataM @Gdalah
merupakan pidana murni akibat belum meratanya &bs®pan dan
tuntutan ekonomf®

Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Lhokseumawe RKBKukuh
Santoso, SH, S.Ik turut menjelaskan kepada pemagtigenai gambaran situasi
dan kondisi wilayah hukum Polres Lhokseumawe seoaram adalah sebagai

berikut :

Pasca MoU Helsinki keadaan keamanan dan perekonomasyarakat
secara umum telah jauh membaik jika dibandingkargde masa konflik.
Kejahatan menggunakan senjata api yang terjadi mgkai mengalami
penurunan drastis dibanding pada masa konflik. Memaasih terdapat
beberapa kasus kejahatan menggunakan senjata agi p&libatkan
mantan kombatan GAM, namun telah terjadi pergespeageseran bahwa
kegiatan tersebut dilakukan dengan motif ekonorkahuagi untuk motif
politik seperti masa konflik dulu. Beberapa kasag@katan menggunakan
senjata api yang pernah terjadi seperti penculik@mgan meminta
tebusan, perampokan, sewa menyewa dan jual bgftaamtuk lakukan
kejahatan, dan berbagai kejahatan lainya yang nbegédi pasca MoU ini
adalah merupakan kejahatan kriminalitas murni yaagus kita tindak
secara tegas dan terukur berdasarkan hukum yanakietUntungnya
situasi dan kondisi yang telah cukup kondusif imudahkan kita selaku
aparat penegak hukum untuk melakukan upaya-upaganggulangan
terhadap kejahatan kekerasan menggunakan senjatai &yaik melalui
upaya pereemtif, preventif, maupun reprsif dalam nekan dan
mengungkap kasus-kasus kejahatan kekerasan memrgusaRjata api ini
sehingga mampu memberikan rasa aman pada masyalbkatlingkan
dengan masa konflik dahutd.

% Wawancara dengan Kasat Intelkam Polres LhokseumAWE Ade Adriansyah Saputra di
ruang kerja Kasat Intel pada hari Selasa tang@@222011 jam 12.00 Wib

2" Wawancara dengan Kapolres Lhokseumawe, AKBP Kukahtoso di ruang kerja Kapolres
Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 2-03-2011 ja60\Vib
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Kondisi wilayah yang sudah dapat dikatakan relatifan tersebut juga
sesuai dengan pandangan dari unsur aparat keant@nga yaitu Komando
Distrik Militer (Kodim) 103 Aceh Utara melalui Komdan Kodim (Dandim)
Letkol Czi. Wahyono kepada peneliti dalam wawansatzagai berikut :

Kondisi situasi Lhokseumawe dan Aceh Utara padamnya sudah dapat
dikatakan relatif aman dan terkendali. Memang masilapat beberapa
kejahatan menggunakan senjata api pasca MoU Helstaki itu
dilakukan oleh oknum dan tidak bisa dipukul ratialdikan oleh mantan
kombatan GAM secara keseluruhan karena hal itkwhi@n oleh oknum
pelaku kriminalitas yang mungkin saja bergabungamialGAM baik
semasa konflik maupun setelah konflik dan tindaka&jahatan yang
dilakukan tersebut umumnya adalah karena urusant getak terkait
dengan organisasi GAM atau KPA itu sendiri. Misalngaja tindakan
seperti perampokan maupun penculikan yang terjadiyata dilatar
belakangi oleh faktor ekonomi. Banyak malah markambatan GAM
sendiri yang tidak menyukai kelompok oknum pelalejakatan yang
merupakan mantan GAM seperti ini. Mereka inilah gyderkadang turut
memberi informasi dan turut menjaga keamanan bexrsawt-POLRI dan
masyarakat secara umum untuk menjaga situasi keamsmhingga situasi
kondusif bisa terwujud seperti saat ihi.

Instansi pemerintahan yang ada di wilayah hukumreBdLhokseumawe
yaitu Pemkot Lhokseumawe yang dalam hal ini diwakileh Sekda
Lhokseumawe yaitu Safwan, SE, M.Si dan Pemkab A#taina yang dalam hal
ini diwakili oleh Asisten Il Administrasi yaitu dr Iskandar Nasri, MM memiliki
gambaran situasi dan kondisi yang tidak jauh bexb&Etkda Lhokseumawe
mengungkapkan gambaran situasi dan kondisi masgtapaisca konflik sebagai
berikut :

Kondisi masyarakat Lhokseumawe setelah MoU relatiih membaik
dibanding saat konflik. Didesa-desa maupun kotayekmsmomian
penduduk sudah mulai membaik dan tumbuh kembaliersemasa
sebelum konflik. Untuk kehidupan sosial juga telehadi pembauran
yang cukup baik antara mereka-mereka yang permibatekonflik dalam
kehidupan masyarakat dan sudah tidak ada lagi kubkubu itu. Rasa
aman juga telah tumbuh dalam kehidupan masyaradaiuypun masih ada
terdengar terjadinya kejahatan terutama yang mevai@un senjata api
dalam kehidupan masyarakat. Hal ini mungkin terjesiena imbas dari
konflik bersenjata yang berkepanjangan, kesejatwerakonomi yang

% \Wawancara dengan Dandim 103 AUT, Letkol.Czi. Wattydi ruang kerja Dandim pada hari
Selasa tanggal 1-03-2011 jam 10.30 Wib
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belum merata, serta dikarenakan masih belum teneks/a beberapa
butir-butir MoU?Z°

Adapun Asisten Il Pemkab Aceh Utara menjelaskan :

Pasca MoU secara berangsur-angsur situasi dan skdkeimanan dan
perekonomian masyarakat secara bertahap mulai niemi@aupun

angka kemiskinan untuk daerah Aceh Utara masihlaedtinggi akibat

konflik berkepanjangan. Dalam tatanan kehidupanyarakat juga telah
terjadi pembauran yang cukup baik antara mantan GA®hgan

masyarakat biasa, bahkan pemenang pemilu di AcelmaUni adalah
Partai Aceh yang didominasi KPA (mantan GAM) yangnafapat suara
hingga 72 %. Pembauran ini terjadi karena mereksy ytarlibat dalam
konflik sekarang banyak yang duduk diposisi-pos&nerintahan maupun
legislatif sehingga mereka sekarang baru bisa nmBrigggaimana sistem
dan mekanisme pemerintahan, tidak semudah semerg glibayangkan
sebelum konflik sehingga keinginan-keinginan merskanasa konflik
mulai teredam dengan adanya unsur-unsur PA dalanem&ahan dan
DPR sehingga secara tidak langsung mempengarululinye situasi

yang kondusif dan mulai terjadi pembauran antaraMGAengan

masyarakat. Namun demikian masih terjadi bebeksgss kejahatan
menggunakan senjata api di wilayah Aceh Utara paddcd) yang

umumnya terjadi karena adanya ketidak sabaran sgdragian mereka-
mereka yang pernah terlibat konflik dimana keiaghkeinginan mereka
tidak bisa dipenuhi sekaligus seluruhnya karenauseya masih dalam
tahap proses, sehingga mereka-mereka inilah yasak ttertutup

kemungkinan kemudian melakukan tindakan destrukiiuk memenuhi
keinginan maupun kebutuhan meréka.

Adapun dari sisi pandangan masyarakat sendiri, geambyang sama
didapat oleh peneliti melalui  hasil wawancara @engpara tokoh-tokoh
masyarakat desa Paya Lepah Kecamatan Simpang Ker&wmaakut adalah
petikan hasil wawancara dengan para tokoh masyaekabut :

Pasca MoU Helsinki situasi dan kondisi keamanarardakehidupan
masyarakat telah jauh membaik. Masyarakat jugalstidak takut lagi
untuk berjalan dan kembali bekerja untuk mencajekie Kejahatan
menggunakan senjata api yang terjadi juga mulaigaemi penurunan
drastis dibanding masa lalu. Sepanjang pasca Molpaiasekarang hanya
ada satu kejadian kejahatan menggunakan senjatadiapivilayah
Kecamatan Simpang Keramat pada tahun 2009, tewpkynya juga
bukan dari wilayah daerah sini namun mereka mekakysenculikan di

% Wawancara dengan Sekda Kota Lhokseumawe, SafwaPerdkot Lhokseumawe pada hari
Jumat tanggal 25- 02-2011 jam 09.30
% Wawancara dengan asisten Il Administrasi Kabupaeeh Utara, Iskandar Nasri pada hari
Jumat tanggal 25-02-2011 jam 11.00
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daerah kami. Pasca MoU ini juga telah terjadi peamdra antara
masyarakat, mantan kombatan, dan aparat pemerietamasuk TNI-
POLRI sehingga tidak ada lagi istilah pengkotakakan seperti masa
konflik dulu dimana masyarakat menjadi pihak yaelgls terjepit”

Terkait mengenai gambaran situasi dan kondisi &hajpukum Polres
Lhokseumawe pasca MoU yang sudah dapat dikatakan dan kondusif namun
masih memiliki potensi adanya kejahatan kekerasamggunakan senjata api ini,
salah seorang narasumber yang pernah mengalanmae berbeda dalam masa
penugasan kedinasan di jajaran Polres Lhokseumawkeshat konflik dan saat
pasca MoU yaitu AKBP Zulkifli SSt.Mk, SH (mantan & Reserse Kriminal
Polres Lhokseumawe pada masa konflik periode tdl9@® s/dtahun 2001 dan
mantan Kapolres Lhokseumawe pada masa pasaca Mtdihkigeriode tahun
2008 s/d 2010) kepada peneliti melalui wawancanaj@eeskan sebagai berikut :

Situasi dan kondisi saat ini memang dapat dikatdeaih aman dalam
artian bahwa tidak ada lagi penyerangan bersetgat@adap aparat TNI-
POLRI maupun penyerangan terhadap pos-pos TNI-PQidak ada lagi
upaya-upaya pemerasan secara terbuka terhadapraiayalengan dalih
Pajak Nanggroe. Namun pada saat yang bersamaanmagi banyak
terjadi kasus-kasus kejahatan menggunakan senpatgaag dilakukan
oleh sebagian oknum mantan kombatan GAM sepertanpeokan,
penculikan dengan meminta tebusan dan sebagaimgagangakibatkan
timbulnya gangguan terhadap rasa aman dalam masayarBindakan-
tindakan dan cara-cara yang umum dilakuan pada kasidik tersebut
kembali terjadi pada masa pasca MoU ini, hanya sagd ini motif dari
kejahatan tersebut telah mengalami pergeseran dimigjahatan-
kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yaakukkn tersebut
sudah merupakan tindak pidana kejahatan murni éarh Imengarah
kepada kepentingan individu dari oknum mantan kderbaersebut dan
sudah tidak terkait dengan pergerakan maupun pggnmGAM atau yang
sekarang dinamakan KPA. Namun karena hukum sudpht deerjalan,
dalam artian perangkat hukum atau CJS telah kenwalkap dan dapat
kembali berfungsi seperti sedia kala, maka apaaegak hukum terutama
aparat kepolisian dapat bergerak dengan cepat dkerjh secara
maksimal untuk menindaklanjuti dan mengungkap &&®ssus kejahatan
tersebut. Dampaknya adalah penanganan dan pengamgkasus-kasus
kejahatan kekerasan menggunakan senjata api sudajadnjauh lebih
baik dibandingkan dengan masa konflik dulu sehinggga aman aman

31 Wawancara dengan tokoh masyarakat di Polsek Signiaramat pada hari Kamis tanggal 24-
02-2011 jam 14.00 Wib
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dan keadilan bagi masyarakat bisa tercapai melalpaya-upaya
penegakan hukurf.

Terkait dengan sudah berjalanya hukum, maka upapagakan hukum
pada masa pasca MoU ini sudah dapat dilaksanakamgga dampaknya mampu
menekan dan mengurangi angka kejahatan kekerasaggmeakan senjata api.
Kondisi keamanan dan penegakan hukum yang mulaibadntersebut dapat
dilihat dengan semakin menurunya kejahatan mendggunsenjata api di wilayah

hukum polres Lhokseumawe sebagaimana tabel berikut

Tabel 4.4
Jumlah Kejahatan Kekerasan Senjata Api
Pasca Mou tahun 2005 — 2010 Polres Lhokseumawe

JUMLAH JUMLAH
A KASUS PENGUNGKAPAN
2005 7 -
2006 1 1
2007 1 1
2008 5 5
2009 3 3
2010 3 1
TOTAL 20 11

Sumber : Data Sat Reskrim Polres Lhokseumawe

Tabel diatas menjelasakan dan menggambarkan babmehisk keamanan
dan penegakan hukum di wilayah hukum Polres Lhaksewe juga sudah
berangsur-angsur mulai pulih dimana pada awal kenga MoU sejak tgl 15
desember tahun 2005 telah terjadi 7 (tujuh) kagjshlatan menggunakan senjata
api yang pada masa itu belum dapat diselesaikaan&akondisi penegakan
hukum masih dalam masa transisi dan belum dapglé@@rmaksimal, namun
sejak tahun 2006 s/d tahun 2010 telah terjadi pegigapan kasus-kasus
kejahatan menggunakan senjata api dan berdampdladtgy menurunya
kejahatan kekerasan menggunakan senjata api gadat@hun berikutnya secara
signifikan. Ini menunjukan bahwa kondisi penegakarkum dan pemulihan
keamanan telah berjalan dengan baik di wilayah mulRolres Lhokseumawe

%2 Wawancara dengan AKBP Zulkifli di kediamanya danfigerang, pada hari Rabu tanggal 16-
02-2011 jam 20.00 Wib
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pasca MoU Helsinki sehingga aparat kepolisian suslah menegakan hukum
kembali bersama dengan CJS lainya.

Terkait hal ini, Kepala Satuan Reserse kriminal g@aReskrim) Polres
Lhokseumawe menjelaskan sebagai berikut :

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yarai teérjalan cukup
kondusif di wilayah hukum Polres Lhokseumawe palicdJ Helsinki
juga memilik dampak yang cukup signifikan dalam s@® penegakan
hukum khususnya dalam hal proses pengungkapanetamndikan tindak
pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjat®rm@ges penegakan
dan penerapan hukum juga telah berjalan sesua&ntketin dimana
penerapan pasal-pasal yang diterapkan terhadap pedaiu kejahatan
kekerasan menggunakan senjata api yang dilakulen aknum mantan
GAM tidak lagi dipukul rata sebatas pada Undang-duhgd mengenai
makar semata seperti masa konflik namun sudah mengada unsure
pasal sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku Kejahaidana murni
sehingga sudah dapat dipilah-pilah dan dilakukamigahan pasal-pasal
pidana umum dengan pasal-pasal yang lainnya dikKldH-Pidana
sehingga penerapan hukumnya menjadi lebih tepatrasas serta
memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan qikanaakan dapat
memberikan efek jera bagi pelakunya. Adapun keghkejahatan yang
dilakukan oleh mereka pada saat ini lebih berssi&tara perorangan
maupun kelompok dengan orientasi kebutuhan ekonten individu
bukan untuk perjuangan serta kepentingan organis&l atau yang
sekarang dinamakan KPA seperti masa lalu sehin@ggemkan yang
mereka lakukan itu tidak lagi terkait dengan GAMalhhi secara tidak
langsung mempermudah kami, terutama penyidik unboélakukan
tindakan-tindakan upaya paksa terhadap para oknantam GAM yang
melakukan kejahatan tersebut karena apa yang méagkaan adalah
murni pidana dan KPA sendiri juga lepas tanganaisp mereka-mereka
ini sehingga mereka lebih mudah ditangkap dan adhttnuntuk kemudian
diproses secara hukum dibandandingkan pada masakoaflik dimana
mereka dulu bergabung dan dilindungi oleh GAM dalaengerakanya.
Disamping itu, adanya koordinasi yang baik anta Gécara langsung
maupun tidak langsung telah turut mempengaruhindaningkatkan serta
memperbaiki proses penegakan hukum di wilayah hukBolres
Lhokseumawé®

Situasi keamanan yang sudah kondusif dan upayagpknéukum yang
sudah dapat berjalan tersebut juga senada dengayaag dikatakan oleh aparat
penegak hukum lainya yang tergabung dalam Crimiuatice System (CJS)

diantaranya yaitu Kejaksaan, Pengadilan, dan jagpas.

% Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Lhokseumalde, Galih Indragiri di ruang kerja
Kasat Reskrim pada hari Senin tanggal 28-02-20t11j3.00 Wib
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Adapun pihak kejaksaan melalui Kepala Kejaksaan riNégajari)
Lhokseumawe yaitu Tomo, SH mengatakan :

Pada masa damai pasca MoU, situasi dan kondisyatildhokseumawe
termasuk Aceh Utara sudah dapat dikatakan relatifdsif dan aman
masyarakat luas secara umum dan bagi para aparegalehukum secara
khusus, sehingga aparat penegak hukum yang adh bisgamenjalankan
dan menegakan hukum sebagaimana mestinya meskgus kita akui

bahwa terkadang masih ada satu dua intervensi maapcgaman yang
masih dilakukan oleh para mantan kombatan GAM kertsgka mereka

sedang berhadapan dengan proses hukum, namunitedetisn motifnya

sudah jauh berbeda dengan masa konflik dulu. Te&falanya proses
hukum dengan baik secara tidak langsung setidakigyjah turut

mempengaruhi dan menimbulkan rasa aman pada mkayadanana

kasus-kasus kejahatan menggunakan senjata apinteliain bisa ditangani
dan diungkap karena situasinya sudah jauh berbedgad masa konflik
sehingga dampaknya bisa menurunkan angka kejahké&kerasan

menggunakan senjata api di wilayah Lhokseumawe padamnya

meskipun belum bisa menghapus kejahatan-kejahatakerdsan

mengunakan senjata api yang masih saja tefjadi.

Sedangkan Pihak Pengadilan melalui salah seorakgnHgya yaitu Toni
Irfan, SH mengatakan :

Upaya penegakan hukum setelah MoU sudah ada bdtakam tersendiri

dimana terhadap tindak pidana sudah dapat di tingkedara hukum
sehingga hukum sudah dapat berjalan sebagaimasanies akan tetapi
tidak langsung bisa berjalan karena masih perlagaam ulang mengingat
bahwa kondisi ini masih dalam proses dan dalam ukepemulihan

hukum. Memang terkadang masih ada intervensi yalagutan dalam

upaya penegakan hukum terhadap kami, namun ir@snsdan

kapasitasnya tidak seperti masa konflik dan karapteberjalan sesuai
ketentuan yang berlaku. Disamping itu adanya koasliyang baik antar
CJS mengakibatkan hukum dapat berjalan dengarifetekt

Adapun pihak Lapas sebagai penutup gerbang CJSluméapala
Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Lhokseumawe, Eddyh Widodo, SH
mengatakan :

Situasi dan kondisi Lhokseumawe pasca MoU saaeicara umum sudah
dapat dikatakan cukup kondusif jika dibandingkansan&onflik dulu

3 Wawancara dengan Kajari Lhokseumawe, Tomo, SH padakamis tanggal 24-02-2011 jam
09.00 Wib

% Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negri Lhaksave pada hari Rabu tanggal 23-02-
2011 jam 10.30 Wib
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dimana pada saat itu Lapas tidak dapat menjalafikagsinya karena
para petugas Lapas banyak yang di intimidasi dgmatguga sempat
dibakar bahkan sempat kosong karena tahanan dipkadake Banda
Aceh terkait dengan penahanan terhadap mereka tgaligat dengan
pemberontakan GAM pada masa itu. Adapun saat ipataudah dapat
menjalankan fungsi dan peranananya untuk kembalakukan proses
pemidanaan dan juga pembinaan terhadap para petgtuatan termasuk
mereka yang merupakan mantan GAM baik yang terlibgahatan

bersenjata maupun kejahatan lainya. Para tahanamam#&AM yang

terlibat kejahatan dan ditahan di Lapas ini seaamaum terdiri dari

kalangan golongan masyarakat menengah kebawah tdPemaan mantan
GAM tersebut saat ini juga telah membaur dengaanah masyarakat
lainya walaupun masih ada beberapa orang yang masipan dan
menunjukan ke-aku-anya sebagai mantan GAM baikatep sipir

maupun terhadap tahanan lainya namun secara umpat di&atakan

masih bisa diarahkan untuk dilakukan pembinaanngeia diharapkan
mereka tidak mengulangi kejahatanya lagi dikemutiem *°

% wawancara dengan Kalapas Lhokseumawe, Eddy Tagdbde/ pada hari Rabu tanggal 23-
02-2011 jam 13.00 Wib
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BAB 5
FENOMENA KEJAHATAN KEKERASAN MENGGUNAKAN
SENJATA API DI WILAYAH HUKUM POLRESLHOKSEUMAWE
PASCA MoU HEL SINKI

51 Pemicu Munculnya Keahatan Kekerasan Menggunakan Senjata Api

di Wilayah Hukum Polres L hokseumawe

Munculnya kejahatan kekerasan menggunakan senptadiawilayah
hukum Polres Lhokseumawe yang meliputi Kota Lhoks@we dan sebagian
Aceh Utara pasca MoU Helsinki pada dasarnya temg&aat masih tingginya
angka kemiskinan masyarakat setelah konflik beasaryjerakhir.

Menurut data bank dunia tahun 2006, kemiskinan ckhAyang sebagian
besar di daerah pedesaan menunjukan angka 30% mtamgd@ hidup di bawah
garis kemiskinan. Untuk wilayah Aceh Utara dan Lsmkmawe saja prosentase
penduduk miskinya mencapai 15,31 persen untuk Kobtkseumawe dan 52, 69
% untuk Kabupaten Aceh Utara berdasarkan sumbarBRE Aceh tahun 2006
(Bambang Wahyudi 2009 : 104).

Angka kemiskinan ini ternyata kemudian mengalanmipgkatan menjadi
39,30 % untuk wilayah Kota Lhokseumawe dan 64,42u8tuk tahun 2008
berdasarkan data BPS yang peneliti dapatkan didggma(lihat tabel 4.1 dan 4.2
dalam bab 4 penulisan tesis ini). Hal ini menunjukahwasanya situasi kondisi
pasca konflik berkepanjangan di Aceh ternyata mas#nyisakan problem
kemiskinan yang cukup tinggi dan masih belum daghiintaskan, bahkan
cenderung meningkat.

Dari hasil pengamatan penulis saat berdinas di Acetupun disaat
melakukan penelitian, masalah kemiskinan ini dkasahampir oleh seluruh
masyarakat terutama mereka yang telah menjadi kRoMmnflik bersenjata
maupun pernah terlibat konflik bersenjata. Berbggagram bantuan pemerintah
seperti bantuan BRA maupun bantuan NGO dari lugrimeaupun dalam negri
belum dapat dirasakan maupun memberikan dampadakesraan yang dapat
dirasakan secara merata oleh mereka yang pernAbatekonflik termasuk
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didalamnya adalah masyarakat korban konflik maupasyarakat yang terlibat
dalam aksi konflik seperti PETA dan para mantamizatan GAM itu sendiri.

Setelah konflik bersenjata berakhir, sebagian para mantan kombatan
GAM tersebut memang telah dapat membaur kembakl&ed masyarakat dan
dapat hidup secara layak bahkan banyak pula yanmudi@n memiliki posisi
dalam struktur pemerintahan daerah maupun sektoséperti menjadi petinggi
partai politik hingga menjadi kontraktor maupun aeéin pemerintah dan NGO
asing maupun NGO dalam negri dalam hal pelaksanpaoyek-proyek
pembangunan daerah sehingga hidupnya kemudian delnilberkecukupan dan
memiliki pendapatan serta penghasilan yang tinggi.

Namun disisi lain, banyak pula mantan kombatan Gydvig tetap hidup
dalam kemiskinan karena tidak mendapatkan atau hkerkésempatan yang
sama seperti rekan-rekan mereka yang telah hidypk ldbahkan makmur
meskipun dahulu mereka sama-sama seperjuangark@#fk dahulu. Banyak
dari mereka yang setelah konflik berakhir tetapakidnendapatkan pekerjaan
maupun penghasilan yang layak karena memang padanga mereka ini tidak
memiliki kemampuan, berpendidikan rendah, dan unyammerupakan kalangan
masyarakat kelas bawah yang berpendidikan rendah tidggal di daerah
lingkungan pinggiran. Mereka ini sulit untuk dafersaing guna mendapatkan
pekerjaan maupun kehidupan yang lebih baik secapaoeni dalam era baru
pasca konflik di Aceh sehingga akhirnya mereka-keeni@i tetap hidup dalam
kemiskinan dan menambah panjang angka pengangguran.

Mereka inilah yang kemudian menjadi barisan sakii karena merasa
tidak diperdulikan dan ditinggalkan oleh pimpinanapun rekan-rekan
seperjuanganya dahulu, sehingga untuk memenuhitikedou ekonominya maka
mereka yang pada dasarnya memang sudah terbiaga ¢dshgan suasana dan
kondisi yang penuh kekerasan pada masa konflik paklarnya kembali
melakukan kejahatan dan kekerasan guna memenuhitukein hidupnya.
Apalagi sebagian dari mereka ternyata juga memamrgihmmemiliki dan
menguasai senjata api secara illegal sehingga mgvakla akhirnya memiliki
sarana penunjang untuk melaksanakan aksi-aksi dejahkekerasan dengan

menggunakan senjata api tersebut.
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Kapolres Lhokseumawe, AKBP Kukuh Santoso, SH, kejada peneliti
menjelaskan melalui wawancara bahwa latar belaki@ngdinya kejahatan-
kejahatan kekerasan menggunakan senjata api diyakilahukum Polres
Lhokseumawe sebagai berikut :

Kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yabagaan besar
dilakukan oleh para oknum mantan GAM di wilayah tmk Polres
Lhokseumawe pada dasarnya terjadi karena daeralm, Adaisusnya
daerah wilayah hukum Polres Lhokseumawe, adalaralddenflik yang
cukup lama dan termasuk daerah yang cukup serirgejoéak sehingga
menimbulkan  berbagai kerusakan dalam tatanan peoekan
masyarakat. Setelah perdamaian dan ditandatangarvfold, wilayah
Ihokseumawe dan Aceh Utara mencoba kembali membarsistem
perekonomian yang sempat rusak dan tidak berjatanasa konflik,
namun sebagai daerah yang mencoba bangkit kenarati@mpak konflik
yang berkepanjangan tidaklah semudah membalikapakltangan karena
membutuhkan proses dalam memperbaiki tatanan dadugan ekonomi
masyarakat tersebut apalagi dalam perjalananya di@ammuncul ketidak
puasaan, kecemburuan, dan rasa ketidak adilamteaudidalam kalangan
mantan GAM sendiri dimana sebagian kelompok GAM keian hidup
layak dan berkecukupan serta memiliki posisi datulklekan sedangkan
sebagian lagi terutama yang merupakan kalangan &&& bawah masih
hidup dibawah kemiskinan setelah konflik berakkial inilah yang pada
akhirnya memotivasi terjadinya berbagai tindak pala termasuk
kejahatan kekerasan menggunakan senjata api texudin mereka yang
masih menyimpan dan memiliki senjata api sisa koufihulu®’

Menanggapi hal ini, salah seorang mantan Panglenang GAM wilayah
Pase semasa konflik yaitu Ayah Sub mengatakan aebagkut :

Jika kita kaji, masih ada sebagaian rekan-rekam kiantan GAM yang
merasa tidak puas dan tidak senang atau tidakniéseerima jika melihat
rekanya-rekan kita lainya yang sudah hidup jauhihlelsenang
dibandingkan mereka. Umpamanya contoh Muzakir Manuafah hidup
makmur melimpah ruah sedangkan anak buah dia #andyaga dia dulu
yang pasang badan dan mati duluan buat dia jikkadidtop atau dikepung
masih ada yang belum diperhatikan dan juga masibphprihatin dan
kelaparan, sehingga hal ini yang menjadikan timjmlmasalah di
kemudian hari. Apalagi sebagian anggota GAM danyarakat sejak awal
konflik bergejolak tahun 1999-2000 sudah tau jgplembelian senjata dan
sudah bisa membeli senjata sendiri untuk pribadeggara bebas sehingga
saat pengembalian dan penyerahan senjata setelbh kil tidak tahu
apakah senjata itu dikembalikan atau tidak karepegéng secara pribadi.
Senjata-senjata inilah yang kemudian kemungkinagurdikan oleh
sebagian rekan-rekan kita yang memiliki watak kninintuk melakukan

3" Wawancara dengan Kapolres Lhokseumawe, AKBP Kukahtoso di ruang kerja Kapolres
Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 2-03-2011 ja60\Vib

Universitas Indonesia

Fenomena tindak..., Ricky Purnama Kertapati, Pascasarjana Ul, 2011.



71

kejahatan kekerasan seperti yang terjadi saatairénia tuntutan ekonomi
untuk menghidupi dirinya atau keluargariya.

Apa yang disampaikan diatas senada dengan yangehsean oleh salah
seorang anggota PETA/BERANTAS vyaitu Nurdin kepadangtiti dalam

wawancara sebagai berikut :

Setelah MoU, GAM turun gunung dan tidak lagi bemmdi hutan. Para
mantan-mantan kombatan GAM tersebut akhirnya kenkiakota dan ke
kampungnya. Namun tanggung jawab dan janji-janji dara pimpinan-
pimpinan mereka saat sama-sama berjuang di hutanddasakan mulai
menipis dan dirasakan mulai meninggalkan merekgitBguga dengan
rekan-rekanya yang lain yang waktu itu sama-samgdreg juga mulai
mengurus diri masing-masing. Akhirnya mereka-mergkag rata-rata
berasal dari kalangan kelas bawah ini merasa itergsrena merasa
ditinggalin. Apalagi ketika dia melihat kawan-kawarsesama GAM yang
sudah sukses, yang satu sudah naik mobil, yangssaah punya rumah
bagus, sedang dia buat makan saja tidak ada msaikala@h mereka mulai
berpikir waktu dihutan sama-sama kita menderitaassglg kok saya
ditinggalkan sehingga akhirnya karena kepentok faasskonomi, maka
mereka kemudian mengambil jalan pintas untuk md&akukejahatan
kekerasan menggunakan senjata api tersebut karemekanumumnya
masih memegang senjata yang tidak diserahkan salt Menjata yang
berda ditangan mereka ini umumnya ada yang hakjl doa yang hasil
merampas dari aparat, ada juga yang merupakan desiTsunami di
Aceh dulu dimana banyak pos dan gudang senjataPIINIRI yang jebol
dan senjata-senjata yang hanyut kemudian diamil kdbmbatan GAM?

Buyung, salah seorang anggota PETA/BERANTAS turenhambahkan

sebagai berikut :

Yang juga memicu terjadinya kekerasan senjataaeraityang dilakukan
oleh mantan kombatan GAM ini adalah karena adaegarijangan sosial
dan kesejahteran yang tidak merata di kalangan kaesendiri. Sebagai
contoh dana untuk kompensasi korban konflik terrkgsga didalamnya
untuk kombatan GAM yaitu TNA didistribusikan hanyatuk 3000 orang
saja sesuai pendataan padahal mungkin jumlah TNM @&eluruh Aceh

hampir lebih dari 10.000 orang. Jadi banyak juga m@reka yang tidak
menerima dana kompensasi tersebut terutama paragtamGAM yang

berasal dari lapisan masyarakat kelas bawah. Saldaidlak terima dana
padahal sama berjuang, tidak mendapatkan pekergnngga menjadi
pengangguran, tidak memiliki kemampuan dan keahliam juga tidak

% Wawancara dengan Mantan Panglima GAM wilayah PAyeh Sub di kedai kopi kota
Lhokseumwe pada hari Rabu tanggal 23-02-2011 ja®022/ib

% Wawancara dengan anggota PETA/BRANTAS, NurdinKalitin Polres Lhokseumawe pada
hari Jumat tanggal 25-02-2011 jam 14.00 Wib
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ada kesejahteraan, pada akhirnya mau tidak maukezerereka ini
terutama yang memang biasa terpenuhi kebutuhanprydu karena
memproleh pendapatan dari hasil memeras masyadakatsebagainya
serta merasa ditakuti karena terbiasa melakukaer&e&n sewaktu konflik
pada akhirnya melakukan kejahatan karena tuntuténkumencukupi
kebutuhan ekonomi mereka.

Apa yang disampaikan oleh buyung ini senada demgenyang diulas
oleh Bambang Wahyudi (2009 : 105) sebagai berikut :

Masalah kemiskinan penduduk dan banyaknya pengagkiaat konflik
yang berkepanjangan dapat memicu tindakan krimka@akna frustasi
dalam menghadapi perkembangan situasi. Apalagkdingengangguran
di Aceh menjadi salah satu persoalan tersendirericayang menganggur
sebagaian besar adalah mantan kombatan yang peemagang senjata.

Masih banyaknya senjata api illegal yang merupgk@ninggalan sisa
konflik yang belum diserahkan oleh pihak GAM untdimusnahkan sebagai
salah satu ketentuan MoU Helsinki pasca berakhikonflik bersenjata di Aceh,
khususnya di Lhokseumawe dan Aceh Utara, secaranghmenjadi salah satu
faktor penyebab terjadinya kejahatan menggunakajatseapi di wilayah hukum
polres lhokseumawe disamping faktor ketidaksiapam @#etidak mampuaan
sebagian mantan kombatan GAM yang umumnya beragalkdlangan kelas
bawah dalam menghadapi perubahan situasi dan kopagsca konflik yang
kemudian berdampak pada munculnya kesenjanganjkegan sosial dan
ekonomi yang mereka alami.

Dari hasil pengamatan peneliti yang pernah ikukéa@mpung langsung
dalam hal pengungkapan perkara dan penyitaan sjusenjata api saat masih
berdinas di Polres Lhokseumawe maupun dari hasgjgr@atan saat dilakukanya
penelitian ditemukan bukti nyata dari masih masakedarnya senjata api secara
illegal yang terkait dengan pidana kejahatan ked@ranenggunakan senjata api
di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Hal terselaiatl dilihat dari banyaknya
jumlah senjata api illegal yang berhasil disitahojajaran Polres Lhokseumawe
sejak MoU Helsinki dimana senjata yang berhasiitali®leh jajaran Polres

Lhokseumawe terhitung mulai tahun 2005 sampai aer@§D10 ada sebanyak

40 Wawancara dengan anggota PETA/BRANTAS, Buyuniatitin Polres Lhokseumawe pada
hari Jumat tanggal 25-02-2011 jam 14.00 Wib
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senjata api yang terdiri dari 19 pucuk senjatayapigterdiri dari 10 pucuk senjata
api laras panjang dan 9 pucuk senjata api laradgbeserta 1.356 butir (lihat
tabel 1 pada bab 1 penulisan tesis ini)

Terkait dengan masih beredarnya senjata api lljeggsca konflik tersebut
diakui oleh Kapolres Lhokseumawe AKBP Kukuh SantaSel, S.lk sebagai
berikut :

Masih terjadinya beberapa kasus kejahatan mengguarsdnjata api yang
terjadi di beberapa wilayah Profinsi Aceh termasiillayah hukum Polres
Lhokseumawe pasca MoU menunjukan bahwa masih terdesmjata api
illegal yang beredar di Aceh. Masih adanya sergatgata api ini karena
mungkin pada masa pengembalian senjata pada sdathida-bisa saja
ada jumlah senjata yang tidak diserahkan karen&jusenjata pada masa
konflik secara konkrit tidak dapat diditeksi karemaungkin tidak
terstruktur atau tidak terkomando betul sehingganomgkin adanya
kesempatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terteyding saat itu
bergabung dengan GAM untuk membeli dan menguasgtaediluar data
senjata yang ada untuk dimusnahkan. Senjata-sesigdakonflik inilah
yang umumnya kemudian digunakan untuk melakukanahleefn
bersenjata dalam konteks pidana oleh mereka pamanolmantan GAM
yang belum mendapatkan kehidupan yang layak pasta‘¥

Dandim 103 AUT, Letkol Czi Wahyono, sebagai salatusunsur aparat
keamanan TNI-AD juga menambahkan kepada penelitialmewawancara
sebagai berikut :

Senjata-senjata api yang digunakan untuk melakikkghatan-kejahatan
wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara pasca MoU isa lberasal dari
senjata lama yang merupakan sisa-sisa konflik yhsgmbunyikan dan
tidak diserahkan, namun bisa juga merupakan sesgajata yang baru
dibeli setelah pasca konflik. Yang pasti hal inimagjukan bahwa masih
terdapat dan masih beredar senjata api illegalapksoflik di Aceh dan
sasaran penggunaanya saat ini lebih mengarah peadaapan kriminalitas
untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pelakuffya.

Satria, Ketua PETA/BERANTAS wilyah Lhokseumawe-Adédtara turut
menambahkan sebagai berikut :

Secara politik senjata milik GAM yang terdata memandah diserahkan
sebanyak 820 pucuk senjata api berbagai jensi m&ahhap penyerahan

“ Wawancara dengan Kapolres Lhokseumawe, AKBP Kukahtoso di ruang kerja Kapolres
Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 2-03-2011 ja60\Vib

42 Wawancara dengan Dandim 103 AUT, Letkol.Czi. Watyydi ruang kerja Dandim pada hari
Selasa tanggal 1-03-2011 jam 10.30 Wib
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di seluruh Aceh. Namun kenyataan dilapangan teanymtak semua
senjata tersebut diserahkan karena senjata-sdajaebyt ada yang juga
yang dibeli secara pribadi oleh mereka pada sadtik@sehingga mereka
rugi jika dikembalikan begitu saja hingga akhirrgenjata tersebut tetap
mereka simpan. Senjata-senjata yang belum disaraté@ebut pasca
MoU ini kemudian masuk pada kategori kriminalitabagaimana point
yang telah ditetapkan dalam MoU. Artinya GAM sudialak ada lagi dan
KPA yang merupakan wadah mantan GAM tidak bertanggjawab
terhadap kejahatan-kejahatan yang muncul. Olehnkaite kami hingga
saat ini masih bekerja untuk menghimbau merekakaeyang menguasi
dan memiliki senjata ini untuk menyerahkan seryatag ada pada mereka
agara keamanan dan kedamaian di Aceh bisa begalaagaimana yang
diharapkarf?

Mengenai permasalahan senjata sisa konflik yanghneesedar diwilayah
hukum Polres Lhokseumawe meskipun telah ada prgsaserahan dan
pemotongsan senjata, Kasat intelkam Polres LhokaseenAKP Ade Adriansyah
Saputra, S.Ik mengungkapkan :

Senjata-senjata api milik GAM memang sudah dikurkgoul dan

diserahkan pada AMM untuk dilakukan pemotongan dmatkhirnya

konflik.  Untuk di wilayah hukum Polres Lhokseumawsendiri,

penyerahan dan pemotongan senjata dilakukan skss@pakatan dalam
MoU Helsinki dengan jumlah keseluruhan senjata ydisgrahkan oleh
GAM pada saat itu mencapai 128 pucuk senjata apg yerdiri dari

berbagai jenis. Namun, menurut saya belum semuptaegang ada
ditangan anggota GAM di wilayah Polres Lhokseumaligerahkan pada
masa itu, sehingga angka 128 pucuk senjata api ¢geegahkan tersebut
belum mewakili jumlah senjata api yang sesungguhaga di tangan
GAM yang ada di wilayah hukum Polres Lhokseumaws. térbukti

dengan masih adanya senjata api sisa konflik yaladg diserahkan dan
malahan digunakan untuk melakukan kejahatan beitdasketerangan
para pelaku yang telah tertangK4p.

Adapun perincian jumlah dan jenis senjata api ydisgrahkan oleh GAM
untuk dimusnahkan pasca MoU Helsinki di wilayah kéeumawe yang pada saat
itu dilakukan di daerah desa Palo Gading dan lagrargpla Jungka Gajah pada
hari Jumat tanggal 14 Oktober 2005 dapat dilihdagabel data berikut :

43 Wawancara dengan Ketua PETA/BRANTAS Lhokseumawd-ASatria di Kantin Polres
Lhokseumawe pada hari Jumat tanggal 25-02-201 160 Wib

4 Wawancara dengan Kasat Intelkam Polres LhokseumA® Ade Adriansyah Saputra di
ruang kerja Kasat Intel pada hari Selasa tang@@222011 jam 12.00 Wib
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di Wilayah Hukum Polres L hokseumawe, Jumat Tanggal 14 Oktober 2005

NO JENIS SENJATA API JUMLAH
1 AK-56 10 pucuk
2 AK-47 10 pucuk
3 M-16 11 pucuk
4 SNIPER 2 pucuk
5 BAZOKA 1 pucuk
6 SP 4 pucuk
7 SHOOT GUN 3 pucuk
8 GLM RKTN 6 pucuk
9 PGI 2 pucuk
10 SKS 6 pucuk
11 MEDSENT 11 pucuk
12 FN 12 pucuk
13 REVOLVER 13 pucuk
14  BREND 3 pucuk
15 US CARABEN 2 pucuk
16  GLM STDR 8 pucuk
17 FNC 2 pucuk
18  STAND 5 pucuk
19 L.A 1 pucuk
20 SMG 2 pucuk
21 PISTOL 1 pucuk
22 PISTOL SEND 1 pucuk
23 MORTIR MO 50 T 1 pucuk
24  SENPI RAKITAN 1 pucuk

JUMLAH TOTAL 128 pucuk

KETERANGAN :

JUMLAH SENPI YANG DITERIMA DARI BERBAGAI JENIS : 85ucuk
JUMLAH SENPI YANG DITOLAK DARI BERBAGAI JENIS : 5 pucuk
JUMLAH SENPI KESELURUHAN YANG DIPENDING 8 pucuk
JUMLAH KESELURUHAN SENPI YANG DISERAHKAN : 28 pucuk
Sumber : Sat Intelkam Polres L hokseumawe

Untuk mendukung hasil temuan penelitian bahwa s®ig@njata api
illegal masih beredar dan dimiliki oleh para pelakang merupakan oknum
mantan GAM dan digunakan untuk melakukan kejahg@i@sca MoU karena
desakan kebutuhan ekonomi, maka penulis mencobgaden pengakuan dari
para pelaku tersebut sesuai pengakuan mereka dgdaita Acara Pemeriksaan

(BAP) Tersangka sebagai berikut :
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1. AR (mantan GAM) menjelaskan bahwa dirirtgah meminjamkan atau
menyewakan 2 buah pucuk senjata api laras panjang jenis AK 56
beserta amunis yang dimilikinya pada saat konflik bersenjata yang
ditanam atau dismpanya kemudian senjata api tersebut di sewakan
kepada P (mantan GAM) dkk untuk melakukan pencaolikéi
Lhokseumawe terhadap anak seorang karyawan PT AXGL
Lhokseumawe dengan meminta tebusan dimana jikaabiérimaka AR
akan menerima uang sebesar 20 % dari hasil tebymag didapatkan
sebagai pembayaran sewa serifata.

2. R (Mantan GAM) menjelaskan bahwa dirinya telah iketta bersama
kelompok yang dipimpin BH (mantan GAM) dkk untuk ladaikan
penculikan dengamenggunakan senjata api jenis FN, Colt, dan AK 56
yang telah disiapkan oleh BH pada hari jumat tanggal 15 Febuari 2008
terhadap korban Her di areal kebun sawit Desa Adwee Mbang
Kecamatan Gerdong Pase Kabupaten Aceh Utara dandi@msetelah
mendapatkan uang tebusan sebesar Rp.100.000.0GQuSpita rupiah)
maka korban kemudian dilepaskén.

3. S (Mantan GAM) menjelaskan bahwa dirinya teldhitipi untuk
menyimpan senjata api laras panjang jenis AK 56 beserta 17 butir
amunis yang merupakan senjata sisa konflik milik M (Mantan GAM)
di daerah Desa Tualang Kecamatan Meurah Mulia KatempAceh Utara
kemudian senjata api tersebut rencananya akan|dgeharga Rp.
15.000.000 (lima belas juta rupiéh)

4. SH menjelaskan bahwa dirinya telah ikut melakuparampokan pada
malam hari bersama MA (mantan GAM) dengaaenggunakan senjata

api laras panjang jenis AK 56 (popor lipat) sisa konflik milik MA pada

“>BAP Tersangka pada tanggal 5 maret 2009 sespairaa Polisi : No.Pol : LP/ 146/ 111 / 2008 /
SPK tanggal 30 Maret 2008

“ BAP Tersangka tanggal 1 April 2008 sesuai Lap®alisi : No. Pol : LP / 100/ 11 / 2008 / SPK
tanggal 15 Februari 2008

“" BAP Tersangka tanggal 26 November 2008 sesuairaag@olisi : No. Pol : LP/680 /XI/ 2008/
tanggal 26 November 2008

Universitas Indonesia

Fenomena tindak..., Ricky Purnama Kertapati, Pascasarjana Ul, 2011.



1

tanggal 24 November 2009 di Dusun simpang empai Ddse Dua
Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utéra.

Dari beberapa contoh pengakuan pelaku yang teldintgkap maupun
juga jaringanya sebagaimana yang tertuang dalam Bdambar bahwa praktik-
praktik kejahatan kekerasan menggunakan senjata saperti penculikan,
perampokan, dan juga jual beli senjata terjadi i@rmereka ataupun jaringan
mereka masih menyimpan, memiliki, dan menguasiasargpi illegal yang tidak
diserahkan pada saat konflik terdahulu. Hal ini omgnkan bahwa masih adanya
senjata api yang beredar secara ilegal di tangaa pelaku yang mayoritas
merupakan mantan kombatan GAM tersebut akhirnyajadesalah satu sarana
yang memicu timbulnya kejahatan kekerasan menggumaknjata api tersebut
didorong dengan adanya kebutuhan ekonomi bagi pelaku yang umumnya
berasal dari GAM kalangan masyarakat kelas bawabh.

Alasan dilakukanya kejahatan tersebut dengan ala@momi juga
diperkuat oleh pernyataan para oknum mantan GAMgyaerupakan pelaku
kejahatan yang sudah tertangkap. Salah seorangadiaga, yaitu SH yang
terlibat perampokan bersenjata, dalam BAP Tersamy&agungkapkan bahwa
perampokan tersebut dilakukan bersama rekanya M#&nkaalasan ekonomi
dimana mereka tidak memiliki uang. Akhirnya karédma memiliki senjata maka
kemudian mereka secara bersama-sama melakukan pmk@m dengan

menggunakan senjata api tersebut.

52  Praktik Kgahatan Kekerasan Menggunakan Senjata Api di Wilayah
Hukum Polres L hokseumawe
Praktik-praktik kejahatan kekerasan menggunakarjatserapi sangat
mudah terjadi di wilayah Aceh termasuk wilayah hmk&olres Lhokseumawe
yang meliputi Kota Lhokseumawe dan Kabupaten AcehrdJkarena masih
“ditakuti’-nya para mantan kombatan GAM tersebw@hoimasyarakat yang masih
trauma akan perlakuan GAM maupun aparat semasdikohkibat masih takut

dan traumanya masyarakat, maka masih sedikit sajsyarakat yang berani

“8 BAP Tersangka tanggal 7 Desember 2009 sesuai aagwlisi : No. Pol : LP / 23 / XI / 2009 /
Polsek
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melapor kepada aparat jika mereka mengetahui atenjaci korban dari
kejahatan kekerasan menggunakan senjata api kpkanaereka melapor maka
artinya mereka akan berurusan lebih panjang lagepanya dengan para oknum
mantan kombantan GAM tersebut dan belum tentu keamaa pun akan
terjamin.

Sikap “diam”-nya sebagian masyarakat ini pada akirakan membuat
para pelaku semakin mudah melakukan aksinya katemakannya tidak
terpantau oleh aparat keamanan, terutama kepolisianini diperparah dengan
sulitnya pemantauan dilakukan karena kurangnyaghnaparat penegak hukum
yang melakukan pengawasan secara menyeluruh memgingsnya wilayah
hukum Polres Lhokseumawe. Kesulitan aparat kepolisialam melakukan
pemantaun ini di jelaskan oleh Kapolres LhokseumadBP Kukuh Santoso,
SH, S.Ik sebagai berikut :

Sulitnya dilakukan pemantauan terhadap daerah4ddageng rawan

terhadap terjadinya kejahatan kekerasan mengguséajata api adalah
akibat demografi dan geografi wilayah hukum Poltdsokseumawe

terutama di daerah pelosok pedalaman dan pedesaamal jarak antar
kecamatan atau desa itu bisa makan waktu berjamdan jalan sulit

dilalui kendaraan serta berbukit sehingga tidak userga bisa dipantau
dan diawasi oleh anggota di jajaran Polres Lhokseuen Apalagi di

beberapa daerah masyarakat juga masih ada yangatrkepada aparat
disamping trauma kepada GAM akibat konflik yang kiepanjangan

sehingga terkadang kita sulit mendapatkan inforffiasi

Praktik-praktik kejahatan kekerasan menggunakanjatsenapi pada
umumnya dilakukan oleh oknum mantan GAM dengandgabmodus operandi
seperti penculikan dengan tebusan, perampokan, seswmgewa atau jual beli
senjata illegal, dan bentuk kejahatan lainya se¢arancana dan sistematis
dimana ada pembagian tugas yang jelas diantarakendsehwa siapa harus
berbuat apa. Para pelaku juga ternyata mempekagbiasaan dari korban maupun
aparat dalam melaksanakan aksinya sehingga tindeltanmereka jalankan bisa

berlangsung dengan mulus.

49 Wawancara dengan Kapolres Lhokseumawe, AKBP Kukahtoso di ruang kerja Kapolres
Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 2-03-2011 ja60\Vib
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Brigadir Azhari, Kepala Unit (Kanit) Opsnal yang mpakan unit
lapangan/penindak didalam jajaran Sat Reskim Pahlekseumawe mengatakan
sebagai berikut:

Kejahatan kekerasan menggunakan senjata api ygaditpada saat ini
umumnya dilakukan dengan modus yang hampir sama pwba-masa
konflik, hanya motifnya saja yang berbeda. MisaJrg@ntoh kasus untuk
penculikan, jika dulu sasaranya orang kaya diculikuk biaya naggroe
dan perjuangan GAM namun sekarang tujuanya untblitk@an ekonomi
pribadi para pelaku. Cara-cara serta pembagians tdgéam kelompok
yang mereka lakukan saat ini juga memiliki kesamaam tidak berbeda
jauh dengan cara-cara yang pernah dilakukan pada kaaflik. Misalnya

sudah ada perencanaan awal dan pembagian tugasysiagp memantau
aman tidaknya situasi, siapa yang mengawasi danganesti calon

korban, siapa yang memegang senjata api, siapamyangulik, siapa yang
meminta dan mengambil uang tebusan, siapa yang agengdan

menyiapkan tempat untuk menyimpan cicim (istilatiunsandera), dan
siapa yang mengawasi pergerakan aparat sudah datudirencanakan.
Hal yang sama juga terjadi pada bentuk-bentuk hie¢gan kekerasan
meggunakan senjata api lainya misalnya kejahatamanmpeokan

menggunakan senjata api. Jadi intinya apa yangkada&ukan sekarang
umumnya juga berdasarkan pengalaman serupa yangkandakukan

dimasa konflik dimana sudah ada perencanaan dabgggam tugas yang
dilakukan sebelum bertindak, saat bertindak, désiaebertindak®

Bripka Bustani, Kanit Tipiter yang merupakan peiyighembantu di
jajaran Sat Reskrim Polres Lhokseumawe turut mei@gas hal ini kepada
peneliti melalui wawancara sebagai berikut :

Kejahatan kekerasan menggunakan senjata api térsebwmnya

dilakukan dengan cara terstruktur dan terorgankgrena perlu diingat
bahwa kelompok mereka ini terdiri dari beberapaugghn orang-orang
yang sebagaian sudah terlatih karena setidak-ty@akrereka pernah ikut
menjadi pemberontak GAM. Mereka ini sangat jeficiih dan lihai dalam
melakukan aksi atau perbuatannya. Dalam melaksargtsinya, mereka
telah terbagi dalam beberapa tugas dan fungsip#gan masing-masing
mulai dari pengatur rencana atau koordinir, pelafksatau eksekutor,
pengintaian serta mengumpulkan baket tentang sayarsg akan dituju
dan tidak tertutup kemungkinan mereka dapat menyasebagai

masyarakat biasa untuk mendekati korban dan metbdgh memantau
kekuatan pihak yang berwajib. Bila perlu dari kepmk ini kemudian ada
yang bertugas mengecek langsung perkuatan pihali&i@m mulai dari

tingkat Polres hingga ketingkat paling bawah Posgpah setelah ada
kekurangan dan kelemahan-kelemahan ditemukan deftigas baru

¥ Wawancara dengan Kanit Opsnal Sat Reskrim Polhegdeumawe, Brigadir Azhari di ruang
kamar Mess Polres Lhokseumawe pada hari Minggutity-02-2011 jam 21.00 Wib
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mereka melakukan aksinya. Para pelaku ini sudaluguysengalaman
dalam melakukan perbuatannya dan bahkan beberapaadggota
kelompok mereka sudah berkombinasi dengan pelalakypébaru yang
tidak mengerti apa-apa dan mereka yang yunior riliajah pelaku yang
lebih senior yang pernah jadi pemberontak GAM samamflik dalam
hal cara bertindak dan atau cara melakukan kejaHatkerasan dengan
menggunakan senjata api.

Terkait hal ini, peneliti kemudian mengutip dan Iyeatur pengakuan dari
salah seorang pelaku yang tertera dalam BAP Tekséfngyaitu R (Mantan
GAM) yang tergabung dalam kelompok pelaku penculikerjumlah 7 orang
yang dipimpin oleh BH (Mantan GAM) dkk bahwa aksenpulikan yang
dilakukan telah direncanakan terlebih dahulu untiadktu dan tempat aksi akan
dilaksanakan. Senjata api, kendaraan, dan terogasil penyekapan juga telah
disiapkan sebelum aksi dilakukan. Situasi kondidayah seperti ada tidaknya
keberadaan aparat serta kebiasaan korban juga th&ahati dan diawasi
sebelumnya. Pada pelaksanaan penculikan tersepattglah ada pembagian
tugas dimana ada yang bertugas memantau situasyaad bertugas menangkap
orang yang diculik, ada yang bertugas mengikatrdanutup mata orang korban,
ada yang bertugas menjaga korban di tempat pengekdan ada yang bertugas
untuk menghubungi keluarga korban untuk meminta dangambil uang
tebusan. R sendiri bertugas menculik dan menodongkajata FN pada korban
yang akan diculik.

Untuk memperkuat temuan diatas, peneliti kemudiarlakukan
wawancara dengan korban penculikan yang dilakukeh & dkk, yaitu Her
sebagai berikut :

Seingat saya pada saat saya diculik adalah padahasaJumat saat
keadaan situasi sepi karena sudah waktu sholat tJeetangga saya
tinggal bertiga dengan karyawan di dalam kantdeedbun ini. Saat itu ada
kendaraan kijang yang lewat terus kembali lagi lalsuk kedalam areal
perkebunan dan tiba-tiba mereka langsung turun daobil serta

menodong saya dan bilang “jangan bergerak”. Kedaeyakan saya
langsung lari. Salah seorang pelaku yang membamwatagranjang (AK-

56) kemudian menembakan pelurunya ke tanah, sedangilaku yang

1 Wawancara dengan Kanit Tipiter Sat Reskrim Pdlfeskseumawe, Bripka Bustani di ruang
kerja Unit Tipiter Polres Lhokseumawe pada hariis¢mnggal 28-02-2011 jam 10.00 Wib

2 BAP Tersangka tanggal 1 April 2008 sesuai Lapdtalisi : No. Pol : LP / 100 / Il / 2008 / SPK
tanggal 15 Februari 2008
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memakai pistol (FN) kemudian menodong saya di dgmatu kantor,

kemudian dua orang lainya memukul saya hingga jaéwusungkur dan
langsung mengikat tangan saya dengan tali nilon laéEmbawa saya
kedalam mobil dan didalam mobil mata saya lalutdgudengan lakban.
Saya kemudian disekap selama tujuh hari dengan tevatéup dan tangan
terikat. Kemudian mereka menghubungi keluarga saj@ngan

menggunakan HP saya untuk meminta uang tebusanirngkhsaya

kemudian dilepaskan setelah keluarga saya membagag tebusan
kepada para penculik. Para pelaku ini sepertingalsicukup profesional
dalam melakukan penculikan seperti ini dimana neejaga pernah cerita
pada saya saat saya disekap bahwa mereka spesidisnenculik sejak

dulu oleh karena itu saya jangan bertindak yangamamacam dengan
mereka dan harus taat pada perintah mereka. Mesayatpribadi, mereka
berani melakukan hal ini karena mereka memilikij@@anapi sebagai
sarana pendukung untuk melakukan penculikan. Merekaurut saya
juga telah mengamati situasi dan juga mengama# sejak beberapa hari
sebelumnya, oleh karena itu maka semenjak kejatiesebut sekarang
kami sudah berkoordinasi supaya ada aparat padisi ONI yang turut

berjaga mengamankan di areal perkebunan sawitargéna sebelumnya
memang dapat dikatakan bahwa hampit tidak pernah psthgamanan
maupun patroli yang dilakukan dari pihak polisi déldl mengingat jauh

dan terpencilnya areal perkebunan sawitini.

5.3  Upaya Penanggulangan Keahatan Kekerasan Menggunakan Senjata
Api  Oleh  Polres Lhokseumawe dan Faktor-Faktor Yang
Mempengar uhinya
Menilik khusus pada kasus-kasus Kejahatan kekerasanggunakan

senjata api yang terjadi di Lhokseumawe pasca Mealsirki selama beberapa

tahun terakhir terhitung sejak tahun 2005 hingdauh 2010 berdasarkan hasil
temuan dan pengamatan peneliti ternyata telahdigg@nurunan jumlah kasus
kejahatan kekerasan menggunakan senjata api diyakilahukum Polres

Lhokseumawe dari tahun ke tahun.

Pada tahun awal pelaksanaan MoU, masih terjadistisk&ejahatan di
tahun 2005 kemudian menurun menjadi masing-masikasis pada tahun 2006
dan tahun 2007. Pada tahun 2008 kemudian melonjakjadi 5 kasus lalu
kembali menurun menjadi 3 kasus pada tahun 2008dasus pada tahun 2010
(Untuk lebih jelas lihat tabel 4.4 bab 4 penuligasis ini). Dari gambaran data

3 Wawancara dengan korban penculikan, Heriyantdvhihammad Ali Makam di Kebub Sawit
milik keluarganya di  Desa Alue Awe Mbang KecaamaGerdong Pase Kabupaten Aceh Utara
pada hari Rabu tanggal 23-02-2011 jam 17.00 Wib
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tersebut, terlihat bahwa terjadi penurunan angkgahkg¢an kekerasan
menggunakan senjata api di wilayah hukum Polrek&dumawe.

Terkait adanya penurunan angka kejahatan kekerasenggunakan
senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawesetart, Kapolres
Lhokseumanwe AKBP Kukuh Santoso, SH, S.lk meniglaspada peneliti
melalui wawancara sebagai berikut :

Untuk menurunkan dan menanggulangi kejahatan keteranenggunakan
senjata api serta memberikan rasa aman bagi maayadthususnya di
wilayah hukum Polres Lhokseumawe, jajaran PolreokkBumawe
termasuk polsek-polsek telah melakukan beberapgaupananggulangan
baik yang bersifat preemtif dan preventif untuk cegah terjadinya
kejahatan, maupun represif sebagai bentuk peninds&telah terjadinya
kejahatan. Adapun tindakan preemtif yang dilakukanisalnya
penyuluhan-penyuluhan hukum terhadap masyarakaj gaakukan baik
secara langsung melalui tatap muka maupun seckialingsung melalui
media massa seperti koran maupun radio. Penyulufiajuga sering
dilakukan bekerjasama dengan TNI maupun aparat jresate dimana kita
sampaikan tentang bahaya dan sanksi hukum bagkengesng memiliki
dan menguasai senjata api tanpa hak apalagi jikgaamenggunakan
senjata api tersebut untuk melakukan kejahatan @enanya kita
mengimbau dan juga melakukan pendekatan dan pemgged terhadap
masyarakat terutama para mantan GAM yang masih gemyesenjata api
agar mengembalikan dan menyerahkan senjata apasegkarela kepada
pihak aparat keamanan baik itu Kepolisian maupun. Tsamping
penyuluhan, kita juga membuat dan menyebarkan nortedpon
pengaduan bagi masyarakat sehingga masyarakat dapatberikan
informasi pada kita tanpa perlu ketahuan identjtasrmengingat
kemungkinan masih adanya rasa takut ataupun tranasyarakat. Dari
sisi preventif kita melakukan kegiatan-kegiatarr@amaupun razia yang
dilakukan oleh Polres dan Polsek ataupun patrali dezia gabungan
dengan TNI ke tempat-tempat yang rawan kejahatamagsémana
kesepahaman bersama yang pernah dibuat antara KddimPolres
Lhokseumawe(Lembaran Kesepahaman Bersama Terlampir). Kita
juga membuat kring wilayah serta melakukan ditettsii terhadap
perkiraan munculnya suatu kejahatan kekerasan rmeaggn senjata api
sehingga bisa dilakukan langkah-langkah pencegkbgmmatan. Dari sisi
Represif dilakukan dalam hal lidik sidik hingga éa$?21 dan diajukan ke
pengadilan maupun melalui tindakan-tindakan kerapoksian yang
dilakukan kepada para pelaku kejahatan secaraureddn sesuai SOP.
Ketiga upaya ini dilakukan sebagai upaya untuk mggalangi dan untuk
menurunkan angka kejahatan kekerasan menggunakgatas@pi serta
untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat.aMgmasa aman
pada masyarakat adalah bersifat relatif, namurkasiikearah sana saya
rasa sudah dapat dirasakan dimana salah satunyatordya adalah
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mulai menurunya kasus-kasus kejahatan kekerasaggueakan senjata
api yang merupakan kejahatan yang sangat meresafasyarakat’

Terkait tindakan preemtif, Kasat Binmas Polres ldmkmawe, AKP
Ramlis menjelaskan pada peneliti :

Untuk mencegah dan menurunkan angka kejahatan gdagli wilayah
hukum Polres Lhokseumawe termasuk didalamnya kijahkekerasan
menggunakan senjata api, maka jajaran polres Lbhokae&e melalui
fungsi Binmas mengedepankan upaya preemtif dimaaah ssatunya
berbentuk penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masytar Dengan
adanya penyuluhan-penyuluhan hukum ini maka dilkarap agar
masyarakat termasuk mantan GAM vyang sudah membalamd
masyarakat menjadi sadar hukum sehingga tidak miedaktindak pidana
bahkan diharapkan mau melaporkan serta bekerjadangan kepolisian
jilka menemukan suatu tindak pidana kejahatan, gghimkhirnya secara
bersama-sama akan turut menjaga keamanan yang tela&ipta
sebagaimana saat ini. Bentuk upaya preemtif lamgydilakukan adalah
menjalin  kemitraan antara kepolisan dan masyarak@em rangka
memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakaa guencegah
terjadinya suatu kejahatan atau kriminalitas melphagram pemolisian
masyarakat atau polmas sebagai salahGednd Strategy POLRI. Fungsi
polmas melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyrakau FKPM ini di
Aceh kita aplikasikan dan dimasukan atau dititipkada Tuha Peut yang
merupakan orang-orang yang dituakan secara adak uményelesaikan
masalah yang ada dalam kehidupan bermasyarakatcel. APenitipan
ataupun pengintegrasian FKPM kedalam Tuha Pewtdalah merupakan
kesepakatan antara Kapolda Aceh dengan Gubernur, AieRA, MPU,
MAA, LSM, dan elemen kemasyarakatan lainya dengktad belakangi
pendekatan terhadap budaya Aceh sendiri. Kesepakadasama ini
(Lembaran kesepakatan terlampir) kemudian dijabarkan dan dijalankan
diseluruh jajaran Polda Aceh, termasuk oleh Polideskseumawe dan
jajaranya dengan mengedepankan satuan fungsi Bisebagai pelaksana
utamany.

Bripka Hamdani, salah seorang Babinkamtibmas Pol&#npang
Keuramat yang merupakan Polsek kategori rawan psa konflik turut
menambahakan :

Untuk penjabaran upaya preemtif, dilakukan upayaze sambang desa
maupun penyuluhan-penyuluhan mengenai hukum, keamdmetertiban
serta himbauan lainya dimana hal ini telah seritekdkan setidaknya 2

> Wawancara dengan Kapolres Lhokseumawe, AKBP Kukahtoso di ruang kerja Kapolres
Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 2-03-2011 ja60\Vib

> Wawancara dengan Kasat Binmas Polres Lhokseumaw®, Ramlis di ruang kerja Kasat
Binmas pada hari Selasatanggal 22-02-2011 jam MiB0
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kali dalam seminggu oleh para Babinkamtibmas ke pkarg-kampung
maupun di desa-desa. Penyuluhuan ini juga seritakukan bersama
dengan Babinsa sebagai bentuk kerjasama antarat &pamanan dimana
hal ini telah berjalan cukup baik. Penyuluhan ydiigerikan tidak selalu
harus bersifat resmi dalam bentuk pertemuan tetepngkali melalui
pendekatan-pendekatan personal seperti saling membsukan maupun
bertukar informasi dengan masyarakat saat dudukidddwarung kopi.
Sebagai aplikasi pelaksanaan polmas melalui keaniteantara kepolisian
dan masyarakat juga telah terbentuk kesepakataarasdmersama-sama
untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah dafaencegah
terjadinya suatu kejahatan kriminalitas. Kesepakatarsama tersebut
dibuat dan ditandatangani secara bersama oleh lBabtibmas, Kepala
Desa, Tuha Peut desa, Kepala Lorong Desa, dan K&tnauda Desa
(Lembaran kesepakatan terlampir). Sejauh ini upaya preemtif berupa
penyuluhan maupun kemitraan polmas untuk menjagan&ean secara
bersama sudah mendapat tanggapan dan dukungarcykmg baik dari
masyarakat

Upaya Preemtif selain dilakukan oleh Satuan Fur®jsimas melalui
Babinkamtibmas juga dilakukan oleh Sat Fungsi katel. Kasat Intelkam Polres
Lhokseumawe AKP Ade Adriansyah Saputra, S.lk meakgt sebagai berikut :

Jajaran Sat Intelkam juga melakukan tindakan préerberupa
pengumpulan data intelejen mengenai kerawanan tuageilui informasi
intelejen sebagai deteksi dini terhadap kemungkimamculnya suatu
kejahatan di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. &sarkan data
Intelijen, daerah yang rawan terjadinya kejahatangdn menggunakan
senjata api adalah daerah-daerah pedalaman yahgdgi jangkauan
aparat keamanan. Untuk itu maka solusi untuk mesgata adalah
dilakukanya upaya secara preemtif oleh Sat Inteugme melakukan
penggalangan-penggalangan terhadap tokoh masyarakath agama,
tokoh adat, dan juga terhadap mantan—mantan komi@fM (KPA)
sehingga bisa dideteksi dan di peroleh informasarge cepat dan akurat
jilka ada indikasi terjadinya suatu kejahatan kek@ma menggunakan
senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumaive.

Adapun bentuk upaya preventif yang dilakukan umhgncegah terjadinya
kejahatan kekerasan menggunakan senjata api diyakilahukum Polres
Lhokseumawe dijelaskan oleh Kasat Sabhara Polrekdgumawe yaitu AKP

Suharmadi sebagai berikut :

% Wawancara dengan Babinkamtibmas Polsek Simpangniar Bripka Hamdani di Polsek
SimpangKeramat pada hari Kamis tanggal 24-02-28a1.32.30 wib

> Wawancara dengan Kasat Intelkam Polres LhokseumaAW® Ade Adriansyah Saputra di
ruang kerja Kasat Intel pada hari Selasa tang@@222011 jam 12.00 Wib
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Kegiatan yang dilakukan oleh sabhara adalah bgvapali menggunakan
kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda ekwguiterah-daerah
yang terbilang rawan dan kurang terpantau sertaa jugelakukan
tindakan-tindakan pengamanan dan penjagaan di -olbjek vital yang
memungkinkan menjadi sasaran para pelaku kejalegparti di bank-
bank atau perusahaan, dan juga melakukan razi@-@dizijalan yang
biasanya dilakukan secara gabungan dengan satogsi flainya di titik-
titik yang rawan akan terjadinya kejahatan guna pexkecil areal ruang
lingkup pelaku kejahatan. Kegiatan-kegiatan patddin razia tersebut
selalu dilakukan secara berkala dan berkesinamiurigerdasarkan
pemetaan daerah rawan dan berdasarkan jam-jam raerfadinya
kejahatan. Memang kegiatan patroli yang dilakukardalerah-daerah
rawan maupun razia-razia yang dilakukan di titkkytang rawan kejahatan
serta upaya penjagaan dan pengamanan terhadapobippskvital tersebut
tidak dapat dikatakan 100 % menghilangkan kejahat@mutama yang
terkait kejahatan senjata api, namun setidaknyairhadlapat dikatakan
sebagai salah satu pencegah terjadinya kejahat@nekalengan adanya
patroli maupun penjagaan dan pengamanan maka kahgoblisi akan
dapat dirasakan oleh masyarakat dan setidaknya d&pat mencegah
terjadinya suatu tindak pidana kejahatan terutagjahlatan menggunakan
senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumaive.

Terkait upaya preventif dari sisi intelejen, Kashitelkam Polres
Lhokseumawe, AKP Ade Adriansyah Saputra, S.lk me&xigen :

Bentuk upaya preventif yang juga dilaksanakan &@etuan Intelejen dan
Keamanan adalah melakukan pengawasan terhadap o@Alvh yang
diduga kuat berpotensi untuk melakukan kejahat&erasan menggunkan
senjata api. Disamping itu intelejen juga membuandataan dan
pemetaan jaringan pelaku kejahatan menggunakaataeyi berdasarkan
informasi yang ada kemudian menindaklanjutinya taoelaupaya
penyelidikan intel guna mengumpulkan baket dimaasilllya kemudian
dianalisa dan diserahkan pada pimpinan untuk digadibahan dalam
membuat kebijakan maupun mengambil keputusan. sanitu dengan
adanya upaya penyelidikan intel yang dilakukanetaus setidaknya sudah
mempermudah kita untuk menyusun rencana maupurnrgemkintelejen
guna melakukan pencegahan terhadap kejahatarisigmieventif.>

Upaya Represif yang dilakukan oleh Polres Lhoksevendi emban oleh
Satuan Fungsi Reskrim dimana upaya ini lebih farpada penegakan hukum

berupa penindakan yang menggunakan upaya paksayaUppresif yang

8 Wawancara dengan Kasat Sabhara Polres LhokseumdPeSuharmadi di ruang kerja Kasat
Sabhara pada hari Selasatanggal 22-02-2011 jard Y6il®)

¥ Wawancara dengan Kasat Intelkam Polres LhokseumaAW® Ade Adriansyah Saputra di
ruang kerja Kasat Intel pada hari Selasa tang@@222011 jam 12.00 Wib
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dilakukan tersebut menurut Kasat Reskrim Polreskkbomawe AKP Galih
Indragiri S.lk adalah sebagai berikut :

Upaya represif dilakukan sebagai bentuk penindaledam hal penegakan
hukum yang dilakukan oleh Sat Reskrim setelah lkggahterjadi. Upaya
yang dilakukan adalah berupa tindakan penyidikaryymulai dari tahap
penyelidikan, tahap penindakan atau upaya paksartsggenangkapan,
penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, tahapriksaaa terhadap
saksi maupun tersangka, serta diakhiri dengan tgemyelesaian dan
penyerahan Berkas Perkara kepada kejaksaan unmidian diadili di
depan pengadilan hingga dijatuhinya putusan pelagagang menyatakan
seseorang bersalah atau tidak dan mempunyai kekbhakaum yang tetap.
Sejauh ini upaya represif atau penindakan dalarsegrpenyidikan dapat
dikatakan sudah cukup baik dan cukup profesioniandartian selama ini
berkas perkara yang kita ajukan selalu dinyatalkemgkap dan bisa
diajukan hingga ke pengadilan sehingga tersanga dijatuhi hukuman.
Adanya penangkapan-penangkapan terhadap para pelagudilanjutkan
dengan pengungkapan perkara hingga pelaku kemddianis seperti ini
setidaknya berdampak pada menurunya angka kejahi¢&erasan
menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres ké&omawe.
Tindakan-tindakan berupa upaya paksa bahkan jugdakan keras
kepolisian yang dilakukan secara terukur sesuai 8@t kita lakukan
juga tidak mendapatkan komplain serta tidak menlka@ugejolak dari
masyarakat ataupun tersangka dalam penerapanyamémbuktikan
upaya-upaya represif yang dilakukan oleh PolreskkBomawe sudah
cukup baik dan bisa diterima oleh masyarakat dglanerapany’

Disamping dilakukan oleh Polres, upaya penanggalankgjahatan juga
dilakukan oleh Polsek-Polsek yang berada dijajaRoires Lhokseumawe
sebagaimana yang diungkapkan oleh Kapolsek Simgangmat, Iptu Poeloeng
Arsa Sidanu sebagai berikut :

Sebagai ujung tombak terdepan yang langsung batsamnt dengan
masyarakat, maka Polsek Simpang Keramat sebagaanbaari Polres
Lhokseumawe dituntut untuk dapat lebih mengoptimallupaya-upaya
penanggulangan kejahatan tersebut. Untuk tingkatiseRo kami

mengutamakan pendekatan-pendekatan terhadap nictydeagan melihat
karateristik masyarakat yang ada sehingga kamihlehengedepankan
tindakan preemtif dan preventif dalam melaksanakarpaya

penanggulangan. Adapun upaya represif juga kamikiEk namun tetap
berkoordinasi dengan Polres karena kejahatan kedkeranenggunakan
senjata api termasuk kejahatan yang menonjol. Dpsagnitu, kami juga
membangun koordinasi yang baik di lingkup wilayamk dengan muspika
seperti Danramil dan Camat serta dengan para tokasyarakat, tokoh

0 Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Lhokseumalte, Galih Indragiri di ruang kerja
Kasat Reskrim pada hari Senin tanggal 28-02-20t11j3.00 Wib
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adat, tokoh agama agama, serta tokoh pemuda yangliadilayah kami
untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertibgraralast luas. Kami
juga meningkatkan pelayanan kepolisian diberbagkiniy dalam melayani
masyarakat sehingga setidaknya hal ini akan dapatbangun kepercayaan
masyarakat terhadap institusi Kepolisian sebagantuile penjabaran
programTrust Building. Dengan adanya kepercayaan masyarakat tersebut
maka diharapkan akan dapat berdampak pada lancamfyranasi yang
diberikan oleh masyarakat pada Kepolisian karensyarakat sudah merasa
aman dan terlindungi oleh Polisi. Dengan demikiaakanakan terbangun
rasa saling membutuhkan antara kepolisan dengaryamsksit sehingga
kemudian secara bersama-sama akan saling menjagaakan dan
ketertiban wilayahnya yang pada akhirnya akan menaimsir terjadinya
kejahatan terutama kejahatan kekerasan menggusakiata api”

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres Lhaksave dan
jajaranya tersebut sedikit banyak memang dapatakka telah mengurangi dan
menurunkan angka kejahatan berdasarkan data-datpdygmukan dilapangan.
Hal ini tentunya juga karena dipengaruhi oleh faktaernal yang mendukung
dari dalam jajaran Polres itu sendiri. Kapolres kseumawe AKBP Kukuh
Santoso, SH, S.Ik mengatakan :

Pada umumnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Palekseumawe
dan jajaran sedikit banyaknya telah berdampak dehgpenurunan angka
kejahatan kekerasan menggunakan senjata api dyalilaukum polres
Ihokseumawe. Hal ini didasari karena adanya faktmg mendukung
secara internal yaitu berupa adanya kemauan anggtt& mau bekerja
keras dan memliki motivasi yang cukup baik dalanmjaenkan tugas dan
tanggung jawabnya walaupun terdapat keterbatasamalisini dalam hal
sarana pendukung. Kemauan ini kemudian didukunggatenadanya
kemampuan yang cukup baik dari anggota itu seddiem melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya dalam artian anggotanaimemi dan

menguasi bidang yang telah menjadi tanggung jawghshya sehingga
hal ini turut mempengaruhi berjalanya upaya-upag@apggulangan yang
telah dilakukan baik preemtif, preventif, maupupresif. Namun masih
terdapat pula faktor-faktor yang dapat dikatakamghambat berjalananya
upaya ini. Contohnya, anggota masih banyak yangushatirubah

mindsetnya karena masih terbawa pada pola-polanganan dengan
suasana konflik sehingga pendekatan terhadap nasyanenjadi kurang
humanis. Hal ini terkadang menyulitkan anggota kntelakukan

pendekatan pada masyarakat guna memperoleh infori8akin itu,

masalah yang cukup klasik tapi sangat berpengatalala masalah jumlah
anggota Polres Lhokseumawe masih jauh dari DSR yhinutuhkan

®1 Wawancara dengan Kapolsek Simpang Keramat, IpaloBog Arsa Sidanu, di ruang kerja
Kapolsek pada hari Kamis tanggal 24-02-2011 jard@ Wib
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sehingga berdampak pada kekeurangan personil umtelaksanakan
tindakan preemtif, preventif, dan represif tersedrhiingga terkadang kita
masih kecolongan karena kita belum mampu secanatikag atau jumlah

untuk menjaga keamanan keseluruhan wilayah hukumire$?o
Lhokseumawe yang mencakup Kota Lhokseumawe dan péaéa Aceh

Utara yang cukup luas. Oleh karenanya Polres Lhokawe juga

membutuhkan dukungan dan kerjasama dari luar isistagpolisan guna
menanggulangi kejahatan kekerasan menggunakanasegaini karena

harus diingat bahwa dinamika penurunan suatu aRkgkainalitas pada

dasarnya tidak hanya bergantung pada upaya Kegpolsemata, namun
juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukungykibaik itu dukungan
dari masyarakat, dukungan instansi terkait lainygpesti TNI dan

pemerintahan daerah, maupun pengaruh situasi dadiskavilayah saat

itu turut mempengaruhi terjadinya penurunan kepnt

Faktor dukungan yang berasal dari luar (eksterRalyes Lhokseumawe
dalam menurunkan angka kejahatan kekerasan menggusanjata api bisa kita
lihat pada upaya-upaya pihak lain diluar aparatd3olLhokseumawe yang telah
turut membantu upaya penaggulangan yang telah uttidak oleh Polres
Lhokseumawe terutama dalam hal bekerjasama padea ygaemtif , preventif,
dan Represif.

Adanya kerjasama di dukung oleh pernyataan Danditi AUT Letkol
Czi. Wahyono yang mengungkapkan :

Keamanan di wilayah Lokseumawe dan Aceh Utara hdalarupakan
tanggung jawab kita bersama, oleh karena itu kaam Hodim turut
membantu dan bekerjasama dengan aparat kepolissem dupaya
mencegah terjadinya kejahatan menggunakan senj@tadiawilayah
Lhokseumawe dan Aceh Utara. Di lapangan, anggo@inkaan Polres
juga melakukan patroli dan razia secara bersam#&umeénjaga keamanan
dan ketertiban wilayah. Pada tingkat yang lebih dawpara Danramil
kami sering berkoordinasi dan saling bertukar imfasi dengan para
kapolsek dalam memantau situasi dan kondisi kammescka-mereka
inilah yang langsung bersentuhan dengan masyatekahma melaui para
Babinsa dan Babinkamtibmas yang biasa langsung tkeu desa-desa
guna memberikan penyuluhan dan mengajak masyavakak ikut serta
menjaga keamanan dan ketertiban. Kami juga menplikgram Binter
dan Komsos dimana dengan program ini mulai Noven20di0 sampai
Januari 2011 kami berhasil mengumpulakan 11 puenjata api berbagai
jenis antara lain 3 pucuk senjata laras panjampuic2k laras pendek, dan 6
pucuk pistol rakitan dari wilayah Lhokseumawe dacelA Utara yang
kami peroleh dari masyarakat maupun mantan GAM yderggan suka

%2 Wawancara dengan Kapolres Lhokseumawe, AKBP Kukahtoso di ruang kerja Kapolres
Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 2-03-2011 ja60\Vib
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rela menyerahkan senjata itu pada kami. Hal inidakhya telah turut
mencegah beredar dan digunakanya senjata api aehrpantan GAM
tersebut sehingga hal ini juga membantu Polres &dakawe dalam
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tabel 5.2

Penyerahan dan Temuan Senjata Api Sisa Konflik
Periode 2010 S/D 2011 di Jajaran Kodim 103 AUT

NO TANGGAL

KETERANGAN

1 15 November 2010

2 18 November 2010

3 27 November 2010

4 16 Desember 2010

5 23 Desember 2010

6 23 Desember 2010

7 26 Desember 2010

8 27 Desember 2010

9 28 Desember 2010

10 20 Januari 2011

Serahan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis 8dan

4 (empat) amunisi diserahkan oleh masyarakat arsX D
Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. AUT

Serahan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jeniseCas
berserta magazen dan amunisi oleh masyarakat aD¥ d
Blang Mee Kec. Samudra Kab AUT

Serahan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjaung A& -

56 dan 35 (tiga puluh lima) butir amunisi oleh marskat
an.X

Serahan 1 (satu) pucuk pistol jenis TT rakitan éras
magazen oleh masyarakat an.X di daerah Geudong Kec.
Samudra Kab. AUT

Serahan 1 (satu) pucuk senjata api pistol Colttaaki
beserta 11 (sebelas) amunisi oleh masy an.X dk Hirau
Kab. AUT

Serahan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistd @&ltan
beserta 6 (enam) butir amunisi oleh masyarakatd dn.
Kemukiman Gleumpang 7 Kec. Matang Kuli Kab AUT
Serahan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistofdKitan
oleh masyarakat an.X

Serahan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistoitarak
beserta 4 (empat) butir amunisi oleh masy an.X di
kecamatan Geurdong Pase Kab AUT

Temuan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jeni
Shoot Gun Cal 20 mm

Serahan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistoraiitan
oleh masyarakat an.X

Sumber : Kodim 103 Aceh Utara

Selain adanya upaya yang dilakukan oleh aparat ddirar kepolisan

seperti yang dilakukan oleh TNI diatas, peranan yavadkat sebagai faktor

pendukung eksternal juga

berperan dalam menururdtegka kejahatan di

wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Upaya yang dikakuoleh masyarakat

dalam mendukung upaya yang dilakukan oleh kepalisisa dilihat melalui

8 Wawancara dengan Dandim 103 AUT, Letkol.Czi. Wattydi ruang kerja Dandim pada hari
Selasa tanggal 1-03-2011 jam 10.30 Wib
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pernyataan salah satu tokoh masyarakat di DesalRgah Kecamatan Simpang
Keramat yaitu Muhibbullah yang merupakan keucikpéta desa) sebagai berikut:

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah penmarkkami, maka
kami secara bersama-sama dengan aparat keamarianT)diPOLRI
bahkan juga bersama dengan mantan GAM yang sudafadndagian
dari masyarakat telah bekerjasama untuk melakukajagaan keamanan
wilayah kami ini secara bersama-sama. Kami jugahtdderkomitmnen
jilka kami menemukan adanya orang asing tidak dikeaag masuk
kampung atau desa kami dengan gejala mencurigat@rpuan kami
mengetahui adanya kejahatan yang terkait senjdatanaka kami akan
melaporkan hal tersebut pada aparat keamanann psstdmaik polsek
maupun koramil. Disamping itu kami juga melaksamatanda siskamling
di lingkungan wilayah pemukiman kami sehingga diip&an hal ini akan
dapat mencegah terjadinya suatu kejaftan.

Salah satu bentuk upaya eksternal yang juga culkeiktifedalam
menekan terjadinya kejahatan adalah sebagaimang tgdah dilakukan
oleh instansi swasta seperti oleh PT Satya Aguafyvé&, Humas PT Satya
Agung mengatakan :

Setelah MoU agar para mantan kombatan tidak latakokan hal-hal
seperti pada masa konflik maka kami kemudian memcobtuk
merekrut para mantan kombatan GAM yang baru kelaarhutan dan
turun gunung tersebut untuk menjadi karyawan dagewai di PT.
Satya Agung ini. Diantara mereka kemudian ada yaegjadi satpam,
ada yang menjadi mandor, dan ada yang menjadi @eg&engan
adanya mereka bekerja dalam PT Satya Agung ini nsekdaknya
kami telah turut memberikan lapangan pekerjaan lpaga mantan
GAM tersebut sehingga mereka tidak menganggur aetkbnflik.

Dengan demikian setidaknya hal ini mungkin telalt imenyumbang
terhadap penurunan angka kejahatan yang dilakukelim mantan
GAM dengan alasan ekonomi karena tidak ada pekerjgermasuk
didalamnya kejahatan kekerasan menggunakan sempjdta

Dari sisi penegakan hukum dalam lingkup eksternalalni adanya
kerjasama dan koordinasi yang baik antar CJS tuige memberikan andil bagi
menurunya angka kejahatan kekerasan menggunakgetasapi dalam artian

dengan adanya koordinasi ini maka para pelaku ddipatkan untuk kemudian

diberikan sanksi pidana sehingga menjadi contolukumtara “calon” pelaku

® Wawancara dengan Kepala desa Paya Lepah Keca®atgmang Keramata, Muhibbulah di
Polsek Simpang Keramat pada hari Kamis tangga0222011 jam 14.00 Wib

% Wawancara dengan Humas PT. Satya Agung, Sofyd®iTdBatya Agung pada hari Sabtu
tanggal 26- 02-2011 jam 16.00
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lainya untuk tidak melakukan kejahatan yang samengdgan telah kondusifnya
situasi keamanan di wilayah hukum Polres Lhokseumpasca MoU Helsinki,
maka hukum sudah dapat kembali ditegakan dan siptadilan pidana sudah
dapat dilakukan di wilayah hukum Lhokseumawe kareetah kembali
lengkapnyanya unsur-unsur dalam CJS mulai Kepalig{@jaksaan, Pengadilan,
dan Lembaga Pemasyarakatan sehingga akan memgeroekanisme dalam
penegakan hukum sehingga memunculkan adanya daknieghukum dimata
masyarakat. Akibatnya kondisi hukum di wilayah Bsllihokseumawe dapat
dikatakan telah berjalan sehingga setidaknya alkgratdmencegah orang untuk
kembali melakukan kejahatan jika dibandingkan misaflik dimana hukum
tidak berjalan.

Beberapa gambaran faktor eksternal diatas memdaky tiapat dipungkiri
telah menjadi faktor pendukung yang sangat perigj Polres Lhokseumawe
dalam melakukan upaya penanggulangan terhadapktipi#ana kejahatan
kekerasan menggunakan senjata api dimasa damaa past) Helsinki ini.
Bagaimanapun juga, untuk dapat menjalankan upaganggulangan kejahatan
baik preemtif, preventif, dan juga represif terdgebacara secara efektif dan
efesien, maka Polres Lhokseumawe selain mengedapdkuatan internalnya
sendiri selaku aparat penegak hukum terdepan,Hags membangun kerjasama
dengan berbagai pihak diluar instansi kepolisiahagai untuk mendapatkan
dukungan eksternal dari segenap komponen masyadat aparat lainnya
sehingga mampu memelihara keamanan dan ketertibasyamakat serta
melindungi masyarakat dari berbagai tindakan yamgdimensi kejahatan,
terutama kejahatan kekerasan menggunakan senjataelplui berbagai strategi

penanggulangan kejahatan.
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BAB 6
PEMBAHASAN DAN IMPLIKASI TEORITIS

Pada bagian ini peneliti akan membahas berbagaidan penelitian yang
bersumber dari wawancara (informan), pengamatanpuoradari data sekunder
yang diperoleh dari berbagai dokumen yang penelitiukan selama penelitian
berlangsung sebagaimana telah dipaparkan padadbaiengenai gambaran
kondisi dan terutama pada bab 5 mengenai fenomejehdtan kekerasan
menggunakan senjata api dengan menggunakan bettagsep dan teori yang

dipakai sebagai pisau analisis.

6.1  Pemicu Munculnya Kejahatan Kekerasan M enggunakan Senjata Api

di Wilayah Hukum Polres L hokseumawe Dalam Tinjauan Teoritis

Dari hasil temuan peneliti melalui wawancara maupengumpulan data-
data, pemicu munculnya kejahatan kekerasan menggnrsznjata api di wilayah
hukum Polres Lhokseumawe secara kasat mata padmyaslisebabkan karena
masih beredarnya senjata api sisa konflik sertanymd&esenjangan ekonomi
akibat masih tingginya angka kemiskinan pendudu&miskinan yang masih
cukup tinggi dan masih belum dapat dituntaskan dahtenderung meningkat
persentasenya sebagaimana temuan penelitian padayak berdampak dalam
tatanan kehidupan perekonominan masyarakat, teautdomgi masyarakat
kalangan kelas bawah (termasuk para mantan GAMppdsU Helsinki.

Latar belakang masalah ekonomi ini merupakan ssédiln faktor penyebab
timbulnya suatu kejahatan. Kondisi-kondisi sepketimiskinan atau pengangguran,
pada akhirnya memicu sebagian masyarakat terutaang fperasal dari kelas
bawah, termasuk yang merupakan oknum mantan GAMukukemudian
melakukan berbagai tindak kejahatan guna memenuhtutan kebutuhan
ekonominya. Parahnya lagi kejahatan yang dilakullah para oknum mantan
GAM kalangan kelas bawah tersebut dilakukan demganggunakan senjata api
sisa konflik yang masih mereka miliki sebagai sarapendukung aksi mereka
sehingga hal ini kemudian menimbulkan keresahaanddehidupan masyarakat

di wilayah hukum Polres Lhoksumawe.
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Asal usul senjata yang beredar di Aceh, seperttirdiskandar Hasan,
menarik dirunut ulang. Meskipun sejak damai, alemyglundupan senjata tak
terdengar lagi, tapi pada masa konflik diduga nbsanjata sempat beredar di
sana. Iskandar Hasan menyebut sekitar seribu aesigd konflik masih beredar
di Aceh. Meskipun sejak MoU Helsinki diteken 20@&n 840 pucuk senjata
dimusnahkan oleh GAM, Iskandar mengatakan sangaigkmu sisanya masih
berada di tangan warga. Mereka, kata Iskandar,aanggengembalikan karena
dulu senjata itu dibeli mahal. “Saya pernah menjédpolres di Aceh Utara.
Mereka (GAM) membeli senjata Rp30 juta sampai Rp#8 per pucuk,” ujar
Iskandar®®

Apa yang diungkapkan oleh Iskandar Hasan tersemngas sesuai dengan
realita yang ditemui oleh peneliti. Sejauh ini,dsgarkan keterangan para pelaku
kejahatan yang disadur dalam BAP maupun dari kegamra para nara sumber
yang ada dilapangan, senjata api yang digunakdnpzlea mantan oknum GAM
tersebut dalam melakukan aksi kekerasan menggunsi@ata api di wilayah
hukum Polres Lhokseumnawe pasca MoU Helsinki bedeaa senjata api sisa-
sisa konflik Aceh yang tidak diserahkan oleh sedagiknum GAM pada AMM
untuk dimusnahkan.

Namun demikian, sesungguhnya tidak tertutup keminag pula bahwa
senjata api yang beredar di Aceh dan kemudian digam untuk melakukan
kejahatan kekerasan bersenjata di Aceh saat irdrbe&ija sebatas senjata-senjata
sisa konflik tetapi juga merupakan senjata-serjata yang dibeli pasca konflik
dari jaringan peredaran gelap senjata api. Sebagdoh nyata adalah adanya
penjualan senjata api oleh dua orang oknum POLRjiabalogistik Mabes
POLRI ke jaringan TERORIS yang ada di Aceh sebarB&lpucuk senjata api
sepanjang Juni 2009 sampai dengan Maret 2010. Bumas urusan logistik di
Mabes Polri itu melego empat pucuk AK 47, 11 pudikl15 (sejenis M 16 ), dua
pucuk M58 (sejenis AK 47), 6 pucuk revolver, 2 gmraremington cal 22, 1
pucuk pistol challenger, 2 pucuk pistol jenis bravgy 19.999 ribu butir peluru,
dan 72 magazeti.

% diunduh dari http://archive.kaskus.us/thread/z81Z7
67 ila;
ibid
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Terlepas dari adanya kemungkinan bahwa senjatayapy beredar di
Aceh saat ini bukan saja merupakan senjata sistikkoamun juga ada indikasi
kemungkinan merupakan senjata-senjata api yang tieli setelah konflik,
peneliti melihat berdasarkan temuan penelitianpdifgan bahwa senjata yang
digunakan oleh oknum mantan GAM untuk melakukaatkajan lfukan terkait
TERORISME-ACEH) masih merupakan senjata api sisa konflik yangiimas
banyak beredar di Aceh sebagaimana yang dikatakeln kandar Hasan
(mantan Kapolres Lhokseumawe, dan saat ini menjgbpblda Aceh) diatas.
Adapun pelaku kejahatan kekerasan menggunakant@aegayang terjadi pasca
MoU Helsinki seperti penculikan dengan meminta $gimy perampokan, dan jual
beli senpi tersebut sejauh temuan peneliti adalaminuntuk alasan ekonomi dan
dilakukan oleh para oknum oknum mantan GAM darakghn masyarakat kelas
bawabh.

Disamping alasan ekonomi, sebenarnya ada pula duggava kejahatan
kekerasan tersebut dilakukan oleh sebagian oknuntama@&AM tersebut sebagai
wujud kebencian mereka terhadap pemerintah ak#sat trauma berkepanjangan
yang mereka alami semasa konflik bersenjata di Aksbencian dan dendam
akibat kelihangan sanak saudara maupun keluargaasserkonflik dengan
pemerintah tersebut tidak pupus begitu saja sefgatiamaian MoU. Sebagian
dari oknum GAM itu ada kemungkinan melakukan akgakatan tersebut untuk
meimbulkan keresahan dan bertujuan menjatuhkanweibgemerintah karena
tidak mampu mengatasi kejahatan bersenjata yapaditeti Aceh. Jika situasi
menjadi tidak kondusif, tentunya pemerintah akamlaligagal dan pada akhirnya
Aceh akan kembali bergejolak. Hal ini memang meuokenh kajian yang jauh
lebih mendalam lagi karena peneliti belum menemukdanya indikasi ini
berdasarkan hasil temuan penelitian dilapangan. udamiemikian, menurut
peneliti alasan ini patut dipertimbangkan pula.

Adapun indikasi yang menguatkan bahwa pelaku k&ah&ekerasan
menggunakan senjata api yang terjadi di wilayakuhu Polres Lhokseumawe
adalah merupakan oknum mantan GAM yang berasalkddangan masyarakat
kelas bawah ini didapatkan berdasarkan hasil gemrelmaupun berdasarkan

pengamatan dan juga pengalaman penulis yang teddmara langsung dalam
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menangani perkara kejahatan kekerasan menggunekgtasapi yang terjadi di
wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

Dari hasil wawancara dengan berbagai narasumberpumathasil
pemeriksaan secara verbal melalui Berita Acara Rksaan (BAP) terhadap para
pelaku kejahatan kekerasan mengggunakan senjabai&pyang telah tertangkap
maupun yang belum tertangkap hampir seluruhnyatddigatakan berasal dari
kelompok oknum mantan GAM dari golongan masyar&iedds bawah. Dalam
berbagai kasus kejahatan yang telah terungkap maspdang dalam proses
penyelidikan oleh Polres Lhokseumawe, para pelajahlatan yang merupakan
oknum mantan GAM tersebut berasal dari lapisanskedavah yang telah terbiasa
dengan kekerasan sebagai produk budaya kelas I{bowash class culture).

Hal yang menguatkan pandangan peneliti bahwa pkrano mantan
GAM yang merupakan pelaku kejahatan kekerasan nuem@gn senjata api
tersebut berasal dari kelompok masyarakat kalakgtas bawah selain dilihat
dari status ekonominya maupun lingkungan tempajgtinya yang cenderung
ada di daerah pinggiran juga bisa dilihat dariustagiendidikan yang dimiliknya.
Dari hasi pendataan terhadap pelaku kejahatan &skermenggunakan senjata
api yang telah ditangkap dan diproses secara hukem Polres Lhokseumawe,
diperoleh gambaran bahwa para pelaku yang merupaleantan GAM tersebut
ternyata memiliki tingkat pendidikan yang rendabasggaimana tabel berikut :

Tabe 6.1
Tingkat Pendidikan Tersangka
Kasus K ekerasan Menggunakan Senjata Api Tahun 2005-2010

PENDIDIKAN
TAHUN  JUMLAH TSK
SD SMP SMA  SARJANA

2005 - - - -

2006 1 1 -

2007 1 - - 1

2008 11 9 1 1

2009 17 7 3 7

2010 2 1 - 1
TOTAL 32 18 4 10

Sumber : Sat Reskrim Polres Lhokseumawe
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Mengacu pada rendahnya tingkat pendidikan daria manum mantan
GAM vyang terlibat dalam tindak pidana kejahatan ékakan menggunakan
senjata api yang telah ditangkap, disamping renghtingkat kehidupan
perekonomian para oknum GAM yang merupakan pakpeiejahatan tersebut,
maka menurut peneliti dapat dikatakan bahwa parmmkmantan GAM yang
melakukan kejahatan kekerasan menggunakan sergat@racbut berasal dari
kalangan kelas bawah.

Secara teoritis, didalam masyarakat kelas bawaderasan atau kejahatan
atau penyimpangan dapat dikaji melalui 6 proposigiremis optional yaitu
trouble, toughness, smartness, excitement, autonomy, danfate sebagaimana yang
telah dikemukakan oleh Walter B. Miller (1983)

Adapun menurut analisa peneliti, premis yang fertangan kejahatan
kekerasan menggunakn senjata api yang dilakukam @t@um mantan GAM
yang berasal dari kalangan kelas bawah tersebbatéer pada 4 premis saja,
antara lain adalah :

* Trouble dalam hal ini dapat diartikan bahwa para oknum Gxpamg
berasal dari kalangan masyarakat kelas bawah tdrdelah terbiasa
untuk melakukan tindakan mencari gara-gara sepaitnbuat keributan
dan kerusuhan melalui teror, melakukan tindakagaitan anarkis dan
destruktif seperti pembakaran kantor milik instgpsmerintah, maupun
melakukan berbagai bentuk kejahatan kriminalitagyéa seperti
penculikan, pembunuhan, dan penyerangan terhadapatagebagai
bentuk perlawanan terhadap penguasa (aparat peamefl) maupun
pemerasan-pemerasan, penculikan, dan juga perampeksadap kelas
menegah (masyarakat dengan tingkat ekonomi yanly kebik dan juga
perusahaan-perusahaan) pada masa konflik berlaggSetelah konflik
berakhir, kebiasaan mereka dalam mencari gara-tgnsebut telah
menjadi suatu budaya dalam kelompok GAM kelas basahingga
sehingga kemudian kembali dilakukan oleh sebaggainmereka karena
tuntutan ekonomi. Bentuk mencari gara-gara &tawble yang dilakukan
oleh para pelaku yang merupakan GAM kalangan ketagah pasca

MoU ini oleh peneliti dijabarkan sebagai mencarraggara dengan
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aparat Kepolisian Polres Lhokseumawe (pihak persguasaupun
dengan kelas menengah (masyarakat yang memilikdigpgan ekonomi
lebih baik) dimana tindakan mencari gara-gara ydifakukan tersebut
berupa melakukan kejahatan kekerasan menggunakgiasapi seperti
penculikan dengan meminta tebusan maupun perampalkargan
sasaran masyarakat kelas menegah sehingga pareu petgahatan
tesebut harus berhadapan dengan penegak hukum pgisi sebagai
penguasa. Tindakan yang dilakukan oleh oknum ma@#@&al tersebut
walaupun merupakan kejahatan namun tidak dianggap oleh GAM
kalangan masyarakat kelas bawah lainya, namumujusierupakan
kewajiban sosial, sekaligus upaya yang wajar untm&mperoleh
pengakuan sebagai penentu status mereka dalam gataga. Hal ini
dikarenakan tindakan tindakan kekerasan menggunsdaata api yang
dilakukan tersebut sudah menjadi budya bagi keldm@&M yang
merupakan kalangan kelas bawah semasa konflik ggdibukan hal
yang tabu jika masih tetap dilakukan setelah kkrdkrakhir walaupun
tujuan yang ingin dicapai dalam konteks mencaraggra tersebut telah
mengalami perubahan motif.

Toughness dalam hal ini menurut peneliti dapat diartikan esgdo
kenekatan ataupun ketangguhan ataupun keberamagndylakukan oleh
para pelaku oknum mantan GAM yang merupakan masyaielas
bawah tersebut dalam melakukan aksi kejahatan &ekemenggunakan
senjata api yang tinggi resikonya hingga berulkaly dimasa damai
pasca MoU Helsinki. Ketangguhan yang ditunjukanhobara pelaku
yang merupakan mantan GAM kalangan kelas bawah isadtukan
hanya sebatas ketangguhan dalam bentuk ketaharkekamtan fisik
seperti pada masa-masa mereka terlibat berbagaktikekerasan dalam
konflik yang lalu. Dalam analisa peneliti, ketanggno tersebut lebih
pada bentuk ketangguhan mereka untuk berdiri Sestaleim melakukan
aksi kekerasan atau kejahatan pada masa pasca md&dréna mereka
tidak lagi dapat berlindung dibalik KPA (wadah mamtGAM) seperti
pada masa konflik dahulu dimana mereka bisa benigdibalik GAM
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dalam melakukan aksinya, sehingga jika merekangkip oleh aparat
maka mereka harus siap menanggung semuanya targpdaaduan
maupun perlindungan dari KPA karena tindakan yalakukan tersebut
ada diluar tanggung jawab KPA. Dalam analisa pgnefial ini
memberikan gambaran dan pencitraan bahwa merekap ctangguh
untuk tetap dapat eksis melakukan berbagai kejah&@kerasan
menggunakan senjata api sebagaiman yang perrakiukiin pada masa-
masa konflik namun tanpa perlu mendapatkan dukungeupun
perlindungan dari organisasi KPA maupun sesamanreidean mantan
GAM lainya seperti pada masa konflik dulu. Dalaatl keberanian, ini
diukur dari tingkat kejahatan dan seringnya mermak#akukan kejahatan
yang tinggi resikonya seperti kejahatan kekerasanggunakan senjata
api ini. Sebagai contoh real dari hasil penelitisgalompok BH yang
merupakan mantan GAM kelas bawah adalah termasuk ygakup
sering melakukan kejahatan kekerasan menggunakgeias@pi dimana
salah satunya adalah penculikan dengan menggursskgata api. Ini
diperkuat dengan keterangan korban penculikan yagupada peneliti
yang menyebutkan bahwa kelompok BH ini cukup seridan
berpengalaman dalam melakukan penculikan. Sedangkéem hal
kenekatan, mereka ini termasuk cukup nekat untukngamtakan
perlawanan termasuk perlawanan dengan menggunag@jates api
terhadap aparat kepolisian bahkan jika perlu samegagka mati. Khusus
mengenai hal ini telah dibuktikan oleh peneliti ggrernah beberapa kali
terlibat langsung dalam perlawanan dan kontak tergatara pihak
Polres Lhokseumawe dengan para pelaku hingga daddr@rapa kasus
berujung pada kematian pelaku akibat adanya penlamkontak senjata.
Smartness dalam hal ini dapat diartikan sebagai sebuah kialaatau
kemampuan untuk mengambil keuntungan melaui kdaandi kelicikan
yang dilakukan oleh oknum GAM kalangan masyarakatask bawah
dalam memuluskan aksinya. Hal ini dijabarkan olemybis dalam
bentuk kemampuan oknum GAM kalangan masyarakats kbkwah

tersebut untuk mengelabui dan menipu aparat petabrin.embaga
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AMM, dan juga organisasi GAM itu sendiri pada spahyerahan dan
pemusnahan senjata api sesuai kesepakatan MoU alimesreka
ternyata tidak menyerahkan senjata yang ada padaagaun malah
menanam/menyimpan dan menyembunyikanya. Pada mas#ikk
berakhir atau pasca MoU, hal tersebut kemudianlidegikan dengan
kemampuan mereka untuk mengambil/membongkar kentieatipat

senjata tersebut disembunyikan untuk kemudian digam dalam
melakukan berbagai macam kejahatan menggunakaataeapi dan
kemudian menanam kembali /menyembunyikan kembajatetersebut
setelah menjalankan aksinya ataupun dengan menjdah

menyewakanya sehingga keberadaan senjata api uerselbagai salah
satu barang bukti kejahatan menjadi sulit dilacHkl ini diperkuat

dengan hasil temuan penelitian dimana para pela§ah&tan yang
merupakan para oknum mantan GAM tersebut mengatuvé mereka
memang memiliki dan menguasai senjata api hasilkasflik yang tidak
diserahkan sebagaimana pengakuan para pelakuis&Ber§H, dan S
yang telah disadur oleh peneliti sebelumya dalamP BFersangka.
Disamping itu contoh lain dari kecerdasan merekandanelakukan aksi
kejahatan terlihat dari adanya kemampuan membu@npanaan dan
pembagian tugas untuk mempermudah pergerakan medekam

menjalankan aksi kejahatan dengan menggunakantaempa tersebut
sebagaimana hasil pengakuan pelaku seperti R dakim TSK yang

telah disadur oleh peneliti.

Autonomy dalam hal ini dapat diartikan sebagai penolakagala
macam kontrol dan pembatasan-pembatasan dari &lemgok pelaku
kejahatan yang merupakan oknum mantan GAM kalamgasyarakat
kelas bawah. Hal ini terlihat dengan tidak mau waa para oknum
mantan GAM kalangan kelas bawah itu baik oleh pertar bahkan
oleh organisasi KPA sebagai wadah mantan GAM indise Mereka
tidak lagi mau diatur dan menolak segala macam rébnserta

pembatasan-pembatasan yang ada sehingga mereka aghdnya
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memiliki sifat kemandirian dalam melakukan berbadegjahatan

kekerasan menggunakan senjata api tersebut.

Para pelaku kejahatan kekerasan menggunakan sapjatang terdiri dari
oknum mantan GAM dari kalangan masyarakat kelasahaersebut sebagaimana
yang telah dijelaskan diatas, memiliki kebudayaelak bawah yang sarat dengan
kekerasan baik pada masa konflik maupun pada neaskals konflik. Kekerasan
demi kekerasan yang telah mereka alami ataupun tgdatg mereka lakukan pada
akhirnya menimbulkan perasaan tidak takut lagi psdaksi maupun norma-
norma hukum yang berlaku. Akibatnya dalam keadegekan dan frustasi akibat
kemiskinan dan tuntutan untuk dapat hidup layakanakidah saja bagi mereka
untuk berprilaku menyimpang dan melakukan suatabepn untuk mencapai
tujuan mereka yaitu materi/ekonomi, apalagi paddaksanaanya mereka
memiliki sarana yang sangat mendukung aksi tersebtut senjata api.

Secara teoritis, kejahatan kekerasan meggunakamataeapi yang
dilakukan oleh oknum mantan GAM kalangan masyarakédis bawah tersebut
bisa terjadi karena adanya pengaruh struktur sdqsa@ial structure) yang
menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semuatamgo tanpa memberi
sarana yang merata untuk mencapainya sebagaimagalijyalaskan oleh Robert
K. Merton yang mengaitkan kejahatan dengan anomie.

Mengacu pada penjelasan Merton sebagaimana digefipTopo Santoso,
didalam suatu masyarakat yang berorientasi kelaserkpatan menjadi yang
teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sandditsanggota kelas bawah yang
mencapainya. Kesempatan untuk meningkat dalamngmgasial memang ada,
tapi tidak tersebar secara merata. Seorang anak lghir dari sebuah keluarga
miskin dan tidak berpendidikan, misalnya tidak mpereleh peluang untuk
meraih posisi atau profesional sebagaimana dimalitlak yang lahir dari sebuah
keluarga kaya dan berpendidikan. Keinginan-keingimatuk meraih tujuan yang
sama (meraih kemakmuran dalam arti kekayaan) pidtianga dapat membawa
pada penyimpangan. Masalahnya, menurut Mertonaladstruktur sosial yang
membatasi akses menuju tujuan (berupa kesuksesalajuimegitimate means
(seperti pendidikan tinggi, bekerja keras, konék$uarga). Anggota-anggota dari
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kelas bawah khususnya terbebani sebab mereka jamhula dari belakang
dalam lomba meraih sukses tersebut dan mereka-benar haruslah orang yang
sangat berbakattglented) atau sangat beruntung untuk mencapainya (Topo
Santoso dan Eva Achyani Zulva, 2004 : 61-64). Akiba, keinginan untuk
mendapatkan peningkatan secara sosial dalam arteaih kemakmuran atau
kesuksesan kemudian dilakukan melalui penyimpampgayimpangan dalam
bentuk inovation, ritualism, retreatism, danrebellion.

Terkait dengan dilakukanya tindakan kejahatan leda@ar menggunakan
senjata api oleh para oknum mantan GAM yang berdssal kalangan kelas
bawah sebagai sebuah cara untuk mendapatkan topgsnenuhi kebutuhan
materi/ekonomi, peneliti cendrerung melihat balpeayimpangan yang terjadi
adalah merupakan bentuknovation dimana para pelaku tetap meyakini
kesuksesan yang berupa pencapaian kehidupan yalgdacara ekonomi namun
untuk mencapainya beralih menggunakiegitimate means atau sarana-sarana
yang tidak sah yaitu melakukan kejahatan kekerasanggunakan senjata api
untuk memenuhi tujuan kesuksesan tersebut.

Penyimpangan tersebut terjadi karena adanya strustsial cocial
structure) yang membatasi akses para oknum mantan GAM igrsebtuk
mencapai tujuan (berupa kesuksesan ekonomi dan emelep penghidupan yang
layak) melaluilegitimate means (seperti pendidikan tinggi, kemampuan atau
keahlian kerja, dll).

Hal ini dapat dijabarkan bahwa para oknum mantarMGdari kelas
bawah tersebut dapat dikatakan tidak mampu mendejaan mereka untuk
memperoleh kesuksesan ekonomi maupun kehidupan heya$x pasca MoU
karena mereka rata-rata tidak memiliki tingkat péikdn maupun keahlian yang
memadai untuk dapat digunakan dalam bekerja danpeeteh posisi yang layak
di lembaga-lembaga maupun instansi pemerintah wasta setelah masa konflik
berakhir. Berdasarkan pengalaman dan pengamatagitpeéerhadap beberapa
pengungkapan perkara semasa peneliti masih berdinBslres Lhokseumawe
maupun dan dari hasil BAP para pelaku yang telatartgkap maupun masih
DPO, diperoleh bukti kuat bahwa tingkat pendidikana pelaku yang merupakan
oknum mantan GAM kelas bawah ini rata-rata tidakaSMA, bahkan banyak
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yang SD saja tidak tamat karena tidak mampu melemu sekolah akibat
ketiadaan biaya dan hidup dalam kesulitan ekonbrdikasi ini diperkuat dengan
temuan data mengenai rendahnya tingkat pendidikaa jpelaku oknum mantan
GAM yang telah tertangkap (lihat tabel 6.1 pada Batenulisan tesis ini) dan
juga hasil penyaduran BAP para pelaku oknum mar@®M yang sudah
tertangkap tersebut seperti AR hanya tamatan STHankatan SMP, S tamatan
SD, dan SH yang hanya sekolah cuma sampai kel&s 1 S

Disamping berpendidikan rendah, kemampuan dan ieeahiereka juga
bisa dikatakan sangat minim sehingga mereka rédatrdak mampu bersaing
untuk bekerja, padahal pada masa setelah TsunaniVidd ini, Aceh termasuk
Lhokseumawe sedang giat-giatnya membangun daet@hgga menyediakan
cukup banyak lapangan pekerjaan. Namun karena metelak memiliki
keahlian, yang menurut penulis bisa jadi akibdakgrlama hidup dalam situasi
konflik hingga tidak mampu dan tidak sempat menjpéal&eahlian lain selain
berjuang mengangkat senjata untuk GAM, pada akhigstelah konflik usai
mereka tidak memiliki kemampuan dan keahlian kepapun sehingga kemudian
mereka rata-rata menjadi pengangguran ataupun kegara serabutan. Dalam
kondisi yang demikian mereka kemudian dihadapkada p@alita bahwa pada
masa damai pasaca MoU ini, perekonomian sudah nibgiedenyut lagi dan
masyarakat maupun beberapa rekan-rekan mereka sasamian GAM serta
pimpinan mereka di GAM dulu sudah ada yang mampsaiey untuk mulai
mendapatkan pekerjaan kembali sehingga dapat h&hgk, berkecukupan,
memiliki posisi, serta memiliki kehidupan yang laydibandingkan mereka.

Akibat ketidak mampuan para oknum mantan GAM #atangan kelas
bawah tersebut untuk bersaing untuk mencapai tyguggrsebut maka munculah
kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh bijgaya sukses) dan apa yang
dimungkinkan oleh struktur sosial (yaitegitimate means yang terbatas) yang
pada akhirnya menempatkan para okmum mantan GAMa@ngan masyarakat
kelas bawah tersebut dalam kead&main (keadaan tegang/tertekan) sehingga
pada akhirnya mereka kemudian melakukan penyimparggbagai bentuk
inovation berupa kejahatan kekerasan menggunakan senjatanti mencapai
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tujuanya secara tidak sah/illegal karena tujuangyarereka inginkan tersebut
tidak dapat dicapai melalui sarana-sarana yand. lega

Tindakan penyimpangan atau kejahatan yang dilakusdei oknum
mantan GAM tersebut pada dasarnya juga dipengdarigan adanya pilihan dari
diri si pelaku sendiri untuk melakukan kejahatatauapenyimpangan tersebut
menurut penilaian dan pilihanya berdasarkan kewgamndan kerugian/resiko
yang akan dihadapinya dalam melakukan kejahatarerisan menggunakan
senjata api tersebut sebagaimana penjabaran delarinpilihan rasional atau
rational choice theory.

Peneliti melihat bahwa kejahatan yang dilakukarh obdknum mantan
GAM tersebut dilakukan sesuai konsep dasar dalampéihan rasional James S.
Coleman yaitu bahwa para pelaku sebaador memiliki pertimbangan yang
cukup matang dalam melakukan aksinya dalam ar@a pelaku kejahatan ini
terlebih dahulu membuat pertimbangan-pertimbanganara matang untuk
meminimalisir resiko sebagai bentuk kerugian yangngkin terjadi dalam
melakukan aksinya. Contoh realnya adalah pelakahtehempertimbangkan
keuntungan berupa waktu kejahatan dilakukan, mysalmenculikan dilakukan
pada saat-saat situasi di sekitar korban sepitsgpeg dilakukan oleh kelompok
BH ataupun melakukan perampokan diwaktu malam bkebagaimana yang
dilakukan oleh SH dan MA. Peran pelaku sebagai raki@mam melakukan
tindakan tersebut harus didukung pula denganber daya yang ada padanya
yaitu kemampuan/pengalaman untuk melakukan kekenzsag dimiliki dan juga
adanya kepemilikan senjata api sebagai saranaipeng aksi kejahatan tersebut
sehingga pencapaian tujuan (penculikan, perampo#fthnyntuk mendapatkan
uang) akan relatif lebih mudabh.

Keputusan pelaku untuk melaksanakan kejahatanbigrgaga sejalan
denga apa yang diutarakan Beccaria bahwa pelakuiliiekehendak bebas
untuk melakukan atau tidak melakukan kejahatanelerts dimana hal ini
dijabarkan oleh peneliti bahwa para pelaku melakukaahatan tersebut tanpa
adanya paksaan pada dirinya akan tetapi murni sdsngan keinginanya pribadi
untuk mencapai tujuanya setelah mempertimbangkatungn dan ruginya

kejahatan tersebut dilakukan.
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Para pelaku juga telah memperhitungkan dan berp@iwa mereka akan
mendapatkan keuntungan materi/uang dari kejahtarg yauh lebih banyak
sehingga jikapun mereka tertangkap hal itu dipagdarkanlah merupakan suatu
masalah karena setidaknya keuntungan (uang yamgotih) jauh lebih bernilai
dibandingkan dengan sanksi yang diterima jika neerektangkap. Seandainya
pun mereka tertangkap, mereka yakin bahwa merdkit aikan dipenjara dalam
waktu yang lama. Sesuai dengan pengamatan pepehta rata-rata hukuman
yang dijalani oleh para pelaku kejahatan menggumaemjata api yang telah
tertangkap pasca MoU rata-rata dibawah 5 tahunhadd@jahatan yang mereka
lakukan ini merupakan kejahatan yang berat dan sabkan masyarakat, namun
entah kenapa hukuman yang dijatuhkan pada par&uwelawilayah hukum
Lhokseumawe selalu berkisar dibawah 5 tahun.

Menurut asumsi dan analisa peneliti, kurang makisiyaa penuntutan
maupun penjatuhan lamanya masa hukuman sebagasisaidana yang
dijatuhkan oleh jaksa dan hakim mungkin terkait géan masih adanya “rasa
trauma saat konflik” pada jaksa maupun Hakim jikaus berhadapan dengan
anggota GAM apalagi yang terlibat dalam kasus ledar menggunakan senjata
api. Asumsi peneliti ini diperkuat dengan hasimtan peneliti melalui
wawancara dengan Jaksa dan Hakim yang mengaksihnaala intimidasi
terhadap mereka yang dilakukan oleh kelompok ma@@N yang berhadapan
dengan hukum/terlibat pidana dalam proses peragilatimasa damai ini,
walaupun intensitasnya lebih sedikit jika diban#iag pada masa konflik. Hal ini
menurut peneliti sedikit banyaknya akan mempengapgmuntutan maupun
penjatuhan putusan mengenai lama tidaknya sanksiidpeaan yang akan
dijalani oleh para pelaku meskipun hakim dan jakemgatakan bahwa hal itu
tidak mempengaruhi mereka dalam melakukan penuntetaupun penjatuhan
putusan hukuman.

Disamping meyakini tidak akan menjalani masa penati@am waktu
yang lama, para pelaku yang merupakan para oknumtam&AM ini juga tidak
merasa takut menjalani kehidupan penjara karen@ljean dalam penjara dirasa
tidak mengancam mereka. Hal ini sesuai dengan gambgng ada di Lapas

Lhokseumawe dimana para pelaku yang merupakan okmamtan GAM tersebut
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ternyata bisa membaur dengan tahanan lain, batdajuga yang arogan dalam
Lapas sebagaimana penjelasan Kalapas Lhoksemaweppaeéliti. Penjara bagi
para pelaku yang merupakan mantan kombatan GAMNu tédbeklah begitu
menakutkan bagi mereka yang telah terbiasa hiddgndauasana kekerasan
semasa konflik dahulu.

Karena manfaat-manfaat atau keuntungan yang dkkpa atau
diharapkan dianggap lebih banyak dan menguntungikandingkan kerugian-
kerugian yang diperkirakan akan dihadapi, maka kbamu para pelaku
mengambil keputusan untuk menjalankan suatu kejabé&dbagai suatu pilihan
yang rasional bagi mereka. Peneliti mencoba untunggambarkan pola

pemikiran pelaku meneganai mengapa kejahatan tdrakhirnya dilakukan oleh

para pelaku yang merupakan mantan oknum GAM tetsaiagai berikut :

Tabel 6.2
Analisa Gambaran Pola Pikir Pelaku Dalam M embuat Pilihan Rasional

NO KEUNTUNGAN KERUGIAN

1. Memiliki senjata sehingga akan menaikaKarena memiliki senjata api, maka tidak tertutup
motivasi dan mental pelaku. Disamping itkemungkinan aparat akan melakukan tindakan
korban dipastikan tidak akan melawan sakéras (tembak ditempat jika pelaku nekat
pelaku beraksi menggunakan senjata api.melawan)

2.  Mendapatkan uang dalam jumlah besdasuk penjara jika tertangkap, namun waktu
jika berhasil melakukan kejahatan tidak akan lama

3.  Memiliki kemampuan dan pengalamandentitas menjadi mudah dikenali karena adanya
dalam melakukan kejahtan/kekerasan yamgi khas berupa kemampuan/keahlian tersebut
diperoleh sejak masa konflik sehingga resiko tertangkap semakin besar

4. Melakukan kejahatan secara berkelompdkembagian uang hasil kejahatan menjadi lebih
atau minimal melakukan kejahtan berdusedikit karena harus dibagi namun lebih
sehingga dapat dapat membagi tugas gupaikdaripada tidak mendapatkan apa-apa
mempermudah pelaksanaan aksi kejahatan

5. Pasca MoU Helsinki, kejahatan yandPasca Mou Helsinki hukum sudah dapat berjalan

dilakukan adalah murni pidana sehinggsebagaimana mestinya dan pelaku sudah dapat
aparat yang kemudian menjadi lawadijerat hingga diajukan ke depan pengadilan
untuk dihadapi oleh para pelaku tidak lagierdasarkan UU yang berlaku.

seperti pada masa konflik karena lawanya

hanyalah POLRI tanpa TNI mengingat

lingkup pidana adalah domain POLRI.
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6.2  Praktik Kgahatan Kekerasan Menggunakan Senjata Api di Wilayah

Hukum Polres L hokseumawe Dalam Tinjauan Teoritis

Dari hasil penelitian baik berupa data dan dokunmeaupun hasil
wawancara, peneliti mendapatkan gambaran bahwahdteja menggunakan
senjata api yang terjadi dan menonjol di wilayalkum Polres Lhokseumawe
antara lain meliputi pembunuhan, penculikan, pe@ap, dan jual beli senjata
atau kepemilikan senjata api illegal. Kejahatarakaejan tersebut kemudian
dikategorikan sebagai sebuah bentuk kejahatan &sker karena dilakukan
dengan sasaran individu dengan tidak mengenal Jeatesskelamin, umur, status,
maupun etnis sebagaimana konsep kejahatan keketasaitibaskara (2002)

Kejahatan kekerasan sesungguhnya merupakan salakudespesies dari
violence. Pengertian istilahcriminally violence (Conrad, John) darcriminal
violence, sesungguhnya hanya merujuk pada kejahatan-kejahettentu saja :
pembunuhan nfurder), perkosaan r@pe), penganiayaan berataggravated
assault), perampokan bersenjatarined robbery) dan penculikan kidnapping)
(dikutip dari Clinard & Quinney, 1973 : 24)

Praktik kejahatan kekerasan menggunakan senjatayam terjadi di
wilayah hukum Polres Lhokseumawe pada dasarny&uttidan oleh para pelaku
yang merupakan oknum mantan GAM tersebut secararssis dan terencana
dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang aand melakukan aksi
kejahatan tersebut.

Secara teoritis, praktik atau proses terjadinyaalatjan kekerasan
menggunakan senjata api ini sangat relevan dengan Kegiatan Rutin yang
dikemukakan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Fel$enri ini menyatakan
bahwa kejahatan terjadi diakibatkan adanya 4 (engt@nen dasar, yaitu : waktu,
tempat, obyek, dan individu yang mendorong sesgoraelakukan kriminal.
Selain empat faktor tersebut, Cohen dan Folsen nugiayebutkan 3 faktor yang
menjadi variabel pendorong terjadinya sebuah tindakinal. Tiga variabel itu
adalah : motivated offenders (calon pelaku yang termotivasi/terangsarsgitable
targets of criminal victimization (sasaran yang empuk), daapable guardian
(ketiadaan penjagaan/pengamanan yang lemah).

% Dikutip dalam Romli Atmasasmitdeori dan Kapita Selekta Kriminologi.PT Refika Aditama.
Bandung. 1992 hal 67
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Dalam konteks proses terjadinya praktik kejahatamkekasan
menggunakan senjata api, peneliti menjabarkan babalam menjalankan
aksinya pelaku sebagai individu harus mampu memyusencana untuk
menentukan waktu yang tepat untuk melakukan kegahatempat yang tepat
untuk melakukan kejahatan, serta menentukan aasdau objek (orang atau
harta benda) yang tepat sebagai calon korban l@ekidas kebiasaan rutin atau
rutinitas yang biasa dilakukan oleh korban sehingkmn memunculkan peluang
untuk melakukan aksi tersebut.

Rutinitas korban dalam hal ini berperan sangat ipgntlalam proses
terjadinya kekerasan menggunakan senjata api eba@i contoh real terkait
hasil penelitian ini, kebiasaan korban Her sudapeldjari sebelumnya oleh
Kelompok BH termasuk R sebelum aksi dilakukan sgdienR dan kelompoknya
yang dipimpin oleh BH setelah mengetahui kebiasadim korban kemudian
meyusun rencana untuk tempat dan waktu pelaksapaaoulikan tersebut
dengan menyesuaikan kebiasaan/rutinitas korbam ymtla hari Jumat disaat
korban dikebun dan situasi kebun sawit pada saatatam keadaan sepi karena
pegawai sedang jumatan. Begitu juga yang penefiiut dalam kasus penculikan
lain terhadap korban Ob (anak karyawan PT Arun NGLhokseumawe) yang
diculik oleh P yang merupakan kelompok AR, modusiyga hampir sama
dimana kebiasaan korban yang suka balapan motanmbhbri juga dipelajari
sehingga korban kemudian diculik pada saat sedangknong didaerah line pipa
sebelum balapan motor. Dalam kasus lain, misaleyarppokan bersenjata yang
dilakukan olenh SH bersama MA juga dilakukan tetHeldahulu dengan
mempelajarai kebiasaan dan tempat yang biasa dghitakorban untuk
menurunkan muatan barang di salah satu toko lamagganpada malam hari
sehingga pelaku kemudian dapat melaksanakan akasmpekan. Untuk kasus
kejahatan kekerasan menggunakan senjata api laaparti pembuhan juga
seperti itu, dimana kebiasaan rutinitas atau aksvirutin korban dipelajari
terlebih dahulu baru kemudian setelah didapatkaktwgang tepat dan lokasi
yang tepat kemudian segera disesuaikan denganskebikorban dan kemudian
korban dihabisi.
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Dari beberapa kejadian praktik kejahatan kekerasanmggunakan senjata
api yang merupakan hasil temuan penelitian tersédnglambar jelas bahwa harus
terdapat kaitan antara individu, waktu, tempat, déjek atau sasaran untuk
berada pada saat yang bersamaan yang didapaséaa rutinitas yang ada
sehingga keempat elemen itu akan bertemu dan pek#i@an menjadi
terangsang/termotivasi untuk melakukakan aksinya.

Setelah rangsangan untuk melakukan kejahatan munelh pelaku akan
melihat bahwa korban adalah merupakan sasaran gamguk yang akan
menghasilkan uang/menguntungkan, mudah dikuasan tidak mungkin
melakukan perlawanan. Untuk mencapai sasaran seimua yang diharapkan,
pelaku akan kembali melihat peluang yang bisa digan dalam melakukan
kejahatan untuk mendapatkan sasaran yang empebter®eluang yang dimiliki
oleh pelaku bisa berbentuk macam-macam. Pada Kesabatan kekerasan
menggunakan senjata api yang dilakukan oleh oknuemtdh GAM maka
peluang seperti adanya kemudahan melakukan kepakarena telah memiliki
senjata api, memiliki pengalaman maupun keahlidandamelakukan kejahatan
kekerasan menggunakan senjata api semasa komdtile, adanya dukungan dari
pelaku oknum mantan GAM yang sama-sama merasa ilse(lzerasal dari
kalangan kelas bawah lainya) dalam bentuk adangasSesna baik perorangan
maupun ikatan kelompok yang akan memudahkan metalean mencapai atau
mendapatkan sasaran yang sudah ditetapkan secesamie Dalam proses
pelaksanaanya maka akan dibuat suatau perencarmankemudian akan
dilakukan pembagian tugas seperrti siapa yang akamculik, siapa yang akan
menyekap, siapa yang akan meminta tebusan, siganyamegang senjata, siapa
yang merampok, siapa yang mengawasi situasi,sglhingga peluang yang ada
dalam upaya mendapatkan sasaran yang empuk tadietkpg dapat terjaga.

Setelah memiliki peluang-peluang tersebut, kebddraspara pelaku
oknum mantan GAM ini dalam melaksanakan aksinyaulumhencapi target
(sasaran) yang dituju tergantung pada sistem paajggengamanan dan
penegakan hukum yang ada. Jdapable guadians-nya yaitu aparat keamanan
dalam hal ini kepolisian tidak ada untuk melindutgiget atau sasaran yang
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empuk tadi, maka hal ini akan memudahkan para okmuemtan GAM
melaksanakan kejahatannya.

Sebenarnya masalah ketiadaan penjagaan,dalamildifiitikan sebagai
ketiadaan aparat kepolisian, pada jam-jam rawandakrah-daerah rawan
disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnyaajumpérsonil yang mampu
mengawasi maupun melakukan patroli ke daerah-daerahn pada jam-jam
rawan. Selain keterbatasan jumlah personil yangnbelesuai dengan DSP Polres
Lhokseumawe (lihat Tabel 4.3 pada Bab 4 dalam jpgamlTesis ini), sulitnya
pemantauan juga dikarenakan luasnya wilyah hukulne®bhokseumawe.

Terkait dengan permasalahan ketidaan penjagaaraptaat, para pelaku
oknum mantan GAM tersebut dalam hal ini cukup lidahana mereka akan
memanfaatkan ketiadaan penjagaan keamanan olelat abapolisian untuk
melakukan aksinya. Mereka mengetahui bahwasanyai pidiak akan mungkin
selalu ada di tempat-tempat tertentu pada jam-@teritu atau malah sebaliknya
mereka mengetahui bahwa polisi hanya akan adahai@iu pada tempat-tempat
tertentu dan pada jam-jam tertentu karena adanygasbdetasan pada kepolisian itu
sendiri. Para oknum mantan GAM tersebut juga kemmdnengawasi dan
mempelajari rutinitas dari kegiatan polisi sehinggala saat mereka melakukan
aksinya mereka sudah bisa memperkirakan bahwagbtlak akan ada di tempat
itu atau pada waktu itu sehingga para oknum ma@iaNl tersebut bisa leluasa
melakukan kejahtan kekerasan menggunkan senjatasgna telah terpenuhinya
3 variabel utama dari teori Cohen dan Felson irtuymotivated offenders (calon
pelaku yang termotivasi/terangsangyjtable targets of criminal victimization
(sasaran yang empuk), daapable guardian (ketiadaan penjagaan/pengamanan

yang lemah).

6.3  Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Menggunakan Senjata
Api  Oleh Polres Lhokseumawe dan Faktor-Faktor Yang
Mempengar uhinya Dalam Tinjauan Teoriris
Dalam temuan peneliti, upaya penanggulangan ydaguitian oleh Polres

Lhokseumawe dalam menanggulangi kejahatan kekemas@mggunakan senjata

api yang terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumgwasca MoU Helsinki
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terhitung mulai tahun 2005-2010 dapat dikatakanupukerhasil dengan baik
dalam artian telah mampu menurunkan angka kejahaieerasan menggunakan
senjata api (lihat Tabel 4.4 pada Bab 4 penulisais ini).

Upaya penanggulangan kejahatan yang oleh dilakuéi@h Polres
Lhokseumawe tersebut secara teoritis telah sesugash konsep penanggulangan
kejahatan menurut POLRI yaitu melakukan tindakamcpgahan dan penindakan
terhadap suatu kejahatan. Upaya pencegahan kejalaventif) terbagi dua
yaitu prevetif langsung dan preventif tidak langgpreemtif). Sedangkan upaya
penindakan dilakukan melalui upaya represif.

Menurut Awaloedin Djamin, upaya-upaya pencegahagerptif pada
dasarnya dapat dikatakan merupakan perkembangan peéanolisian agar
masyarakat sadar dan taat hukuniaw( abiding citizen) dan agar anggota
masyarakat berpartisipasi dalam pencegahan langganogun dalam peningkatan
kualitas hidup masyarak&t.

Mengacu pada apa yang diungkapkan Awaloedin Djaensebut, peneliti
melihat bahwa upaya yang dilakukan oleh Polres kbokawe pada dasarnya
telah mengarah pada hal tersebut. Ini bisa ditllaédm temuan penelitian dimana
sudah adanya partisipasi masyarakat untuk teribeara langsung dalam upaya
pencegahan melalui kegiatan ronda siskamling dayaihinya untuk menjaga
keamanan wilyah maupun telah adanya peran aktiikumbembantu aparat
kepolisian melalui komitmen bersama antara tokohsyawakat dengan
babinkamtibmas. Ini menunjukan bahwa sedikit banyakupaya preemtif yang
telah dijalankan oleh Polres Lhokseumawe melalbirdeamtibmas tersebut telah
berjalan cukup baik dan dapat diterima oleh masgdyaterutama melalui
program polmas atau pemolisian masyarakat. Dengdamya peran serta
masyarakat secara aktif untuk taat pada hukum ybaedaku dan juga
berpartisipasi untuk menjaga keamanan dan ketartibaka setidaknya hal ini
akan mengurangi niat seseorang untuk menjadi “calelaku kejahatan” di
wilayah tersebut. Hal ini dapat diindikasikan sebamuah keberhasilan kegiatan
preemtif yang dilakukan oleh Polres Lhokseumawek braelalui pembinaan,

penyuluhan, pendidikan, dan kemitraan terhadap anakst.

®Tulisan Awaloedin tentang Manajemen Operasional RIQkebagai Ukuran Keberhasilan) 2009
dalam Kumpulan Tulisan Prof.Dr.Awaloedin Djamin, MRJakarta. 2010. Hal 2
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Dalam hal upaya preventif, peneliti juga melihabwasanya kegiatan-
kegiatan preventif yang telah dilakukan berupakgitelini terhadap munculnya
potensi kejahatan yang kemudian ditindak lanjutiahue tindakan pencegahan
secara langsung seperti patroli, razia, pengamananpun pengawasan terhadap
daerah-daerah rawan juga sedikit banyaknya telamba&a dampak terhadap
penurunan angka kejahatan kekerasan menggunaljatasan di wilayah hukum
Polres Lhokseumawe. Keberadaan dan kehadiran pdiisitengah-tengah
masyarakat dapat dikatakan sebagai sebuah tindakaregahan dalam bentuk
show a force, artinya dengan adanya kehadiran polisi menunjukahwa
“kekuatan hukum” berada disitu sehingga akan memnahsir terjadinya
kejahatan karena orang tentunya tidak mau melakk&gmmatan jika ada polisi di
sekitarnya karena akan memudahkan mereka untuiekstidan tertangkap.

Tindakan-tindakan seperti patroli, pengaman, peagaw, maupun razia
yang dilakuan oleh anggota Sabhara Polres Lhokssanterhadap daerah dan
tempat-tempat rawan serta terpencil menunjukarsetsi kehadiran polisi dalam
memberikan rasa aman bagi masyarakat dan juga operusng gerak bagi para
pelaku kejahatan kekerasan menggunakan senjata Bemikian juga dengan
adanya deteksi dini yang dilakukan oleh intelejeird3 Lhokseumawe dimana
berdasarkan data-data yang ada maka kemudian kilakpengawasan secara
melekat pada orang-orang maupun tempat-tempat yamgn akan potensi
kejahatanan kekerasan menggunakan senjata apitsealiiyaknya akan dapat
menjadi bahan masukan dalam mengambil suatu tindakauk pencegahan
kejahatan. Kegiatan-kegiatan upaya preventif dalonsep penanggulangan
kejahatan oleh Polri ini pada dasaranya juga didakwleh seluruh polisi di dunia
sebagaimana yang juga dijelaskan oleh O.W Wils@6@ L dalam tindakan
preventif berupdnspecrional Services danRoutin Patrol.

Dalam hal upaya represif, tindakan yang dilakukaleh o Polres
Lhokseumawe menurut peneliti juga sudah berjaldwugibaik dan berdampak
pada penurunan angka kejahatan kekerasan menggusetata api yang terjadi.
Ini dapat dilihat pada temuan penelitian dimanaupukanyak senjata api yang
terlibat kejahatan yang dapat di sita oleh apaegioksian Polres Lhokseumawe

melalui upaya represif yang dilakukan oleh funggEs&se Kriminal. Cukup
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banyaknya kasus yang terungkap juga menunjukarkasdiini dimana sejak
tahun 2005 s/d tahun 2010 terjadi 20 kasus kejahleé&erasan menggunakan
senjata api dan sebanyak 11 kasus telah terun@dapun harus diingat dari 9
kasus yang tidak terungkap, 7 diantaranya terjadagahun 2005 pada saat masa
transisi perdamaian pasca MoU dimana hukum belupersginya berjalan.
Namun sejak tahun 2006 s/d 2010 dapat dikatakapin@@mua kasus terungkap
dan pelakunya tertangkap sehingga kemudian bigakdia kedepan pengadilan
dan dijatuhi sanksi pidana sehingga berdampak feagalinya penurunan angka
kasus kejahatan kekerasan menggunakan senjatdndikasi ini menunjukan
bahwa upaya represif dalam hal penyidikan yanditdilakukan oleh kepolisian
dapat dikatakan memiliki dampak terhadap penuramagka kejahatan
Bentuk tindakan represif yang dilakukan oleh SatskrRen Polres
Lhokseumawe tersebut adalah berupa proses penegakam melalui proses
penyidikan tindak pidana. Adapun tindakan-tindakgang dilakukan dalam
melakukan proses penyidikan tindak pidana tersabengacu pada Buku
Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses PenyidikaaR Pidlana sebagai berik{t:
1) Penyelidikan
2) Penindakan
a) Pemanggilan
b) Penangkapan
c) Penahanan
d) Penggeledahan
e) Penyitaan
3) Pemeriksaan
a) Saksi
b) Ahli
c) Tersangka
4) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
a) Pembuatan Resume
b) Penyusuan Berkas Perkara
c) Penyerahan Berkas Perkara

0 Mabes Polri. Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujin Proses Penyidikan Tindak Pidana.
Jakarta.2001. hal 9
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Tindakan represif yang dilakukan oleh Polres Lhoksawe dalam hal
penyedikan proses tindak pidana tersebut pada rda@sguga serupa dengan
tindakan kepolisiargervices Called For sebagaimana yang diutarakan oleh O.W
Wilson. Perbedaanya hanyalah pada peraturan-pangberundang-undangan dan
lingkungan antar negara. Secara umum fungsi rdpkepiolisian bersifat non
yustitial seperti melakukan penindakan terhadamnugaran maupun bersifat
yustisial seperti melakukan tindakan terhadap m@dejahatan dan berkaitan
langsung dengan sistem peradilan pidanian{nal justice system)

Disamping tindakan represif dalam bentuk prosesyigdé@n terhadap
pelaku kejahatan hingga jatuhnya putusan pidan&keamdian pelaku menjalani
proses pemidaanan penjara, dalam beberapa kasdasadwman hasil temuan
peneliti maupun pengalaman peneliti saat masihit@esdsebagai Kasat Reskrim
Polres Lhokseumawe terkait penanganan kasus kejahakekerasan
menggunakan senjata api di wilayah hukum Polrekédomawe, upaya represif
yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Lhokseumgwga terkadang
mengharuskan seorang polisi melakukan tindakanstegau tindakan keras
kepolisian. Tindakan tegas ataupun tindakan kemgsollsian dalam bentuk
penggunaan kekuatan kepolisian melalui penggunerjata api terhadap para
pelaku kejahatan kekerasan yang menggunakan seajatanau tidak mau
terkadang harus digunakan oleh kepolisian mengkegsglamatan nyawa anggota
kepolisian juga menjadi salah satu taruhanya data@akukan penangkapan
terhadap para pelaku yang terbilang cukup nekatakTijarang dalam upaya
penangkapan terjadi kontak senjata antara polisgale pelaku kejahatan yang
notabene merupakan oknum mantan GAM yang cukupatiterl dalam
menggunakan senjata sejak masa konflik, sehingd@ngia dalam beberapa
kasus mengakibatkan tewasnya para pelaku kejahataebut akibat kontak
senjata saat dilakukan penggerebekan atau penargteghadap mereka.

Namun tindakan tegas maupun tindakan keras keégolidalam hal
menggunakan senjata api saat melakukan penangkean beriko tinggi ini
harus dilakukan secara tepat dan terukur sesugjadeSOP dimana terhadap
pelaku kejahatan yang dapat menimbulkan bahayanmsmcduka parah atau

kematian terhadap anggota POLRI atau masyarakatjutgn membahayakan
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keselamatan umum, maka dapat digunakan penggura@atas api dengan
didahului tembakan peringatan sebagaimana mengada pasal 15 Perkap
Kapolri No 1 tahun 2009 Selama langkah-langkah tersebut diikuti, maka
tindakan keras dan tegas kepolisian dalam penggukekuatan senjata api
sebagai salah satu bentuk upaya represif tersapat dibenarkan secara hukum.

Agar dapat menjalankan upaya-upaya penanggulangejahdtan

kekerasan menggunakan senjata api secara efektifetissien, maka Polres
Lhokseumawe harus memperhatikan berbagai faktok liaiernal maupun

eksternal yang dapat digunakan sebagai sarana lpemglikkeberhasilan upaya
penanggulangan tersebut. Terkait hal ini, pengigéncoba menganalisa faktor-
faktor terebut melalui konsep penanggulangan meémaiter C. Reckless (1961)
sebagai berikut :

a) Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum, meliputi
pemantapan organisasi, personel dan sarana-sarana untuk
menyelesaikan perkara pidana.

Faktor ini merupakan faktor internal dari Polresokfeumawe sendiri
dimana untuk melakukan upaya-upaya preemtif, préyelan represif
telah dilakukan sesugob discription masing-masing fungsi kepolisian
yang berada dalam struktur organisasi Polres Lhurkaee sebagai
bentuk pemantapan dan profesionalisme kinerja sstaaian fungsi
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam laekga upaya
penanggulangan tersebut. Beberapa bentuk upayangmran yang
telah dilakukan tersebut antara lain dilakukan clatuan-satuan fungsi
yang berada didalam jajaran Polres Lhokseumawe agarin juga
Polsek didalamnya melalui satuan-satuan fungsirsegsuan fungsi
Binmas untuk pelakasanaan upaya tindakan preesaitjan fungsi
Sabhara untuk tindakan prefentif, satuan fungselkam untuk
tindakan preemtif dan preventif, serta satuan fulRgskrim untuk
tindakan represif. Pembagian tugas dan wewenangmdaatuan-
satuan tersebut untuk menjalankan upaya penanggrakejahatan

tersebut tidak terlepas dan tetap mengacu padar@edorganisasi dan

"' peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Ind@néNomor 1 Tahun 2009 Tentang
Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepoilisian.
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tata cara kerja satuan-satuan organisasi POLRI ptwgkat
kewilayahan pada lampiran C mengenai POLRE®al ini
mengindikasikan bahwa Polres Lhokseumawe juga teiatakukan
pemantapan organisasi dalam hal pemantaplardiscription dalam
meningkatkan kemampuan kerja anggota Polres Lhoksee sesuai
dengan satuan-satuan fungsinya. Dampaknya adafsbngéanggota
kemudian memahami dan menguasi bidang yang telahjaat
tanggung jawab tugasnya sehingga hal ini turut nesmgaruhi
berjalanya upaya-upaya penanggulangan baik daldnpdmcegahan
kejahatan (preemtif dan preventif) maupun dalaah genindakan
kejahatan (represif) secara efektif dan efesienkaie konsep ini,
maka sarana-sarana untuk menyelesaikan perkaraapikiejahatan
kekerasan menggunakan senjata api di wilayah huk®ofres
Lhokseumawe (terutama dalam hal represif terkaihypkesaian
perkara pidana) telah dapat berjalan dengan baik mtafesional
karena memang ditangani oleh aparat yang khususangeani hal
tersebut yaitu penyidik kepolisian.

b) Perundang-undangan yang dapat berfungs menganalisa dan
membendung keahatan dan mempunyai jangkauan ke masa
depan.

Konsep yang kedua ini menurut analisa peneliti daherupakan
salah satu faktor pendukung eksternal dalam berdukungan
perangkat perundang-undangan terhadap kerja kigmosbagaimana
yang diamanatkan oleh Undang-Undang dalam kaitadgagan
peradilan pidana dimana dalam kasus-kasus kejakt&kerasan
menggunkan senjata api umumnya masih tetapa mekaguUHP,
KUHAP dan berbagai undang-undang tertentu lainyatdena yang
terkait kejahatan bersenjata yaitu UU Darurat Nadtin 1951. Dari
hasil temuan peneliti melalui wawancara dengan ipdnyPolres

2 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Ind@nélo. Pol : Kep/54/x/2002 tanggal 17
Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Cara Keajman-Satuan Organisasi POLRI Pada
Tingkat Kweilayahan (Lampiran C: Polres)
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Lhokseumawe maupun Kajari Lhokseumawe dan Haking&uan
Negri Lhokseumawe, pada masa pasca MoU ini penerpaum
terhadap pelaku kejahatan kekerasan menggunakgetasepi yang
dilakukan oleh mantan GAM sudah tidak terpaku daakt lagi
mengacu pada pasal mengenai makar dalam KUHP aaggamana
yang selalu digunakan pada masa konflik dahulu.gBerperubahan
situasi dan kondisi maka hukum dan perundang-uratang
menyesuaikan dengan situasi yang ada. Dengan adsamerapan
hukum yang tepat dan tidak pukul rata seperti miata maka
dukungan dalam peraturan perundang-undangan teautdelam
penerapan pasal-pasal yang sesuai sudah dapaip#der sehingga
lebih tepat sasaran dan diharapkan akan lebih dapateberikan efek
jera terhadap para pelaku. Sebagai perbandingamatabaran, pada
masa konflik semua kejahatan kekerasan menggurgmata api baik
itu penculikan, perampokan, pembunuhan, dll dipukate dengan
menggunakan pasal mengenai tindakan makar sajaneapasal 108
ayat 1 KUHP yang ancamanya paling lama adalah Bontgpenjara
sebagaimana berikut:

(1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, digpaiamy lama
lima belas tahun :
1. Orang yang melawan pemerintah dengan senjata
2. Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indones
menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada
gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata.

Sedangkan pada masa pasca MoU terhadap kejahatamasan
menggunakan senjata api digunakan pasal berlagiantieing jenis
kejahatanya misalnya penculikan (333 KUHP) Atawap®gokan (365
KUHP) atau pembunuhan (340 KUHP) ditambah denganddtuirat
No 12 tahun 1951 sehingga ancaman sanksi hukumeygadi lebih

berat. Dalam UU Darurat No 12 tahun 1951 sanksuhukerhadap
kepemilikan senjata api secara illegal/tidak sais@inya senjata api
sisa konflik yang digunakan oleh oknum mantan GAMtulk

3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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melakukan kejahatan) sudah dapat dikatakan jauhh |dierat
sebagaimana bunyi pasal 1 yaitl :

Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indomesmbuat,
menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau ofvenc
menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai pexsedadanya
atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangku
menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkaimdanesia
sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahadageldihukum
dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumuwp hadau
hukuman penjara sementara setinggi-tingginya duhgahun.

Dari gambaran dan analisa terhadap konsep inis jeldihat bahwa
penerapan UU saat ini jauh lebih efektif dan efestari segi

pemberatan sanksi hukumnya sehingga sedikit baggaktapat
membendung maupun menekan atau mengurangi terga#gjghatan
kekerasan menggunkan senjata api. Penerapan peteldrs MoU ini

menurut analisa penulis lebih memiliki jangkauadéqan yang lebih
baik karena hukum telah dapat berjalan dan ditegaebagaimana
mestinya sehingga penerapan perundang-undanganadnelabih

maksimal dan dirasakan lebih memberikan efek femgi pelaku

kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di dessai pasca
MoU Helsinki ini karena sanksi hukum yang dihadgpiauh lebih

berat.

c) Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-
Syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana.
Dalam pandangan peneliti, konsep yang ketiga igajmerupakan
faktor yang mendukung dari sisi ekternal terutamei dsistem
peradilan pidana atau CJS dimana pada masa darmsea pdoU
Helsinki ini para aparat penegak hukum telah lepg&eperti sedia
kala sehingga mekanisme peradilan khusunya terheas kejahatan
kekerasan menggunakan senjata api dapat segekaadiékan secara

cepat, tepat, murah dan sederhana dan berjalarassfe&tif dan jauh

" Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No 12ufiah951 Tentang Tentang Mengubah
"ordonnantietijdelijke byzondere strafbepalingestb(. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang
Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Universitas Indonesia

Fenomena tindak..., Ricky Purnama Kertapati, Pascasarjana Ul, 2011.



118

lebih baik dibandingkan penaganan kasus yang saatk pnasa
konflik lalu. Dampaknya adalah timbulnya kepastinokum dan
tegaknya hukum dalam masyarakat yang pada akhmgm@unjukan
bahwa hukum di Lhokseumawe telah berjalan sehingghaku
kejahatan kekerasan menggunakan senjata api sgegalakan “sedikit
lebih berhati-hati” maupun “mengurangi intensitagaktanya” karena
menyadari bahwa hukum telah berjalan melalui adaekanisme
peradilan di wilayah hukum Polres Lhokseumawe s ini bukan
lagi seperti masa lalu saat para pelaku kejahatarg ynerupakan
oknum mantan GAM tersebut bisa berbuat dan bekinsiesuka
hatinya karena ketiadaan aparat penegak hukum (@as) tidak
berjalanya mekanisme peradilan di wilayah hukum tresl

Lhokseumawe sebagaimana hasil temuan peneliti lpsiol4.

d) Koordinasi antara aparatur penegak hukum dan aparatur
pemerintah lainya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya
guna dalam penanggulangan kriminalitas’kejahatan.

Konsep keempat ini menurut peneliti sangat memabarilefek
dukungan yang sangat signifikan dari sisi ekstedaédm mendukung
upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh e®olr
Lhokseumawe. Indikasi nyata dari hal ini adalahngdakoordinasi
yang baik antara Polres Lhokseumawe dan jajaraeygah Kodim
103 AUT dan jajaranya. Kerjasama tersebut antanablarupa patroli
bersama yang dilakukan melalui kesepahaman ber@diad Polres-
Kodim) maupun koordinasi dilapangan antara sateabatvah yaitu
Polsek dengan Koramil, juga koordinasi antara bamtibmas dan
babinsa dalam melakukan penyuluhan dan pengawasdesd-desa
dan kampung-kampung. Adanya kerjasama yang baik juga
diperlihatkan dengan adanya upaya Kodim 103 AUTikimembantu
kepolisian dalam menurunkan angka kejahatan kekenaenggunkan
senjata api. Indikasi ini dapat dilihat dengan gdamenyerahan senjata

api sisa konflik oleh masyarakat maupun oleh ma@&M kepada
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pihak TNI sebagai salah datu bentuk BINTER yangkiikan oleh
Kodim 103 AUT. Apa yang telah dilakukan oleh TNI leng Kodim
103 AU ini disadari atau tidak, menurut analisaes telah ikut
membantu kepolisian dalam mencegah terjadinya &&ahkekerasan
menggunakan senjata api. Dengan diserahkanya larbagjata api
sisa konflik tersebut oleh masyarakat artinya tetaBminimalisir
adanya peredaran senjata api illegal sisa konfik drtinya telah
mengurangi potensi penyalahgunaan senjata apibtérsBisamping
kerjasama dengan TNI, terdapat juga kerja sama ymailg antara
kepolisian dengan aparat pemerintah lainya, misabfiylevel Polres
Lhokseumawe dan jajaranya sudah ada koordinaskelggmsama yang
baik antara muspida maupun muspika untuk secarsafpersama
menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukunire®o
Lhokseumawe. Untuk level yang lebih tinggi juga audcada MoU
untuk menjaga keamanan bersama melalui MoU antaapolda
dengan aparatut pemerintah lainya seperti GubeBfRIRA, dll untuk
menitipkan FKPM sebagai perwujudan polmas kedalarhaTPeut
dimana kebijakan di level Polda ini kemudian dijdaa oleh

jajaranya termasuk Polres Lhokseumawe.

e) Partisipas masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan
penanggulangan kriminalitas.
Konsep yang terakhir dari Walter C. Reckless irgaumerupakan
faktor yang mendukung dari sisi eksternal. AdangéekKibatan dan
partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya peoérgan
kejahatan kekerasan menggunakan senjata api setzagaihasil
temuan peneliti adalah merupakan bukti nyata bahuwEaya
penanggulangan kejahatan terutama melalui upayantifreyang
dilakukan oleh babinkamtibmas melalui polmas teapacthasyarakat
telah berhasil dengan baik sehingga imbasnya keanudemunculkan
kesadaran dari dalam diri masyarakat untuk ikupdisipasi secara

aktif dalam upaya pencegahan kejahatan, termasudalagnnya
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kejahatan kekerasan menggunkan senjata api. Adaagesipasi ini
juga dibuktikan dalam skala yang lebih luas olelsunnmasyarakat
dimana dalam hal ini berdasarkan temuan penelitkdkan oleh pihak
perusahaan PT Satya Agung yang turut terlibat adeagsung dalam
tindakan aktif dalam bentuk melakukan perekutarhaeap para
mantan kombatan GAM yang ada di wilayahnya untukeha di PT
Satya Agung tersebut sehingga hal ini sedikit blnya telah
mengurangi angka pengangguran dari kalangan maativi kelas
bawah di daerah sekitar PT Satya Agung dan padangihhal ini
sedikit banyaknya telah ikut menurukan potensaténya kejahatan di

wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

Dari beberapa gambaran faktor internal maupun eidate yang
mendukung diatas, memang tidak dapat dipungkiriwaatiaktor-faktor ini
memiliki peran yang cukup signifikan dalam membantipaya-upaya
penanggulangan kejahatan kekerasan menggunakantasespi ayang telah
dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal ini e®lrLhokseumawe dan
jajaranya.

Namun satu hal yang perlu diperhatikan, faktotdaknternal maupun
eksternal tersebut menurut analisa penulis sangahgaruhi oleh faktor situasi
kondisi wilayah yang aman pasca MoU Helsinki jikbashdingkan dengan masa
konflik. Dengan sudah kondusifnya situasi dan ksindi wilayah hukum Polres
Lhokseumawe pasca MoU Helsinki maka upaya-upayanggulangan tersebut
bisa dilakukan dan dilaksanakan oleh pihak Polré®okkeumawe dengan
didukung instansi lain maupun masyarakat sehingg@ayarupaya
penanggulangan tersebut bisa berjalan dengan fefdein efesien dalam
menurunkan kejahatan kekerasan menggunakan sepatdi wilayah hukum
Polres Lhokseumawe.

Disamping adanya faktor-faktor yang mendukung ugagm@anggulangan,
dari hasil penelitian ditemukan pula faktor-faktiglang dapat dikatakan
menghambat upaya penaggulangan kejahatan kekerssaggunkan senjata api

tersebut. Adapun faktor yang menghambat dari ddilar@rnal) kepolisian sendiri
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terdiri dari dua hal. Pertama, adalah masih kurgagmmlah personel Polres
Lhokseumawe yang belum sesuai dengan DSP Polreagaetana yang
diungkapkan oleh Kapolres Lhokseumawe. Hal ini nagitgatkan tidak bisanya
Polres Lhokseumawe mengerahkan kekuatan personjigotemya secara
maksimal untuk melakukan patroli maupun pengawasaara intensif terhadap
berbagai titik yang dinilai rawan kejahatan karewknya keterbatasan jumlah
personil yang dapat dikerahkan. Hal ini memang m&kan hambatan yang
bersifat klasik, namun faktor kurangnya personiladalah hal yang harus segera
dibenahi dan dipenuhi mengingat bahwa kehadirankeferadaan polisi secara
intensif dalam hal kuantitas jumlah di tengah-s@ngasyarakat terutama di titik-
titik yang rawan kejahatan akan dapat menurunkagkarkejahatan secara
signifikan.

Faktor internal yang kedua adalah masih adanydagerdan sifat arogan
dari beberapa personil Polres Lhokseumawe yangjatiasebagai “efek” dari
konflik yang berkepanjangan. Hal ini mengakibatladitnya beberapa aparat
kepolisian melakukan pendekatan dan penggalangearasehumanis kepada
masyarakat sehingga terkadang menyulitkan anggattuku memperoleh
informasi dari masyarakat maupun mantan GAM laitey&ait peredaran senjata
api illegal pasca konflik bersenjata di Aceh khus@sdi wilayah hukum Polres
Lhokseumawe.

Indikasi ini bisa dilihat dari temuan penelitianmdina pendekatan yang
dilakukan dalam penanggulangan kejahatan kekerasarggunkan senjata api
yang dilakukan oleh Polres Lhokseumawe sejauh irasim cenderung
mengedepankan upaya represif dan preventif langsupgya preventif tidak
langsung atau yang biasa dikenal dengan istilaemtif memang telah dilakukan
dan telah berjalan dengan cukup baik yang dapaktidan dengan telah adanya
partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan el@ntikan secara bersama
maupun telah timbulnya kesadaran hukum dalam diasyarakat tersebut
sehingga turut berdampak pada menurunnya angkahdtaja kekerasan
menggunakan senjata api di wilayah hukum Polreskédiomawe. Namun
menurut peneliti hal ini belum menjadi domain yaotama dalam upaya

pencegahan kejahatan. Ini dibuktikan dengan tingkaerhasilan anggota Polri
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menggalang masyarakat ataupun mantan GAM untukyenainkan senjata api
sisa konflik secara sukarela sepanjang 2005 s/@ atdlsih cukup rendah dimana
dari data yang ada hanya ada satu kasus penyesahgta oleh masyarakat dan
satu kasus tersangka yang menyerahkan diri bebaring bukti senjata api
miliknya sebagai bukti aplikasi nyata pendekatanas®e humanis yang telah
dilkukan oleh aparat Polres Lhokseumawe. Bandingkat ini dengan
pengungkapan yang dilakukan melalui upaya repdesitna mencapai 10 kasus.
(Lihat tabel 1.1 pada Bab 1 dalam penulisan Tes)satau bandingkan hal ini
dengan upaya BINTER yang dilakukan olen TNI yangmmpa menggalang
masyarakat atau mantan GAM untuk menyerahkan seapatillegal sisa konflik
secara sukarela sebanyak 9 kasus selama tahurs2D2011 saja (lihat tabel 5.2
pada bab 5 dalam penulisan Tesis ini).

Temuan ini membuktikan bahwa upaya penanggulangaeialui
penggalangan dan pendekatan secara humanis yaaigikdih oleh beberapa
aparat Polres Lhokseumawe masih belum dapat begi@iagan maksimal karena
masih belum berubahnya beberapa mindset anggottatsetonflik berakhir.
Namun berdasarkan pengamatan dan pengalaman psaatisnasih berdinas di
Polres Lhokseumae, sesungguhnya Polres-PolresgacinaPolda Aceh termasuk
Polres Lhokseumawe didalamnya telah berupaya umarkbah mindset sebagian
anggota yang masih terbawa suasana konflik agarjagietebih humanis
diantaranya melalui penyuluhan-penyuluhan tentaAditbagi anggota POLRI
dengan bekerja sama dengan lembaga internasiamairiational Organization
for Migration” (1.0.M) yang didukung oleh UNICEFHal ini sedikit banyaknya
telah memberikan perubahan secara signifikan begg@a Polres Lhokseumawe
dan jajaran untuk menjadi lebih humanis saat beyhad dengan masyarakat,
meskipun masih ada beberapa diantaranya yang resstiat arogan dan masih
terbawa pola pikir seperti masa konflik sebagaimgarag diakui oleh Kapolres
Lhokseumawe.

Adapun faktor eksternal yang dapat dikatakan memgla upaya
penanggulangan tersebut adalah faktor masih adselyagian masyarakat yang
masih trauma dengan konflik dan faktor geografuaamografi wilayah hukum

Polres Lhokseumawe yang sangat luas. Faktor adsehy@gian masyarakat yang
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masih trauma ini sedikit banyaknya mengakibatkalitnga informasi didapat
oleh anggota kepolisian, terutama informasi yanipiedengan peredaran senjata
api sisa konflik maupun tentangkejahatan kekeramanggunakan senjata api
yang dilakukan oleh oknum mantan GAM. Masyarakahgyanasih trauma
tersebut cenderung diam dan tidak mau memberikBormiasi karena trauma
konflik yang pernah mereka rasakan dalam artiaa fiembantu polisi mereka
takut keamananya terancam oleh para mantan GAMMhetrsseperti pada saat
konflik. Namun masalah ini secara perlahan telaHamhisa diatasi melalui
berbagai pendekatan yang telah dilakukan baik Bldh maupun instansi lainya
sebagaimana yang telah peneliti uraikan diatasariypéng itu, faktor luasnya
wilayah hukum Polres Lhokseumawe dan sulit sertatbga medan merupakan
hal yang cukup menghambat. Apalagi jarak tempuh s#du titik rawan ke titik
rawan lainya terkadang memakan waktu yang cukuf lkarena jarak tempuh
yang cukup jauh dan lokasi yang terpencil sehingg@adiran aparat kepolisian
seringkali terhambat oleh masalah ini.

Beberapa faktor-faktor yang menghambat baik daii isternal maupun
eksternal tersebut, sebenarnya saat ini sudaltliatsesi dan ditanggulangi dengan
cukup baik oleh aparat Polres Lhoksemawe dan jayaradimana hal ini bisa
dilihat dengan mampunya Polres Lhokseumawe melaksan upaya
penaggulangan baik secara internal melalui kekuatmdiri maupun secara
eksternal dengan didukung oleh kekuatan lain dikegolisian. Namun demikian,
menurut hemat peneliti masih diperlukan upaya-updsa tindakan-tindakan
lebih lanjut guna dapat lebih meminimalisir hambatambatan yang ada
tersebut sehingga upaya penanggulangan kejahatierakan menggunakan
senjata api yang dilakukan oleh Polres Lhokseumale® jauh lebih maksimal,

efektif, dan efesien.
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BAB 7
PENUTUP

71 Kesmpulan
Adapun kesmpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan terhadap
permasal ahan yang ada dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

7.1.1 Pemicu Munculnya K g ahatan Kekerasan M enggunakan Senjata Api

di Wilayah Hukum Polres L hokseumawe

Terjadinya keahatan kekerasan menggunakan senjata api diwilayah
hukum Polres Lhokseumawe pada dasarnya disebabkan oleh adanya faktor
tuntutan ekonomi akibat masih tingginya angka kemiskinan penduduk, belum
meratanya kesejahteraan ekonomi, masih tingginya angka pengangguran, dan
adanya kesenjangan sosial yang dialami oleh para oknum mantan GAM kalangan
kel as bawah pasca MoU Helsinki.

Masalah-masalah yang terkait ekonomi ini kemudian diperparah dengan
masih banyak beredarnya senjata api sisa konflik Aceh di tangan para oknum
mantan GAM, terutama yang berasal dari kalangan masyarakat kelas bawah
tersebut, yang tidak diserahkan untuk dimusnahkan sesuai kesepakatan MoU
Helsinki setelah konflik bersenjata di Aceh berakhir. Kedua hal ini, yaitu masalah
tuntutan ekonomi dan peredaran senjata api illegal pasca konflik, pada akhirnya
menjadi pemicu terjadinya kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang
dilakukan oleh oknum mantan GAM dari kalangan masyarakat kelas bawah di
wilayah hukum Polres L hokseumawe

Secara teoritis, keahatan kekerasan menggunakan senjata api tersebut
dilakukan oleh oknum mantan GAM yang berasal dari kalangan masyarakat kelas
bawah yang telah terbiasa dengan kekerasan sebagai sub budaya kelas bawah
sebagaimana hasil analisa dalam Lower Class Culture Theory, sehingga pada
akhirnya dalam keadaan tertekan dan frustasi akibat kemiskinan dan tuntutan
ekonomi, mereka kemudian melakukan penyimpangan dalam bentuk kejahatan
kekerasan menggunakan senjata api untuk memenuhi tuntutan kebutuhan

ekonominya sebagai bentuk tindakan inovative sebagal salah satu bentuk adaptasi
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dalam Anomie Theory karena mereka tidak mampu untuk meraih tujuan mereka
dengan cara-cara yang sah melaui legitimate means karena terhalang oleh
struktur sosial yang ada.

Dalam keadaan dan kondisi dibawah tekanan ekonomi, maka para oknum
mantan GAM yang berasal dari kalangan masyarakat kelas bawah tersebut
kemudian dihadapkan pada pilihan untuk melakukan kejahatan tersebut
berdasarkan pertimbangan dan pilihan rasional mereka mengenai untung dan
ruginya melakukan suatu keahatan, setelah mereka cukup yakin bahwa
keuntungan yang diperoleh melalui kejahatan tersebut Iebih besar dari resiko yang
dihadapi maka kemudian barulah para oknum mantan GAM tersebut menjaankan
aks keahatan kekerasan menggunakan senjata api tersebut sesuai dengan
Rational Choice Therory.

7.1.2 Praktik Kgahatan Kekerasan Menggunakan Senjata Api di Wilayah

Hukum Polres L hokseumawe

Praktik kegjahatan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi di
wilayah hukum Polres Lhokseumawe dilakukan oleh oknum mantan GAM secara
sistematis dan terencana dengan memperhatikan faktor-faktor dan peluang-
peluang yang ada dan yang mendukung situasi dan kondis pada saat aksi tersebut
dijalankan.

Secara teorirtis, praktik kejahatan yang dilakukan tersebut berdasarkan
hasil analisa dapat dikatakan merupakan aplikasi dari Rotine Activities Theory
dimana keahatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan peluang-peluang
yang muncul seperti waktu yang tepat untuk melakukan kejahatan, tempat yang
tepat untuk melakukan kejahatan, serta menentukan sasaran atau objek (orang
atau harta benda) yang tepat sebagai calon korban berdasarkan kebiasaan rutin
atau rutinitas yang biasa dilakukan oleh korban sehingga akan memunculkan
situas dan kondisi yang tepat untuk melakukan aksi kejahatan tersebut.

Beberapa faktor di atas tersebut kemudian berkolaborasi dan ditambah
dengan adanya dukungan sarana senjata api yang dimiliki oleh oknum mantan
GAM pada akhirnya menimbulkan motivasi bagi oknum mantan GAM tersebut
untuk melakukan kejahatan kekerasan menggunkan senjata api terhadap korban

Universitas Indonesia

Fenomena tindak..., Ricky Purnama Kertapati, Pascasarjana Ul, 2011.



126

yang dianggap sebagal sasaran yang empuk. Selain itu, kurangnya pengawasan,
penjagaan, maupun kehadiran aparat kepolisian dalam mengawas atau menjaga
orang maupun tempat-tempat yang merupakan daerah yang potensial terhadap
terjadinya kejahatan kekerasan menggunakan senjata api tersebut pada akhirnya
membuat para pelaku lebih leluasa dalam menjaankan aksinya. Oleh karena itu
sangat diperlukan adanya upaya penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan

menggunakan senjata api oleh Polres Lhokseumawe dan jajaranya.

7.1.3 Upaya Penanggulangan K ahatan Kekerasan Menggunakan Senjata

Api Oleh Polres L hokseumawe dan Faktor-Faktor Yang

Mempengar uhinya

Dari data yang ada, kejahatan kekerasan menggunkan senjata api yang
terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe pasca MoU Helsinki selama
periode 2005 s/d 2010 cenderung mengalami penurunan.

Secara teoritis, penurunan ini terjadi karena adanya upaya-upaya
penanggulangan yang telah dilakukan oleh Polres Lhokseumawe yang secara
umum meliputi konsep upaya pencegahan POLRI maupun konsep upaya
pencegahan O.W. Wilson yang secara garis besar meliputi bentuk-bentuk upaya
pencegahan (preemtif dan preventif) yang dilakukan sebelum ke ahatan terjadi
dan upaya penindakan (represif) yang dilakukan setelah setelah kejahatan terjadi.
Upaya penaggulangan yang telah dilakukan oleh Polres Lhokseumawe tersebut
dapat berhasil menurunkan angka kejahatan kekerasan menggunkan senjata api di
wilayah hukum Polres Lhokseumawe karena didukung dan dipengaruhi oleh
berbagai faktor baik internal maupun eksternal sebagaimana yang tertuang dalam
konsep yang diutarakan oleh Walter C. Reckless.

Secara internal dari dalam Polres Lhokseumawe sendiri, peningkatan dan
pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personel
dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana memegang peranan yang
cukup penting dalam mempengaruhi keberhasilan upaya penanggulangan tersebut.

Secara eksternal, perundang-undangan yang dapat berfungss menganalisa
dan membendung kegahatan dan mempunya jangkauan ke masa depan;

mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat,
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murah, dan sederhana; koordinasi antara aparatur penegak hukum dan aparatur
pemerintah lainya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam
penanggulangan kriminalitas’kgjahatan; serta partisipasi masyarakat untuk
membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas memegang
peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi tingkat keberhasilan upaya
penanggul angan tersebut.

Keberhasilan  faktor-faktor internal maupun  eksternal  dalam
mempengaruhi dan mendukung berjalanya upaya penanggulangan kejahatan
kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe
sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi keamanan di wilayah hukum Polres
Lhokseumawe yang telah kondusif pasca MoU Helsinki, sehingga upaya-upaya
penanggulangan tersebut bisa dilakukan dan dilaksanakan oleh pihak Polres
Lhokseumawe dengan didukung instansi lain maupun masyarakat melalui
berbagai strategi penanggulangan kejahatan.

Adapun faktor yang dapat dikatakan menghambat upaya penanggulangan
kejahatan tersebut secara interna adalah masalah jumlah kurangnya personil
kepolisian Polres Lhokseumawe yang masih belum mencukupi DSP Polres dan
juga masih adanya personil Polres Lhokseumawe yang masih arogan dan kurang
humanis dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat sehingga berdampak
pada sulitnya mendapatkan informasi. Secara eksternal, faktor masih adanya rasa
trauma pada sebagian masyarakat sehingga tidak mau memberikan informasi
terkait kejahatan kekerasan menggunkan senjata api yang dilakukan oleh oknum
mantan GAM juga dirasa cukup menyulitkan aparat kepolisian. Disamping itu,
keadaan geografi dan demografi serta luasnya wilayah hukum Polres
Lhokseumawe juga menjadi salah satu faktor yang menghambat berjalanya upaya
penaggulangan kejahatan kekerasan menggunkan senjata api yang dilakukan oleh
Polres Lhokseumawe dan jgaranya.

7.2 Saran
Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan, ditemukan adanya
beberapa hambatan baik internal maupun ekstrernal dalam upaya penanggulangan

kegjahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh Polres
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Lhokseumawe. Untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka
peneliti menyarankan hal sebagai berikut :

Pertama, melihat adanya faktor jumlah personil yang masih kurang pada
Polres Lhokseumawe dan jgaranya maka peneliti menyarankan untuk
ditambahnya jumlah personil sesua dengan kebutuhan dengan memperhatikan
skala prioritas. Permohonan penambahan jumlah personil agar sesuai dengan
DSP dapat digjukan melalui jalur administrasi ke Polda Aceh maupun ke Mabes
Polri secara bertahap dan berjenjang.

Kedua, seyogyanya mindset atau pola pikir sebagian anggota Polres
Lhokseumawe yang masih arogan karena terbawa suasana konflik harus diubah
menjadi lebih humanis melalui berbagai program. Program penyuluhan terhadap
anggota Polres Lhokseumawe melalui IOM yang harus tetap dilakukan secara
berkala dan berkelanjutan. Disamping itu perlu adanya sarana lain yang dapat
menjadi wadah sarana integrasi anggota Polres dengan masyarakat bahkan
termasuk mantan GAM didalamnya melalui kegiatan olahraga bersama, safari
ramadhan (tarawih keliling), bazar atau pameran mengenai kepolisian, maupun
kegiatan lain yang bersifat pembauran sehingga aparat akan menjadi lebih dekat
dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan diluar kedinasan.

Ketiga, adanya sebagian masyarakat yang masih trauma akibat konflik
sehingga berdampak pada sulitnya informasi didapat harus segera diatasi dengan
dilakukanya pendekatan-pendekatan secara |ebih inovatif dan kreatif. Pendekatan-
pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan secara personal maupun
menggunakan bantuan pihak lain seperti tokoh masyarakat atau tokoh agamayang
dihormati oleh masyarakat sehingga secara perlahan mereka akan terbuka dan
mulai mau memberikan informasi pada aparat kepolisian, terutama informasi
tentang peredaran senjata balk yang merupakan senjata sisa konflik maupun
adanya kemungkinan senjata yang baru masuk ke Aceh pasca MoU.

Keempat, mengingat luasnya wilayah hukum Polres Lhokseumawe
ditambah lagi dengan kondisi geografi dan demografi daerah yang cukup sulit
untuk ditempuh pada beberapa wilayah seperti yang berada di pelosok pedalaman
dan pedesaan dimana jarak antar kecamatan atau desa itu bisa makan waktu

berjam-jam dan jalan sulit dilalui kendaraan serta berbukit serta banyaknya daerah
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terpencil dan titik-titik rawan, maka mau tidak mau perlu disiasati dengan
didirikanya pos-pos polisi (pos pol) di daerah-daerah pelosok maupun titik-titik
rawan tersebut dengan menginduk pada Polsek terdekat yang berada di wilayah
tersebut sehingga kehadiran polisi bisa dirasakan. Anggota yang berada di pos
polis tersebut juga bisa memantau Situasi dan kondisi wilayah secara lebih
melekat serta dapat bergerak dengan cepat ke lokasi terdekat jika dibutuhkan.
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